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SAMBUTAN 

Benda-benda, bangunan-bangunan, situs-situs, yang te rmasuk peninggalan sejarah 
dan kepurbakalaan sebagai warisan budaya nasional , perlu kita lindungi dari bahaya 
kemusnahan , kehilangannya dan kerusakannya. Nam un demikian hmgga saat ini 
masih terasa pula kurangnya pengertian terhadap pe rundang-undangan/peraturan­
peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap peninggalan-peninggalan 
sejarah dan kepurbakalaan tersebut. 

Oleh ka rena itu dalam rangka usaha pengarahan se rta pemantapan perlindungan 
terhadap peninggalan-peninggalan sejarah dan ke purbakalaan di Ta.nah Air kita 
Indonesia , diterbitkanlah buku "HIMPUNAN PERA TURAN-PERA TU RAN PER­
LIN DUNGAN CAGAR BUDAY A NASIONAL" Perne rbitan ini dibiayai oleh Proyek 
Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jakarta, Direktorat 
Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PE LIT A 111 
Tahun 1981 - 1982. 

Perlu kami kemukakan bahwa terjemahan-terjemaJi.an dari Bahasa Belanda 
kepada Bahasa Indonesia dan Inggris hanya merupakan usaha-usaha mem permudah 
pengertian Monumenten Ordonanntie STBL 238/ I 93 I bagi para pembaca umum ­
nya. 

Semoga buku yang scderhana ini, dapat bermanfaa t serta menjadi pctunjuk 
ke arah pemantapan pengertian dan pelaksanaan perlindu ngan terliadap peninggalan 
sejarah dan ke purbakalaan scbagai warisan budaya nas1o nal yang perlu diwariskan 
lagi kepada generasi-generasi mendatang. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Direktorat Jenderal Keudayaan. 

Direktorat Perltndungan dan Pembinaan 
Peninggalan Sejarah dan Purbakala, 

Direktur, 

Drs. Uka Tjandrasasmita. 



Mengingat 

Meodeogar 

Pertama : 

PENET APAN ORDONANSJ CAGAR BUDAY A 
ATAS NAMA SRI RATU 

GUBERNUR JENDERAL HINDIA BELANDA 

·· perlunya diambil tindakan-t indakan guna melindungi benda-benda 
yang harus dianggap memiliki nilai pen ting bagi prasejarah, scjarah 
kesenian atau palaeo an tropologi. 

pendapat Raad van lndie dan sesauai dengan pendapat Yolksraad 
mengumu mkan dengn hormat kepada semua orang yang akan 
me lihat atau mendengar dibacakan nya ordon ansi ini. hahwa ia 
telah menyetujui dan memaklumi. 

Hapusnya pasal S28 Hukum Pidana Hindia Be landa. 

Kedua 

Mene tapkan pcraturan-peraturan berikut yang be rhubungan dengan pcrlindung­
an bcnda-benda yang harus dianggap mempunyai nil a1 penting bagi prasejarah , sejarah 
kesenian atau palaeoanthropologi. 

Pasal 1. 

I) . Yang dianggap sebagai monumen dalam peratu ran ini : 

a) benda-be nda bergerak maupun tak bergera k yang dibuat oleh tangan ma­
nusia, bagian a tau kelompok benda-bcnda dan juga sisa-sisanya yang pokok­
nya berumur SO tahun atau memiliki 1i1asa langgam yang sedikit-dikitnya 
be rumur SO tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah , 
scjarah atau kesenian . 

b) benda-benda yang dianggao mcmpunyai nilai penting dipandang dari sudut 
palaeoanthropo logi. 

c) situs yang mempunyai petunjuk yang kuat dasarnya bahwa di dalanmya 
terdapat benda-benda yang dimaksud pada ad a dan b. 
segala sesuatu bilamana benda-benda tersebut baik tetap mu pun sementara , 
telah dicantumkan da la m daftar, disebut Da ftar Monu men Umum Pusat 
yang disusun dan dilola atas usaha Kepala Dinas Purbakala . 

2). Beoda-bcnda bergerak atau t idak bergerak yang menurut tujuan semula atau 
tuj ua n masa kini termasuk dalam kelompok benda-benda tersebut dalam 
I) a dan situs yang tanamannya, bangunannya atau keadaan pada umumnya 
memil iki atau dapat mcmiliki kepentingan langsu ng bagi benda-benda dibawah 
1) a , dipe rsamakan dan didaftarkan bersamaan dengan benda-benda dibawah 
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Pasal 2 . 

!) . Mengenai rencana pendafataran benda-benda yang dimiliki atau yang dikuasai 
Negara atau masyarakat otonom oleh Direktur 0. & E. diadakan pembicaraan 
dengan pejabat yang menguasai benda-benda tersebut. 

2). Pendaftaran benda-benda kepunyaan swast;i. dapat dilakukan atas permintaan 
atau tanpa permintaan. Dalam ha! yang terakhir ini Direktur 0. & E. dengan 
pere.ntaraan surat dinas terdaftar atau bila perlu dengan tilgram ataupun 
dengan perantaraan Bupati yang bersangkutan di Jawa dan Madura dan 
penguasa setempat lainnya , memberi tahukan rencana pendaftaran benda­
benda itu kepada pemilik atau penguasa benda tersebut, dimana oleh yang 
bersangkutan dalam waktu tiga bulan setelah tanggal pemberitahuan itu dapat 
diajukan prates kepada Kepala Departemen yang bersangkutan di atas. Bila 
pemilik atau yang berhak tidak dikenal alamatnya di Hindia Belanda dan 
tidak ada yang diberinya wewenang atau bila ia tidak dikenal orang, maka 
pemberitahuan ini dilakukan dengan jalan panggilan lewat Javasche Courant 
dan satu a tau lebih dari satu surat kabar , sedapat mungkin di daerah tempat 
benda tersebut berada . 
Panggilan itu dilakukan dua kali dengan jarak waktu sedikit-dikitnya satu 
bu Ian. 
Dalam ha! terakhir ini keberatan harus diajukan dalam waktu tiga bulan se­
sudah tanggal penempatan panggilan yang terakhir . 

3). Bila dalam waktu yang ditetapkan itu ada pengaduan keberatan maka Direktur 
0 . & E. meminta nasehat kcpada Ketua Panitya Purbakala dan nasehat itu 
diajukan kepada Pemerintah, bila kcputusan tingkat pertama ataupun keputus­
an setelah naik banding berada di tangan Pemerintah . 

4). Nasehat yang demikian juga diminta dan juga dipertimbangkan dengan Perne­
rintah bila Kepala Dinas Purbakala maupun Direktur 0. & E. tiada melihat 
alasan untuk mengabulkan permintaan pendaftaran itu. 

5). Bila menurut anggapan Direktur 0 . & E. selama waktu dipertimbangkannya 
usu! atau permohonan untuk pendaftaran ada bahaya yang sangat memburuk 
bagi keadaan benda yang bersangkutan , maka ia dapat memerintahkan pen­
daftaran sementara dalam Daftar Monumen Umum Pusat. 
Hal ini berlaku untuk jangka waktu tiga bulan, dan waktu ini dapat diper­
panjang dua kali unttikjangka waktu yang sama panjangnya. 
Tentang pendaftaran sementara dan tentang perpanjangan jangka waktu itu 
segera diberi tahukan kepada pejabat yang menguasai benda-benda tersebut 
atau kepada pemilik atau yang berhak . 

6). Pendaftaran yang tetap dilakukan atas perintah Gubernur Jenderal untuk 
benda-benda yang tidak bergerak beserta benda-benda yang dianggap termasuk 
kepadanya, dan selain itu atas perintah Direktur 0. & E. pendaftaran yang 
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8). 
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tetap itu sege ra diberitah ukan di dalam ,Javasche Courant. 
Disamping itu hal tersebut diberitahukan ke pada pejabat penguasa bcnda 
te rsebut atau kepada pemiliknya atau yang berhak . 

Selama jangka waktu satu tahun maka sipemilik at au yang berhak dapat 
mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal tentang pembatalan 
keputusan yang diambil oleh Dircktur 0. & E. berdasarkan salah satu ke­

te tapan dari pasal ini . 

Bila yang bersangkutan ada akte pemilikannya maka pendaftaran yang te tap 
harus dilaku kan secara terpcrinci dan juga sccara me nyeluruh sesuai dengan 
akte tersebut oleh panite ra atau oleh pejabat lain yang diserahi penyimpanan 
catatan terseb ut yang selalu diberi tahukan oleh Kepala Dinas Purbakala 

mengenai setiap pendaftaran . 

Pasal 3 . 

1). Pencoretan suatu pendaftaran sementara atau tetap dalam daftar monumen 
pusat dilakukan atas pe rintah Direktur 0 . & E. bila diperin tahkan olehnya 
dan bila tidak demikian, atas perintah Gubernur Jenderal. 

2). Mengenai pencoretan rnaka digunakan aturan-aturan ayat 2), 3), 4), 7), 8) 
pasal te rsebut di atas . 

Pasa l 4 . 

I). Kerugian yang dialami langsung oleh pemilik a tau yang berhak sebagai akibat 
pendaftaran sesuatu benda dalam Daftar Umum Pusat diganti oleh negara. 

2). Segera setelah pendaftaran itu maka Gubernur Jenderal memintakan , me­
nawarkan ganti kerugian kepada yang berkepentingan bila kerugian itu dialami 
oleh sipemilik atau yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat I ). 
Bila penawaran ini tidak dilakukan dalan1 waktu tiga bulan atau bila yang 
berkepentingan tidak puas dengan apa yang ditawarkan itu, maka ganti ke­
rugian ditetapkan oleh tiga orang ahli , yakni dari masing-masing pihak me­
nunj uk seorang dan kedua orang ini bersarna-sama menunjuk lagi orang ketiga. 

Pasal 5. 

1 ). Pemilik a tau yang berhak menguasai sebuah monumen berkewajiban me­
meliharanya dalam keadaan baik. 

2). Dalam hal kelalaian ia dapat ditegur oleh Direktur 0. & E. agar melaksanakan 
peke rjaan yang dianggap perlu guna pcmeliharaan benda terse but dalam jangka 
waktu yang ditetapkan oleh Direktur 0. & E. ia berkewajiban mengikuti 
petunjuk yang diberikan oleh atau atas nama Kepala Dinas Purbakala . 

3). Bila pemilik atau penguasa tidak melak ukan pekerjaan yang dimaksudkan 
di bawah ayat 2) maka pekerjaan ini dapat dilaksanakan oleh negara setelah 
mana seluruh atau sebagian biaya dibebankan kepada pemilik atau penguasa. 
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4). Bila tujuan sebuah rnonumen menimbulkan kerugian atau bahaya bagi rno­
numen, maka monumen itu dapat disita atas nama negara , juga tanpa pem­
beritahuan lebih dahulu , bahwa kepentingan umum menghendaki penyitaan 
itu . 

5). Dalam ha! itu Kepala Dinas Purbakala dapat segera memerintahkan peng­
ambil alihan monumen . Setelah itu ia selekas mungkin mengusulkan penyita­
an kepada Gubernur Jenderal. 

6) . Gubernur Jenderal memerintahkan atau menolak usu! penyitaan itu setelah 
mendengar saran Direktur 0 . & E. 

7). Bila penyitaan diperintahkan maka Gubernur Jenderal memerintahkan pe­
nawaran ganti kerugian kepada pemilik atau penguasa. 

Bila penawaran ini belum dilakukan juga dalam waktu 3 bulan, atau yang 

berkepentingan tidak puas dengan apa yang ditawarkan itu maka ganti ke­
rugian itu ditetapkan uleh tiga orang ahli , yakni dari masing-masing pihak 
menunjuk seorang dan kedua orang ini bersama-sanrn menunjuk lagi orang 
ketiga . 

8). Kalau penyitaan ditolak maka monumen tersebut segera diserahkan lagi kepada 
pemilik atau yang berhak dan kerugian yng dialaminya, karena penyitaan 
monumen itu diganti . 

Penawaran dan penetapan ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan ayat 7) di 
atas. 

Pasal 6 . 

I). Dilarang mengeksport dari Hindia Belanda tan pa izin Kepala Dinas Purbakala; 
benda-benda yang dicatat sementara atau tetap di dalam daftar monumen 
umum pusat atau yang sesuai dengan pasal 8) ayat 2) dianggap dicatat semen­
tara , maupun benda-benda yang berasal dari zaman sebelum Islam, meskipun 
tidak tercatat pada daftar tersebut. 

2). Tanpa izin Kepala Dinas Purbakala dilarang memperbaiki sebuah monumen , 
menghancurkannya, merobah wujudnya , bentuk atau penggunaannya, meng­
ambil benda-benda yang tidak bergerak dari sebuah monumen atau memisah­
kan ke lain tempat benda-benda bergerak milik monumen ataupun bagian 
dari monumen. 

3). Kepala Dinas Purbakala dapat mengadakan syarat -syarat pada perizinan ter­
sebut. 

4). Pengawasan atas pelaksanaan izin ada di tangan Dinas Purbakala . 

5). Atas permintaan tertulis atau dengan tilgram dari Kepala Dinas Purbakala 
maka Asisten Residen yang bersangkutan di Jawa dan Madura, dan qi tempat 
lain Kepala Daerah, memerintahkan untuk mengindahkan, mencegah atau 
melakukan segala yang telah dilakukan , dijalankan atau diabaikan tanpa 
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izin Kepala Dinas Purbakala ataupun yang tidak sesuai dengan syarat tersebut 
ayat 3) dan bila dipandang pcrlu atas beban biaya para pe langgar. Kecuali 
dalam keadaan darurat , hal tersebut berlak u sesudah pemilik , yang berhak 
atau yang menguasai monumen bersangkutan, diberi peringatan oleh :it?.u 
alas nama Kepala Dinas Purbakala. 

6). Untuk menahan dan mengemhalikan ke tem pat asalnya, Kepala Dinas Purba­
kala berwenang memerintahkan monumen-m onumen yang telah atau sedang 
dipindahkan ke lain tempat bertentangan dengan ayat I) dan 2) pasal ini. 

7). Kepala Dinas Purbakala, pejabat dari dinasnya yang ditunjuk olehnya dan 
orang-orang lain yang mcmbawa surat kuasa te rtulis dari Kepala Dinas Purba­
kala diperkenankan mendekati monumen terseh ut. 

Bila permohonan izin secara tertulis ditolak maka yang bersangkutan melalui 
Asisten Residen untuk Jawa dan Madura , untuk lain-lain tcmpat melalui 
Kepala Daerah masing-masing, dapat minta izin mendekat kecuali pada 
bagian-bagian yang menurut pcraturan aga ma dan pendapat ulama diakui 
umum dilarang mendekat. 

8). Atas permintaan atau atas nama Kepala Dinas Purbakala maka pemilik atau 
penguasa atau yang berhak atas sesuatu monumcn memberi bantuannya 
untuk pengukuran, penggambaran , pencatatan dan pemo tretan. 

Dalam hal penolakan maka bantuan yang berwajib dapat diminta agar dapat 
dimungkinkan pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan. 

9). Gubernur Jenderal memutuskan apakah pada tanah-tanah yang dinyatakan 
sebagai monumen kegiatan pertanian atau ke hutanan da pat diizinkan atau 
tidak . 

Pasal 7. 

I) . Dalam ha! pemindahtanganan sebuah monumcn maka pcmilik atau yang 
berhak wajib memberi tahukan tentang pemindahtanganan itu sedik it-dikitnya 
14 hari sebelumnya kepada Kepala Dinas Purbakala. 

2). Bara ng siapa kehilangan atau mcmperoleh scbuah monumen wajib memberi 
tahukan dalam waktu yang ditetapkan dalarn ayat I) kepada Kepala Din as 
Purbakala dengan atau tanpa perantaraan peJ abat Pamong Praja; dalam hal 
ke hilangan perlu diterangkan keadaan te rjadinya kehilangan terse but. 

3). Semua perubahan dalam hal milik sebuah monumcn maupun hilangnya dicatat 
dalam Daftar Monumcn Umum Pusat. 

Pasal 8. 

I) . Yang mcnemukan sebuah harta dalam penger tian pasal 587 dari Kita b Unclang­
undang Hukum Perdata yang dapat diperk irakan termasuk benda bergerak 
sepert i dimaksudkan dalam ayat I) sub a a tau sub b at au ayat 2) pasal-pasal 
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ordonansi ini, wajib memberitahukannya dengan segera kepada Bupaa di 
Jawa ·dan Madura dan di tempat lain kepada Kepala Daerah , di wilayah mana 
penemu bertempat tinggal; pejabat tersebut memberitahukan penemuan ini, 
<lalam hal-hal penting dengan tilgram, kepada Kepala Dinas Purbakala dengan 
memberitahukan perinciannya yang diketahuinya. 

2) . Benda-benda yang diketemukan sebagaimana termaksud dalam ayat di atas, 
maupun tempat penemuan dengan batas yang ditetapkan oleh Bupati yang 
bersangkutan di Jawa dan Madura, dan di tempat lain oleh Kepala Daerah 
masing-masing , oleh karena penemuan ini sendiri dianggap telah dicatat dalam 
daftar sementara monumen Umum Pusat. 
Peraturan pasal 2 ayat 5) digunakan dalam hal ini. 

3). Untuk keperluan pencatatan yang tetap, Kepala Dinas Purbakala dapat me­
merintahkan agar benda-benda yang ditemukan dikirimkan ke alamatnya di 
Batavia atas biaya dan risiko negara . 

4). Harta-harta benda yang dimaksudkan dalam ayat pertama dapat disita atas 
nama Negara, juga tanpa keterangan sebelumnya bahwa kepentingan umum 
menuntut penyitaan itu . Pada penyitaan ini digunakan ketentuan dengan 
pasal 5 ayat (5) pasal (8) . 

Pasal 9 . 

Dilarang melakukan penggalian benda-benda sebagaimana disebutkan pada ayat 
pertama pasal 1 Ordonansi ini sub a dan sub b tanpa izin tertulis Kepala Dinas 
Purbakala. 

Kepada izin ini dapat ditambahkan syarat-syarat. Bila syarat-syarat ini tidak ditaati 
maka akibatnya adalah pencabutan izin. 

Pasal 10. 

Terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh Kepala Dinas Purbakala berdasar­
kan pasal 6 ayat (1) dan (2) dan pasal 9 , terhadap syarat-syarat yang diajukan. 
olehnya berdasarkan pasal 6 ayat (3) dan pasal 9 maupun terhadap petunjuk­
petunjuk yang diberikan olehnya berdasarkan pasal 5 ayat (2), maka oleh yang 
berkepentingan dalam waktu empat bulan sctelah tanggal pengiriman surat itu 
dari pejabat tersebut dapat diajukan keberatan-keberatan kepada Direktur 0. & 
E. yang kemudian mcmberi keputusan setelah mendapat nasehat dari Panitia Purba­
kala . 

Pasal 11. 

Untuk pelaksanaan ordonansi ini maka dengan ketetapan Negara di keluarkan per­
aturan-peraturan se!anjutnya bagi pemilik, orang yang berhak maupun penguasa­
penguasa monumen guna menjamin pemeliharaan monumen-monumen maupun 
dalam hubungannya dengan daftar monumen umum pusat. 



7 

Pasal 12. 

I) . Pelanggaran-pelanggaran dari ketentuan-ketentuan di bawah pasal 6 ayat (I) 
a tau (2) dan pasal 9 , tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang ditetapkan 
dengan pasal 7 ayat (I) a tau (2) atau pasal 8 ayat (1) maupun tidak dipenuhi­
nya syarat-syarat yang diajukan di bawah pasal 6 ayat (3) dan pasal 9 dihukum 
dengan tahanan sebanyak-banyaknya tiga bulan atau de nda uang setinggi­
tingginya 500 gulden . 

2). Jika tindakan yang dapat dihukum menurut ayat (I) di atas dilakukan oleh 
karena suatu badan hukum maka tuntutan hukuman dilaksanakan dan huku­
man dijatuhkan terhadap para penguasa atau perwakilan di Hindia Belanda . 

3). Benda-benda termaksud dalam pasal 6 ayat (I) pasal 7 ayat (I) dan (2) pasal 
8 ayat (I) dan pasal 9 yang dimiliki terhukum dinyatakan disita . 

4). Hal-ha! yang dianggap kena pidana dalam ayat (1) dianggap sebagai pelanggar­
an. 

Pasal 13. 

Disamping mereka yang pada umumnya dibebani pengusutan soal-soal pidana maka 
yang tersebut di bawah ini, masing-masing di wilayahnya sendiri-sendiri dibebani 
pula pengusutan pelanggaran-pelanggaran ketentuan-ke tentuan ordonansi ini. 

a). Kepala dan Pejabat-Pejabat Dinas Purbakala . 
b). Pegawai-pegawai Dinas Kehutanan mulai dengan pangkat Sindcr (Opzichter) . 
c) . Pegawai-pegawai pekerjaan umum yang diserahi tugas pengawasan setempat. 

Pasal 14. 

Ordonansi ini dapat disebut dengan judul "Monumen Ordonanntie '.'. 

Ketiga 

Ordonansi ini mulai berlaku pada hari ke 30 sete lah d1umumkan. 
Dan agar tidak seorangpun bersikap tidak tahu menahu tentang hal ini maka ordo­
nansi ini akan dicantumkan dalam Staatsblad Van Nederlandch Indie. 

Diumumkan 
pada tanggal 1 30 Juni 1931 

S9kretaris Jenderal 1 

P .J. GEIB<E~ 

Dibuat di Cipanas 
pada t anggal , 13 Juni 1931 

DE GRAEFF 
Sekretaris J~nderal, 

P.J . GERKE. 

( Keputusan Gubernur Jender al tanggal 13 Juni 1931 No. 19 ) 
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PENJELASAN 

A. UM UM 

Pendahuluan : 

Makin lama makin bertambah terasa keterlibatan negara tentang perlunya 
perlindungan terhadap benda-benda yang harus dianggap penting sekali bagi Pra­
scjarah , Senibudaya, sejarah ataupun palaeoanthropologi Hindia Belanda, juga di 
pelbagai negeri yang lain campur tangan Pemerintah mencakup benda-benda yang 
pada umumnya disebut Monument (sebagai bahan perbandingan lihat scipsi yang ter­
perinci karya J .W. Frederiks yang berjudul " MONUMEN TENRECHT" (cetakan 
tahun 1912) - didaftar. 

Mengenai monumen-monumen alamiyah sudah ada ketentuan-ketentuan 
hukum yang dimuat dalam St. no. 298 tahun 1916. 
Peraturan yang diajukan kini mengenai benda-benda mati dah terutama sangat 
berarti bagi benda-benda kuno yang sangat penting bal1kan benda-benda kuno 
yang terkenal yang hampir setiap tahun masih diketemukan. 
Menrnng pemeliharaan benda-benda peninggalan Jawa yang tcrkenal sebahagian 
besar telah dijamin oleh kegiatan-kegiatan Din as Purbakala (Iihat in truksi dalam 
Bijblad no 7932) dan Komite Purbakala (St no 442 tahun 1927). Narnun demikian 
bagi benda-benda kuno tersebut akan sangat berguna dengan dikeluarkannya per­
aturan-peraturan hukum, sedangkan selanjutnya masih harus dipikirkan pula antara 
lain bangunan-bangunan dari zaman yang lebih baru ; suatu bangunan kabupaten, 
keraton , Mesjid , Gereja , Kuil atau rumah Cina dimana suatu kerusakan atau ke­
hilangan dapat menyebabkan kerugian ideal yang besar. 
Kemudian benda-benda antik, benda-benda bergerak yang beras.il dari pelbagai 
za11an dapat memiliki arti yang penting pula bagi sejarah ataupun seni budaya 
negeri-negeri tersebut , sehingga pemeliharaannya harus diutamakan juga. 
Bukankah ditahun-tahun terakhir ini ternyata bahwa bumi Hindia Belanda meng­
andung peninggalan-peninggalan yang berharga dari suatu peradaban prasejarah 
yang sangat mungkin dahulu tersebar meliputi sebahagian besar Asia Tenggara. 
Perlindungan peninggalan-peninggalan ini perlu pula bagi kepentingan ilmu penge­
tahuan . 

Demikian juga halnya dengan penemuan-penemuan penting di bidang plaeonthro­
pologi yang makin menonjol artinya ditahun-tahun belakangan ini. 

Semoga kepentingan umum yang dijamin dengan adany?. perlindunga.ri Peme­
rintah terhadap benda-benda pcninggaian sejarah, kebudayaan dan palaeoanthro­
pologi rnenjiwai penetapan peraturan-peraturan yang Jikeluarkan, tetapi di lain 
pihak perlu di11sahakan sedapa[ mungkin adanya pembatasan terhadap kemungkin­
an pelanggaran hak para pemilik benda yang perlu dipertimbangkan dalam aturan 
perlindungan . 
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Dalam rencananya foITTJalitas-formalitas yang tak dapat dihindari dibuat • 
sederhana mungkin, sedang dalam hal terpaksa terjadi perusakan materiel maka di· 
berikan kemungkinan pengadaan ganti rugi (pasal 4), ganti rugi dibayarkan me­
nurut si fat kerugian yang nyata-nyata telah terjadi atas bendanya, tidak untuk 
kerugian yang diperkirakan akan terjadi . 

P e ngerti an Mo numen : 

Seperti halnya dalam penyusunan hukum di pelbagai negeri lainnya untuk 
memudahkan dipakainya istilah monumen bagi benda-ben da yang harus dilindungi 
walaupun berdasarkan etimologi dapat dikemukakan keberatan-keberatan misalnya 
saja mengenai benda-benda bergerak dan lapangan-lapangan. 

Definisi monumen dalam pasal I Ordonansi dalam rencana ditentukan sede­
mikian rupa sehingga monumen-monumen alam akan tercakup di da\amnya. 

Untuk menghindari kesimpang siuran mengenai pertanyaan; apakah puing­
puing juga dapat dianggap sebagai monumen/benda peninggalan yang semula bukan 
hasil alam. 

Agar suatu benda dapat dinyatakan sebagai monumen dengan melalui pen­
daftaran dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu masih harus dipenuhi beberapa 
kriteria yang lain , bahwa benda tersebut harus mempunyai arti yang penting bagi 
sejarah , seni budaya ataupun palaeoanthropologi dan memiliki usia ter tentu. Setiap 
keten tuan mengenai syarat tersebut te rakhir itu hendaknya tidak begitu terikat 
menurut sifat bendanya. Disatu pili.ak harus tidak dibenarkan, bahwa bagi karya 
mereka yang seumur dengan usia yang masih hidup atau yang baru saja meninggal 
diipnt di terapkan ketentuan-ke tentuan yang berlaku untuk monumen walaupun 
~·mikian bukan berarti cUanju rkan untuk sama sekali tidak boleh men trapkan­
nya. Di "lain pihak mengenai batas waktu tidak boleh di tetapkan terlalu panjang 
mengingat pengaruh iklirn tropis terhadap benda-benda peninggalan. Para ahli ber­
anggapan bahwa batas waktu itu seyogyanya 50 tahun , namun dalam hal ini ada 
daeral1 batasnya karena dapat terjadi dirnana suatu gedung dibangun dengan suatu 
sty! tradisionil yang berasal lebih dari 50 tahun yang lalu, sedangkan gedung ter­
sebut belum setua itu. Jelas bahwa dalam hal gedung demikian itu perlu adanya 
perlindungan. Redaksi yang bersangkutan telah memperhitungkan kasus-kasus 
yang serupa, sedangkan kemudian dipakainya istilah pokok, berusia lebih dari 50 
tahun , agar benda-benda yang berumur sebahagian di bawah dan sebahagian lagi di 
atas 50 tahun dapat tercakup dalam ketentuan-ketentu an tersebut. Namun demi­
kian tujuannya belum dapat tercapai sepenuhnya, Pertama-tama harus dapat diatur 
agar benda-benda yang berada di dekat sebuah candi misalnya dapat dicakup dalam 
ketentuan-ke ten tuan seperti juga terrein sekelilingnya yang sering kal i merupakan 
unsur essensiel dari keseluruhan bangunan, misalnya te rrein di an tara peninggalan: 
peninggalan temhok sekeliling sebuah candi Hindu Jawa. Pada terre in-terrein serupa 
harus dapat ditempatkan larangan membangun atau tanaman serta harus <lapat 
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diselenggarakan pengaturan penyaluran dari ataupun peraturan-peraturan lain yang 
diperlukan guna pemeliharaan monumennya. Tentu saja tidak selalu diperlukan 
untuk melarang setiap pembangunan atau penanaman yang melampaui suatu batas 
tinggi tertentu. 

Artikel 1{2)0rdonanntie ini mengatur satu dan lain ha! dengan menentukan bahwa 
benda-benda dan terrein-terrein tennaksud di daftar bersama-sama dengan monumen 
nya sendiri dalam suatu daftar tertentu. 

Tambahan pula medan dimana tidak terdapat monumen-monumen peninggal­
an , tetapi yang diduga mengandung benda-benda penting, harus dapat dimasukkan 
dalam daftar (artikel 1 (I) c). 

Pendaftaran: 

Sesuatu benda menjadi monumen jika didaftar dalam daftar Khusus. Hanya 
mengenai harta yang ditemukan telah diatur terlebih dahulu dalam art 7, bahwa 
harta tersebut mudah segera dapat dianggap sebagai monumen jika dimasukkan 
dalam daftar sementara. 

Pendaftaran sementara dapat dilakukan atas perintah Direktur 0. & E. yakni ; 
bilamana terdapat kekhawatiran bahwa selama prosedur pendaftaran ada bahaya 
perusahaan, dan sebagainya, sedangkan pendaftaran tetap dari benda-benda tak 
bergerak beserta segala sesuatu berlangsung atas perintah Gubemur Jenderal, dan 
juga pendaftaran benda bergerak yang menyangkut kepentingan-kepentingan yang 
tidak begitu besar. 

Ordonanntieini melindungi kepentingan para pemilik dan penguasa benda-benda 
yang akan didaftar sebagai monumen. 

Kewajiban Para Pemilik dan Pengusaha Monumen-Monumen. 

Kewajiban-kewajiban ini dituangkan dalam Pasal-pasal 5 dan 6 Ordonansi. 
Ketentuan-ketentuan itu dapat dianggap tidak terlalu mengikat. Pemeliharaan biasa 
dari sesuatu monumen adalah kewajiban si pemilik atau penguasa dalam melakukan 
perbaikan, pemusnahan dan pelaksanaannya berlangsung di bawah pengawasan 
Kepala Dinas Purbakala. 

Dalam menentukan syarat-syarat akan selalu diperhatikan kepentingan para 
pemilik dan penguasa monumen yang bersangkutan. 

Namun dengan permohonan izin harus dicegah bahwa misalnya bentuk luar suatu 
monumen dirubah dengan me mberi pulasan 
Untuk benda bergerak, ketentuan ini tidak begitu penting, untuk benda tidak 
bergerak penetapan ketentuan ini jarang terjadi. 

Pennohonan izin pemindahan hak milik sesuatu benda bergerak yang_ telah 
dinyatakan sebagai monumen sudah barang tentu agak dipersulit. 
Pennohonan izin ini dapat dibebaskan . bagi para pedagang barang-barang kuno. 
Namun peraturan tersebut tetap harus dipegang bila kita hendak/berkehendak 
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mengawasi monumen-monumen , perlu pula diingat bahwa jumlah benda-benda 
demikian itu (yang harus memenuhi persyaratan bahwa benda-benda tersebut 
penting artinya) tidak begitu besar. 

Pasal 5, 2, 8 Wetboek Van Strafrech yang rnelarang export ke luar wilayah 
Hindia Belanda benda-benda kuno dari zaman sebelum Islam atau yang sangat 
berdekatan dengan masa itu, tidak sepenuhnya menghalangi export benda-benda 
yang sangat besar artinya bagi sejarah atau seni budaya. Pertama karena dengan 
makin meningkatnya kegiatan tourisme, pengawasan terhadap benda-benda yang 
seringkali kecil bentuknya tidak dapat dilakukan dengan baik, sedangkan benda­
benda penting lainnya yang berasal dari periode lain tidak tercakup dalam ketentuan 
terse but. 

Perlu ditinjau perluasan ketentuan rnengenai pelarangan , dalam pada itu sangat 
besar arti dari ketetapan sebagai rnonumen bagi benda-benda penting, beserta syarat­
syarat yang harus dipenuhi untuk itu. 

Mengenai pengaturan pemeliharaan rnonumen-monumen serta kewajiban­
kewajiban Pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut disatu pihak dan di lain 
pihak kewajiban-kewajiban para pernilik atau pemegang monumen, mengingat 
sedikitnya pengalaman yang dapat diperoleh kini, hendaknya materi yang demikian 
rumit ini tidak usah diatur dalam Ordonansi melainkan cukup dalam peraturan 
Pernerintah, sebagaimana dirnungkinkan oleh pasal I 0. 

Penemuan Harta Karun. 

Ketentuan dalam pasaJ 7, garis besamya mernberikan sanksi terhadap praktek­
praktek yang biasa yang dijumpai mengenai benda bersejarah. 
Pembelian benda-benda tersebm tidak pernah menimbulkan kesuli tan. 

Namun demikian dipandang perlu untuk memungkinkan pelepasan hak milik 
dengan segera tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (lihat pasal 133 (3) 1.S). 

P enggalian : 

Harus disediakan kemungkinan untuk melarang penggalian-penggalian oleh 
perorangan wisatawan ataupun expedisi-expedisi atau untuk rnengawasinya. Hanya 
dengan demikian kepentingan bersarna di kawasan ini dapat dilindungi. 

B. PENJELASAN P ASAL DEMI P ASAL : 

Pasal I . 

Tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, cukup dalarn penjelasan umum 
tersebut di atas. 

Pasal 2 . 

Un tuk keperluan pernasukkan dalarn daftar rnonurnen diadakan perbedaan 
antara benda-benda. 

Biasanya ha! ini akan menyangkut benda-benda tak bergerak yang per-
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timhangannya diberikan oleh Jawatan Purbakala. Pengajuan perrnohonan meng­
ingat sifat bendanya dapat saja dilakukan. 

Untuk benda-benda milik Swasta diadakan prosedur khusus dengan memberi­
kan kemungkinan kepada para pemilik atau pemegangnya untuk mengajukan ke­
beratan-keberatan terhadap pendaftarannya, juga mengenai pendaftaran yang me­
nurut hemat pejabat bersangkutan tak dapat diberikan. Dalam hal ini ada suatu 
jaminan yang berupa kewajiban min ta pendapat Ketua Komisi Purbakala. 

Ayat 5 mengatur pendaftaran sementara untuk kasus dimana dikhawatir· 
kan bahwa keadaan benda selama prosedur pendaftaran itu akan sangat memburuk. 

Ayat 6 menentu kan siapa-siapa yang beJWenang menginstruksikan pendaftaran 
tetap, bagi benda-benda yang sangat penting yaitu monumen-monumen yang terdiri 
dari benda-benda tak bergerak, perlu diperoleh keputusan Gubernur Jenderal , bagi 
benda yang kurang pentingnya, yaitu benda yang bergerak, cukup bila ada keputusan 
Direktur 0. & E. dalam hal pangkat yang lebih tinggi keputusan Gubernur Jenderal . 

Pasal 5. 

Ketentuan -ketentuan pasal ini menentukan agar hanya pemeliharaan biasa 
temata-mata dari sesuatu monumen yang dapat dipercayakan kepada pemilik atau 
penguasa. Untuk semua tindakan lain diperlukan izin Dinas Purbakala, yang sudah 
diserahi pengawasan atas tindakan-tindakan perbaikan atau tindakan-tindakan 
lain yang telah diizinkan . Pada hakekatnya pelaksanaannya dapat dilakukan oleh 
pemilik atau pemegang. Terhadap mereka yang dengan etikad menolak atau tidak 
menghendaki petugas-petugas yang syah untuk membuat dokumentasi yang di­
perlukan (pengukuran , diskripsi , pemetaan dan sebagainya) dari sesuatu monumen, 
berlaku tindakan tegas. 

Pasal 6. 

Mengenai pemindahan hak milik benda-benda bergerak adalah sangat penting 
melakukan pemberitahuan kepada Dinas Purbakala, sedangkan pengaturan pemindah­
an hak milik kepada orang-orang atau badan-badan yang tidak dikehendaki harus 
ditiadakan . 

Ayat 3 mengatur agar jangan terjadi penjualan kepada Pariwisatawan/touris, 
karena terutama mereka ini yang dapat mengexport beuda-benda tersebut ke luar 
negeri. Diperlukan penegasan apakah si pembeli sudah berada di sini lebih dari dua 
tahun . 
Pengecualian : misalnya pembelian untuk keperluan koleksi , dapat diperbolehkan. 

Pasal 10. 

Untlik melindungi pemilik monumen perlu ada pejabat yang dapat mem­
pertimbangkan keputusan-keputusan Kepala Dinas Purbakala. 
Pejabat yang berwenang untuk itu ialah Direktur 0. & E. yang demi perlindung­
annya kepada para pemilik , masih harus minta nasehat Ketua Komisi Purbakala. 
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Pasal 11 dao 12. 

Tidak memerlukan penjelasan , sesuai dengan apa yang termaktub dalam 
penjelasan umum, pasal I I juga mengutarakan bahwa terutama perlu pengaturan 
mengenai kewajiban para pemilik dan penguasa monumen untuk pemeliharaannya 
sehari-hari . 

Pasal 13 . 

Perlu untuk menjamin pelaksanaan yang sesungguhnya dengan ketentuan­
ketentuan Ordonansi dengan menggerakkan beberapa kelornpok pe tugas sebagai 
petugas pengusutan pelanggaran-pelanggaran , tidak jarang terjadi bahwa benda­
benda kuno be rada di daerah-daerah terpencil jauh dari kota , sehingga seyogyanya 
dianggap pen ting untuk mengatu r sedemikian rupa, hingga para pejabat yang karena 
tugrumya sering kali harus berada di tempat-tempat terpencil itu dalam memberi 
bantuannya. 
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STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH- INDIE. 
1931No.238 . RECHTSWEZEN. MONUMENTEN. Vaststelling " 

van eene ,,Monumentenordonnantie~'. 

IN NAAM DER KONINGIN 
DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDlE, 

Allen , die deze zullen zien of hooren lezen, salut ! 

doet to weten 

Dat Hij, het wenschelijk achtende maatregelen te treffen ter bescherming van zaken, 
welke voor de praehistorie , geschiedenis, kunst of palaeo-anthropologie van groot 
belang moeten worden geacht; 

Den Raad van Nederlandsch- lndie gehoord en in overenstemming met den Volk­
straad ; 

Heeft goedgevonden en verstaan : 
Ten eerste : 
Artikel 528 van het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-lndie vervalt. 
Ten tweede: 
Vast te stellen de volgende bepalingen met betrekking tot de bescherming van zaken, 
welke voor de praehistorie , geschiedenis, kunst of palaeoanthropologie van groot 
belang moeten worden geacht : 

Artikel 1. 

(l) Onder monumenten worden in deze ordonnantie verstaan: 

a. door menschenhand tot stand gekomen ontroerende of roerende zaken, deelen 
of groepen van zaken, dan we! overblijfselen daarvan, die in hoofdzaak ouder 
zijn dan 50 jaar of tot een ten minste 50 jaar oude stijlperiode behooren en 
voor de praehistorie, geschiedenis of kunst van groot belang worden geacht; 

voorwerpen, die uit een palaeo-anthropoligisch oogpunt van groot belang 
worden geacht ; 

b. terreinen, waaromtrent gegronde aanwijzing bestaat, dat zij zaken als onder 
a en b bedoeld bevatten; 

een en antler voor zoover zij in een daartoe door de zorgen van het hoofd 
den oudheidkundigen dienst aan te leggen en bij te houden register, aan te duiden 
als openbaar central monumenten register voorloopig danwel definitief zijn inges­
chreven. 

(2) Met de in het vorig lid onder a bedoelde zaken warden gelijkgested en uit 
dien hoofde gelijktijdig ingeschreven de roerende of onroerende zaken, welke d?or 
hare oorspronkelijke of tegenwoordige bestemming dartoe behooren , alsm~de 
terrienen , waarvan de beplanting, bebouwing of algemeene toestand van onmiddel­
lijk belang is of warden kan voor de in het vorig lid onder a bedoelde zaken. 



15 

Artikel 2. 

( I ) Om treent voorgenomen inschrijving van aan den Lande of autonome geme­
enschappen toebehoarende of daarbij in beheer zijnde zaken wordt door de van 
Onderwijs en Eeredienst overleg gepleegd met de autoriteit, bij wie de zaken in 
beheer zijn . 

(2) Inschrijving van aan particulieren toebehoorende zaken kan geschieden al 
dan niet op ve rzoek. In het, Iaatste geval geeft de directeu r van Onderwijs en Eere­
dienst aan den eigenaar of rechthebbende , per geadviceerden dienstbri ef of zoo 
noodig telegrafisch, dan wel door tusschenkomst van den betrokken regent, voor 
zoover Java en Madoera betreft , en leders den plaatselijken bestuursambtenaar, 
kennis van het voomemen tot inschrijving, waartegen de betrokkende binnen drie 
verzet kan komen . lndien de eigenaar of rechthebbende geen bekend adres in 
Nederlandsch- lndie heeft en geen gevolmachtigde ; of mdien hij niet bekend is, 
geschiedt de kennisgeving door oproeping in de Javasche Couran t en een of mee r 
nieuwsbladen, zoo mogelijk in het gebiedsdeel, waarin de zaak zich bevindt. De 
oproeping geschiedt tweemaal met een tusschen tijd van ten minste een maand 
Verzet moet in <lit laatste gevel zijn aangeteekend binnen drie maanden na den 
datum van plaatsing der laatste oproeping. 

(3) Indien binnen den vastgestelden termijn verzet wordt aangeteekend, wordt 
door den direc teur van Onderwijs en Eeredienst het advies ingewonnen van den 
voorzitter der oudheidkunding commissie, welk advies aan de Regeering wordt 
overgelegd, indien de beslissing in eersten aanleg of hooge r beroep bij Haar berust. 

(4) Zoodanig advies wordt eveneens gevraagd en gehjkerwijs aan de R~geering 

overgelegd, indien he t hoofd van den oudheidkundigen dienst dan wel de directeur 
van Onderwijs en Eeredienst geen aanleiding tot inwillinging van een verzoek tot 
inschrijving aanwezig acht. 

(5) Indien er , naar het corded van den directeur van Onderwijs en Eeredienst, 
gedurende den tijd, <lat een voorstel of een verzoek tot inschrijving in is, gevaar 
bestaat, <lat de toestand, waarin de betrokken zaak zich bevindt , belangrijk vers­
lechteren zal, kan hij last geven tot voorloopige inschrijving in het openbaar centraal 
monumentenregister. Deze geldt voor een termijn van 3 maanden , welke termijn 
twee maal met een gelijken duur kan worden verlengd, Van de voorloopige ins­
chrijving en van verlenging van den termijn wordt onmiddellijk kennis gegeven 
aan de au tori tei t, bij wie de zaak in beheer is, of aan den eigenaar of rechthebbende 

(6) Definitieve inschrijving geschiedt op last van den Gouverneur-Generaal vgor 
wovev betreft ontroerende zaken met hetgeen geacht wordt daarbij te behooren, 
en overigens op last van den directeur van Onderwijs en Eeredienst. Van de defmi­
tieve inschrijving inmiddellijk mededeeling gedaan in de Javasche Courant; tevens 
wordt zij ter kennis gebracht van de autoriteit, bij wie de zaak in beheer is, of van 
den eigenaar of rechthebbende . 
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(7) Gedurende een termijn van cen jaar kan door den eigenaar of rechthebbende 
een verzoek tot vernietiging van een op grond van een der bepalingen van <lit artikel 
door den directeur van Onderwijs en Eeredienst genomen beslissing tot een Gouve­

neur-General worden gericht. 

(8) Van de definitieve inschrjving wordt, indien van de zaak een eigendoms2cte 
bestaat, op de minuut en zooveel mogelijk ook op de grosse dier acte kosteloos 
aanteekening gehouden door den griffier of anderen met de bewaring van bedoeld 
minuut belasten ambtenaar, die daartoe van elke inschrijving van het hoofd den 
oudheidkundigen dienst mededeeling dntvangt. 

Artikel 3. 

(1) Doorhaling van een voorloopige of definitieve inschrijving in het openbaar 
central monumentenregister geschiedt op last van den directeur van Onderwijs en 
Eeredienst indien zij door hem is bevalen en anders op last van den Gouverneur-

General . 

(2) Ten aanzien van de doorhaling zijn van overeenkomstige toepasssing de voor 
schijten onder (2), (3), (4), (7) en (8) van het vorige artikel. 

Artikel 4. 

( l) Schade door den eigenaar of rechthebbende rechtstreeks tengevolge 
van de inschrijving vann een zaak in het openbaar centraal monumentenregister 
geleden , wordt door het Land vergoed. 

(2) Onmiddellijk na de inschrijving doet de Gouverneur-General indien 
door den eigenaar of rechthebbende schade, als bedoeld in het vorige lid, is geleden, 
aan den belanghebbende een schadeloosstelling aanbieden, Indien <lit aanbod niet 
binnen drie maanden is geschied, of de belanghebbende met het aangebodene geen 
genoegen neemt , wordt de schadeloosstelling vasgesteld door drie deskundigen, 
van welke partijen er elk een en deze laatsten tezamen den derde aanwijzen. 

Artikel 5. 

(!) De eigenaar of beheerder van een monumen t is verplicht <lit in goeden 
staat te onderhouden . 

(2) Bij nalatigheid kan hij door den directeur van Onderwijs en Eeredienst 
worden aangeschreven, de voor het onderhoud noodig geachte werken uit te voeren 
binnen een door <lit departementshoofd te bepalen termijn; hij is gehouden, daarbij 
te volgen de door of nan1ens het hoofd van den oudheiskundigen dienst gegeven 
aanwijzingen. 

(3) Blijft de eigenaar of beheerder in gebreke de in lid (2) bedoelde werk­
zaamheden uit te voeren dan kunnen deze van Landswege worden ui tgevoerd, waarna 
de kosteti geheed of gedeltelijk op dien eigenaar of beheerder kunnen worden ver­
haald. 
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(4) Indien de bestemming van een minu ment schade berokkent aan of 
gevaar opleve rt voor <lat monument, kan het ten name van den Lande worden on te­
igend ook zonder voorafgaan de verklaring, <lat het algemeen nut onteigening vordert. 

(5) Het hoofd van den oudhedkunding dienst kan alsdan onmiddellijk 
goeden inbezitneming van het monument gelasten; hij dient daarop zoo spoedig 
mogelijk een voorstel tot onteigening bij den Gouverneur-General in . 

(6) De Gouverneur-General gelast of weige rt de onteigening na raadpleging 
van den directeur van Onderwijs en Eeredienst. 

(7) Indien onteigening wordt gelast, doet de Gouverneu r-General aan den 
eigenaar of rechthebbende een schadeloosste ll ing aanbieden . lndien <lit aanbod niet 
binnen drie maanden is geschied, of de belanghebbende met het aangebodene geen 
genoegen neemt, wordt de schadeloossteUing vasgesteld door drie deskundigen , 
van welke paetijen er elk een en deze laatsten tezaman den derde aanwijzen. 

(8) Wordt de onteigening geweigerd, dan wordt het monument onmiddelijk 
weder om te r beschikking gesteld van den eigenaar of rec thebbende en deze de 
rechtstreeksche schade, door hem ten gevolge van de inbezitneming van het monu­
ment geleden, vergoed. Het bepaalde bij het vorige lid betreffende aanbod een 
vaststelling der schadevergoeding vindt overeenkomstige toepassing. 

Artikel 6 . 

(I) Het is verboden zonder vergunning van het hoofd van den oudheidkun­
digen dienst uit Nederlandsch-lndie uit te voeren voorwerpen, welke voorlooping 
of definitief in het openbaar centraal monumen ten-register zijn ingeschreven of, 
ingevolge artikel 8 lid (2), geacht worden daarin voorloopig te zijn ingeschraven: 
zoomede voorwerpen , datee rende uit den voor-Mohammedaanschen tijd, ook 
al zijn zij niet in genoemd register ingeschreven. 

(2) Het is verboden zonder toestemming van het hoofd van den oudheid­
kundigen dienst een_ monument te berstellen, te ve mietigen, in het uitterlijk den 
vonn of de bestemmmg daarvan verandering te brengen, ontroerende zaken aan een 
monument te onttrekken dan we! tot een monument behoorende of een monument 
uit makende roerende zaken naar een andere plaats te vervoeren. 

(3 ) Aan de toestemming kunnen door genoemd diensthoofd voorwaarden 
worden verbonden . 

(4) Het toezicht of de verrichtingen, waartoe toestemming wordt verleend 
berust bij den oudheidkundigen dienst. ' 

(5) Op schriftelijk of telegrafisch verzoek van het hoofd van den oudheid­
kundigen dienst doet de betrokken assisten-resident, voor zoover Java en Madoera 
betreft, en elders het hoofd van plaaatselijk bestuur gelasten , <lat desnoods op kosten 
der overtr.eders, wordt weggenomen, be let of verrich t hetgeen zonder de toestemming 
:an da_t d1ensth oofd, dan wel in strijd met krachtens lid (3) opgelegde voorwaarden 
ts verncht , ondemomen of nagelaten. Behalve in spoedeischende gevallen geschiedt 
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dit niet, dan nadat de eigenaar, rechthebbende of beheerder door of namens genoemd 
diensthoofd is gewaarschuwd. 

(6) Het hoofd van den oudheidkundigen dienst is bevoegd te gelasten, 
dat monumenten, welke in strijd met het bepaalde bij lid (1) of (2) van dit artikel 
naar een andere plaats zijn of warden vervoerd, warden aangehouden en naar de 
plaats, waar zij zich hebben bevonden, warden teruggebracht. 

(7) Aan het hoofd van den oudheidkundigen dienst, de door hem aan te 
wijzen ambtenaren van zijn dienst, alsmede aan andere personen, voorzien van een 
schriftelijke machtiging van het diensthoofd, wordt .door den eigenaar of beheerder 
van, den rechthebbende op een monument , toegang daartoe verleend. lndien deze 
na schriftelijk verzoek wordt geweigerd, kan de betrokken zich door den betrokken 
assistent-resident , voor zoover Java en Madoera betreft, en elder het hoofd van 
plaatselijk bestuur toegang doen verschaffen, behalve to t die gedeelten waaIVaan 
het betreden volgens godsdienstige voorschriften of algemeen erkende godsdientige 
opvattingen is verboden. 

(8) Op een diir of namens het hoofd van den oudheidkundigen dienat 
gedaan verzoek verleent de eigenaar of beheerder van of rechthebbende op een 
monument zijn medewerking om ditte doen opmeten , in teekening te brengen, 
te beschrijven en te fotografeeren. Bij weigering kan de hulp van den sterken arm 
warden ingeroepen om de gewenschte verrichtingen mogelijk te maken. 

(9) De Gouverneur-General beslist, of op de tot monument aangewezen 
terreinen den uitoefening van landbouw of boschbedrij f al dan niet zal zijn toeges­
taan. 

Artikel 7 . 

(I) In geval van overdrach t van een mon um en t is de eigenaar of rechthe­
bbende gehouden het hoofd van den oudheidkundigen dienst ten minste veertien 
dagen nn te voren van het voor namen tot overdracht in kennis te stellen. 

(2) Hij, die het bezit van een monument verliest of verkrijgt, is verplicht 
daaIVan binnen den in lid (1) genoemden termijn al dan niet door tusschenkomst 
van een bestuursambtenaar aan het hoofd van den oudheidkundigen dienst kennis 
te geven, in het geval van verlies oner bekendstelling van de omstandigheden, waaron­
der dit heeft plaats gevonden . 

(3) Van alle veranderingen van bezit van een monument, alsmede van verlies 
daarvan , wordt aanteekening gehouden in het openbaar centraal monumenten 
register . 

Artikel 8. 

(1) De vinder van een schat in den zin van artikel 587 van het burgerlijk 
wetboek, waaIVan redelijkerwijze kan warden vermoed, dat zij een roerende zaak, 
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alls bedoeld in lid (I) sub a of b of lid (2) van artlkel I van deze ordonnantie, uit­
maakt, is verplicht daarvaJ) onverwijld mededeeling te doen aan den regent, voor 
zoover Java en Madoera betreft , en elders het hoofd van plaatslijJc bestuur , in viens 
ressort de vinder zijn domicilie heeft , welke ambtenaar met deze aangifte , in belang 
rijke gevallen telegrafisch, het hoofd van den oudheikundigen dienst in kennis steit 
onder medodoeling van de bijzonderhedn, die te zijner kennis zijn gekomen. 

(2) Gevonden voorwerpen, als bedoeld in het vorige lid, alsmede de vind 
plaatsen, met een door den betroken regent, voor zoover Java en Madoera betreft , 
en elders het hoofd van plaatslijk bestuur aan te geven begrenzing, worden door 
de vondst zelve geacht als voorloopig te zijn ingeschreven in het openhaar centraal 
monumentenregister. De voorschriften van artikel 2, lid 5, zijn te dezen van overen­
komstige toepassing. 

(3) Het hoofd van den oudheidkundigen dienst kan voor de definitieve 
inschrijving voor rekening en risico van den Lande opzending der gevonden voor­
werpen aan zijn adres te Batavia gelasten . 

( 4) De in het eerste lid be doe Ide schriften kunnen ten name van-het Land 
worden onteigend ook zonder voorafgaande verkaring, dat het algemeen nut ontei­
gening vordert. Op deze onteigening is van toepassing het bepaalde bij artikel 5 lid (5) 
tot en met (8). 

Artikel 9 . 

Het is verboden opgracingen te verrichten naar zaken, als omschreven in het 
eerste lid van artikel I van deze ordonnantie sub a en b, zonder schriftelijke vergun­
ning van he t hoofd van den oudheidkundigen dienst . 
Aan deze vergunning kunnen voorwaarden worden verbo<len. Niet nakoming van 
deze voorwaarden kan in trekking van de vergunning ten gevolge hebben. 

Artikel 10. 

Tegen den door het hoofd van den oudheikundigen dienst kracthtens artikel 6 
le den (I) en (2) en artikel 9 genomen beslissingen, tegen de door hem krachtens 
artikel 6 lid 3 en artikel 9 gestelde voorwaarden, alsmede tegen de door hem kracth­
tens artike l 5 lid (2) gegeven aanwijzingen , kunnen door belanghebbenden binnen 
vier maru\den na den datum van verzending van het desbeteeffend schrijven van 
genoemd diensthoofd, bezwaren worden inge brach t bij dan directeur van Onderwijs 
en Eeredienst. Deze beslist na ingewonnen . advies van den voorzit ter der oudheid-
kundige commissie . 

Artikel 11 . 

Ter ui lvoering van deze ordonnantic worden bij Regeering-verordening 
voorschriften gegeven voor eigenaren van, rechthehhenden op en behecrders 
•an monumenten ter verzekcring van de instandho uding van die monumenten, 

alsmede met betrekking tot het openhaar centraal monumentenregister. 
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Artikel 12. 

(I) Overtreding van het bepaalde bij artikel 6 lid (I) of (2) of artikel 9, 
niet nakoming van de verplichting, opgelegd bij artikel 7 lid {l) of (2) of artikel 8 
lid {I), alsmede niet-nakoming van de voorwaarden, gesteld krachtens artikel 6 lid 
(3) of artikel 9, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogsts drie maaden of geld­
boe te van ten hoogste vijhonderd gulden. 

{2) lndien een bij het vorige lid strafbaar gesteld feit gepleegd is door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de strafvervolging ingesteld en de veroordeeling 
uitgesproken tegen de bestuurders of vertegenwoordigers in Nederlandsch-Indie. 

(3) De voorwerpen bedoeld bij artikel 6 lid (I) artikel 7 !eden {I) en (2), 
artikel 8 lid (I) en artikel 9 , kunnen , voor zoover zij den veroordeelde toebehooren , 
worden verbeurd verklaard . 

( 4) De in het eerste lid strafbaar feiten worden beschouwd als overtredingen. 

Artikel 13. 

Behalve de pesonen die in het algemeen belast zijn met het opsporen van 
strafbare feiten, zijn met het opsporen van overstredingen van de bepalingen dezer 
Ordonnantie ieder binnen zijn ressort , mede belast : 

a. het hoofd van en de an1btcnaren bij den oudheidkundigen dienst: 

b. het personeel bij den dienst van het boschwezen , vanaf den rang van opziener 
(opzichter) ; 

c. de met het plaatselijk toezicht op uitvoering van werken belaste ambtenaren 
der burgerlijke openbare werken. 

Artikel 14. 

Deze ordonnantie kan worden aangehaald onder den titel van "Monumenten­
ordonnantie". 

Ten derde: 

Deze ordonnantie treedt in werking met ingang van den dertigsten <lag na 
<lien harer afkondiging. 

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende , zal dezein het Staat­
sblad van Nederlandsch-Indie worden geplaatst. 

Uitgegeven den dertigsten Juni 193 1. 
De Algemeene Secretaris , 

P.J. GERKE. 

Gedaan te Tjipanas , den 13den Juni 1931. 

DE GRAEFF. 

De Algemeene Secretaris, 
P.J. GERKE . 

(Besluit van den Gouvermeneur-General van 
13 Juni 1931No.1 9). 
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MEMORIE VAN TOELICHTING . 

a. Algemeeo. 

Inleiding. In steeds toenemende note uit z1ch de noodzake lijkheid om van 
Landswege te zorgen voor het behoud van zaken , die voor de praehistorie, de ges­
chiedenis, de kunst of de palaeoanthropologie van Nederlandsch- lndie van groot 
belang moeten worden geacht. Ook in verschillende andere landen stre kt zich de 
Overheidszorg uit tot dergelijke zaken , die in het algemeen als monument worden 
aangeduid. Men vergelijke het ui tvoerige proefsch rift van J.W. Frederiks, getiteld 
Monumentenrecht, gedrukt in 1912. 

Ten aanzien van natuur monumenten bestaat trouwens reeds een we ttelijke 
regeling, opgenomen in Staatsblad 19 I 6 No. 298. De thans voorgedragen regeling 
betreft levenlooze zaken en heeft in de eerste plaats beteekenis voor dehoogst 
belangrijke , doels zelfs wereldbe roemde , oudheden, waarvan or nog bijna jaarlijks 
worden on tdekt. Wei is voor zoover de be kends Hindoe - Javaansche oudheden 
betreft het behoud reeds geeddeels verzakerd door de werezaamheden van den 
Oudheidkundigen Dienst (zie de lnstructie in Bijblad No. 7932) en van de Oudheid 
kundigen Commissie (Staatsblad 1927 No. 442), naar ook ten aanzien van deze 
oudheden kan een wettelijke regeling goede dienste n bewijzen, te rwijl verde r o.a . 
moet worden gedacht aan allerlei bouwwerken uit latere perioden-een kaboepaten, 
kraton , moskee, Chineesche tempel of woning ke rk-waarvan verminking of verlies 
groote ideele schade zou veroorzaken , Verder kunnen ook antiquiteitenroerende 
zaken - afkomstig uit verschillende perioden, van groote beteekenis zijn voor de 
geschiedenis of kunst dezer landen, zoodat ook op het behoud daar van prijs moet 
worden gested. Ten slotte is in de laatste jaren ge bleken, dat deboden van Neder­
landsch-lndie waardevolle resten hevat van een p raehistorische beschaving, die 
zich vermoedelijk over een groot dee! van Zuid-Oost- Azie heeft uitgestrekt. Het 
behoud van deze resten is eveneens in het belang de r wetenschap gewenscht. Het 
zelfde geldt voor belangrijke vondsten op palaeon tologisch gebied, waarvan de 
beteekenis eveneens in de laatste jaren sterk op den voorgrond treedt. 

Moge het algemeen belang, dat met de bescherming van Overheidswege van 
gedenkteekenen op historisch, cultureel en palaeontologisch gebied wordt gediend, 
de vaststelling van bepalingen te r zake weetkgen, aan den ande ren kan t is het 
goedzakelijk ervoor te zorgen, dat de indru ken op de rechten van de bezitte rs van 
zaken, die voor bescherming in aanmzerking komen, tot het onverzijdelijke worden 
beperkt. In het ontwerp zijn de onmisbare formaliteiten zoo eenvoudig mogelijk 
gehouden, terwijl voor de gevallen , dat beschadiging van materieele belangan niet 
kan worden voorkomen, schadeloosstelling word t toegezegd (artikel 4). Uit den 
aard der zaak wordt alleen rechtstreeksche schade vergoed, niet die, waarop teleur­
stelling in verwachting mocht worden geschat. 

Het begrip monument Evenals in de wetgeving van vele an dere landen is ook 
hier eenvoudigheidschalve voor de to beschermen zaken het woord monumen t 
gekomen, al zouden daartegen , b.v. met het oog op roerende zaken en terreinen , 
op e tymologische gronden we! bezwaren zijn aan te voeren . 
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De definitie van monument is in artikel l der ontwerp·-ordonnantie zoodanig 
genomen, dat daarbuiten vallen de natuum1onumenten. Ten einde strijd te vermijden 
over de vraag, of ook ruines als monumenten kunnen worden beschouwd, is geweg 
gemaakt van "overblifselen" van zaken die aanvankelijk geen natuur-product waren , 
hetgeen men van een ruine ten deele wel zou kunnen zeggen. 

Om door inschrijving in het daartoe te bestemmen register tot monument te 
worden ve rklaard, moet een zaak nog aan andere criteria voldoen. 
Zij moet van groot belang zijn voor geschiedenis, kunst of palaeoanthropologie en 
een zekeren ouderdom bezitten. Elke bepaling omtrent <lit laatste punt is uit aard 
der zaak min of meer willekeurig. Eenerzijds moet het ongewenscht worden goacht 
werk van levende of pas kort overleden tijdgenooten aand de voor monumenten gel­
dende voorschriften te onderwerpen, al is het ook onraadzaam dit geheel uit testuit­
en, anderzijds mag in verband met den invloed van het tropische klimaat de tijdgrens 
niet te Jang worden genomen. Door deskundigen wordt een limiet van 50 jaar wens­
chelijk geacht. Te dezen aanzien bestaat echter een grensgebied; het kan nl. voor­
komen, <lat een gebouw opgezet is in een traditioneelen stijl, waarvan de oorsprong 
meer dan 50 jaar oud is, maar <lat het gebouw zelfts <lien leeflijk gebouw wenschelijk 
kan zijn. De gebezigde redactie voorziet in gevallen van dezen aard, terwijl verder 
gesproken is van "in hoofdzaak" ouder dan 50 jaar, ten einde onder de bepalingen 
ook te kun nen laten vallen zaken, die deels ouder, deels jonger dan 50 jaar zijn. 

Ook hierrnede echter wordt het doel nog niet volkomen bereikt. In de eerste 
plaats moet het mogelijk zijn, <lat losse vorrwerpen in de nabijheid b.v., van een 
tempel aan de bepalingen worden onderworpen, evenals het omgevende terrein, 
<lat vaak een essentieel element van het bouwwerk als geheel vom1t, zooals b.v. het 
terrein tuusc hen de vroegere ringmuren van een Hindoe-Javaanchen Tempel. Het 
moet mogelijk zijn op dergelijke terreinnen een bouw of plantyerbod te leggen, 
regelingen nopens de afwatering of dergelijke voorziningen te treffen, welke voor 
de situatie of het behoud van het eigenlijke monumenten worden vereischt. Het 
zal niet altjid noodig zijn elke bebouwing of beplanting te weren; meerrnalen zal 
kunnen worden volstaan met een bebouwing of beplanting, die een zekere hoogte 
to boven gaat, te verbieden. In een en antler voorziet artikel I (2) der ordonnantie 
bapalende, <lat voorwerpen en terreinen als bedoeld met het eigenlijke monument 
worden ingeschreven in het betrekkelijk register. 

Nog moet het mogelijk zijn terreinen, waarop zich geen eigenlijke monumen­
ten bevinden, maar waarvan verrnoed wordt, <lat ze belangrijke voorwerpen bevatten, 
in het register in te schri jven ( artikel l (1) c ). 

Registratie , Een zaak wordt monument door inschrijving in een speciaal 
register. Slechts ten aanzien van gevonden schatten ordt h~erop vooruitgeloopen 
door de bepaling in artikel 7, <lat deze al dadelijk geacht worden voorloopig te zijn 
i11geschreven. 

Overigens kan voorloopige inschrijving geschieden op last van den Directeur 
van Ouderwijs en Eeredienst , indien deze vreest, <lat tijdens de inschrijvingsproce-
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du re gevaar voor vermet1gmg. wegroering enz. bestaat , te rwijl de de fmitieve ins­
chrijving van onroerende zaken , met hetgeen daarbij behoor t, geschiedt op last 
van den Gouve rneur - General en voor roerende zaken, waarbij minder gewichtige 
belangan zijn betrokken , op last van den Directeur van Onderwijs en Eerendienst. 

De ordonnantie houdt rekening met de belangen van eigenaars en beheerders 
can zaken , die voor insch1ijving als monument in aanmerking komen. 

Verpliehtingen van eigenaars en beheerders van monumen ten. Deze zijn be lie 
haan1 d in artikel 5 en 6 van het on twerp. Bepaald drukkend kun nen zij niet worden 
genoemd. Het gewone onderhou d van een monument blijft berusten bij den eigenaar 
of beheerder; hers telling, vemietiging en verp laatsing warden on der con trole gesteld 
van hct Hoofd van den Ou dheidkundigen- Dienst. 
Bij de ter zake te stellen voorwaarden zak uit den aard der zaak met de belangen 
van eigenaars of beheerders rekening worden gehouden. Echter moct door he t 
vragen van toestemming voorkomen worden, <lat b.v. door het aanbrengen van 
een verklaag het uiterlijk van een monument bedorven wordt. Voor roerende zaken 
is de bepaling van weinig belang, voor onroerende zaken zal de toepassing vrij zelden 
voorkomen. 

Het vragen van toestemming voor de ove rdracht van he t bezit van een tot 
monument verklaarde roe rende zaak, ten aanzien waarvan alleen voor handelaren 
in oudheden een doorloopende vrijstelling kan worden verleend, is natuu rlijk wel 
eenigszins hinderlijk. Het voorschrift is echter onvermijdelijk, indien men de monu­
menten in het. nog wil hou den , terwijl in aanmerking moe t worden genomen, <lat 
het aantal voorwerpen den dezen aard - waarvan immers geeischt word t, <lat zij van 
groot belang moeten zijn - nooit zoo bijzonder groot zal warden. 

Door artikel 528 van het Wetboek van Stra fecht, verbiedende den uitvoer 
uit Nederlandsch- lndie van oudheden behoorende tot van voor- Mohammedaans­
chen of den zich daarbij onmiddellijk aansluitenden tijd, wordt de uitvoer van uit 
een oogpunt van geschiedenis of kunst van groote belang zijnde zaken niet geheel 
voorkomen , in de eeste plaats, omdat bij het toenemen de toeristenverkeer de con­
t role op vaak tamelijk kleine voorwerpen nie t voldoende kan zijn , terwijl, verder 
belangrijke zaken stammende uit eene andere periode geheel buiten de bepaling 
vallen . Een verruiming der verbodsbepaling word t overwogen ; intusschen kan de 
ve rklaring tot monumen t van de meest belangrijke zaken met de daaraan verboden 
voorwaarden van groot beteekenis zijn . 

Ten aanzien van de regelling van het onderhoud van monumenten en de daar 
uit voortvloeiende geldelijke verplichtingen van de Regeering ter een en van de 
eigenaars of beheerders van monumenten ter andere zijde , komt het, gelet op de 
geringe ervaring waarover daaromtrent thans kan worden beschikt , gewenscht voor 
deze vrij ingewikkelde, materie niet bij ordonnantie te regelen, doch die regeling 
voor zoover noodig bij Regeeringsverordening te doen geschieden, waartoe artikel 
10 de gelegenheid opent. 
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Govenden schatten. De in artikel 7 opgenomen-voorschriften geven in hoofd­
zaak een wettelijke sanctie aan de ten aanzien van gevonden voorwerpen van oud­
heidkundige waarde bestaande praktijk. De aankoop daarvan geeft noolt aanleiding 

tot moelijkheden. 

Biettemin wordt het gewenscht geacht om dadelijke onteigening, derhalve zonder 
voorafgaande nutsverklaring, mogelijk te maken (zie art. 133 (3) I.S.). 

Opgravingen·. De mogelijkheid moet bestaan om opgravingen door perticulie­
ren, reizigers of expedities te voorkomen dan wel onder controle te stellen. Alleen 
langs dezen weg kunnen de algemeene bela:ngen op dit gebied warden beschermd. 

b . Toelichting op de artikelen. 

Artikel 1. 

Vereischt na hetgeen boven reeds is opgemerkt geen afzonderlijke toelichting. 

Artikel 2. 

Voor het tot stand komen van een inschrijving in het Monumentenregister 
is onderscheid gemaakt tusschen zaken, aan het Land of aan zelstandige gemeen­
schappen (provincies, regentchappen, stads-en I.nlandschen gemeenten en locale 
ressorten) toebehoorende of daarbij in beheer zijn, in de gelegenheid wordt gested 
haar bezwaren kenbaar te maken. 

In den regel zal het heir onroerende zaken betreffen, ten aanzien waarvan voor­
stellen uitgaan van den Oudhiedkundigen Dienst. lndiening van een verzoek behoeft 
uit den aard der zaak niet uitgesloten te zijn . 

Voor aan particulieren toebehoorende zaken is een bepaalde procedure ont­
worpen, die aan de eigenaars beheerders gelegenheid geeft binnen bepaalde termnen 
bezwaren tegen in schrijving in te brengen. Ook ten aanzien van een verzoek tot 
inschrijving, waaraan de betrokken autoriteit meent geen gevolg te moeten geven, 
is een waarborg gesteld, bestaande in de verplichting tot het hooren van de Voorzitter 
der Oudheidkundigen Commissie. 

Lid 5 regelt de voorloopige inschrijving in het Register, voor de gevallen, 
waarin gevaar bestaat, dat de toestand, waarin een zaakverkeert , gedurende de 
inschrijvingprocedure, belangrijk zal verslechteren. 

Lid 6 bepaalt, wie bevoeged zijn last te geven tot definitieve inschrijving. 
Voor de meest belangrijke objecten , d.z . de monumenten bestaande uit onroerende 
zaken, wordt een beslissing van den Gouverneur-General noodig geacht, voor de 
minder belangrijke, de roerende zaken, kan volstaan worden met een beslissing 
van den Directeur van Onderwijs en Eeredienst, met hooger beroep van de betrok­
kenen op den Gouverneur-General. 
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Artikel 5. 

De hierin opgenomen voorschrij ten hebben de strekking alien het gewone 
onderhoud van een monument bij den eigenaar of beheerder te doen berusten . 
Voor alle andere handelingen is taestemming van den Oudheidkundigen Dienst 
noodig, bij wien ook het toezicht op toegestane herstellingen enz, moet be rusten. 
Uit den aard der zaak zal het mogelijk zijn de uitvoe ring te doen geschieden door 
den eigenaar of beheerder. Tegen hen , die te kwader trouw aan we tte lijk bervoegden 
toegang tot een monument weigeren of onwillig zijn de noodzakelijke documen­
tatie ( opmeting, beschrijving, in bee Id brengen enz.) van een monument toe te 
laten, zijn strenge maatregelen voorgeschreven , die voor het bereiken van het doe! 
onvermijdelijk zijn. 

Artikel 6 . 

Voor zoover roerende zaken betreft is het volsteekt noodig, dat de Oudheid­
kundige Dienst op de hoogte blijft van overdracht van bezit , te rwijl de mogelijk­
heid moet bestaan om overdracht op ongewenschte pe rsonen of lichamen tegen te 
gaan. Het derde lid heeft de strekking den verkoop te verhinderen aan toeristen , 
aangezien allereers t van hen te verwachten is, dat zij zullen trachten de aangekochte 
zaken uit te voeren. Het crite rium is gekocht in het al of niet ge duren de twee jaar 
hier gestigd zijn . Het maken van uitzonderingen , b.v. b1J aankoop ten behoeve van 
een verzameling, is toegelaten . 

Artikel 10 . 

Het belang van de eigenaaren van monumenten eischt, dat tegen beschikking­
en van het Hoofd van den Oudheidkundigen Dienst in beroep kan worden gekomen. 
De aangewezen au toriteit hiervoor is de Direc teur van Onderwijs en Eeredienst , die 
made in het belang der eigenaren gehouden zal zijn steeds het advies in te winnen 
van den Voorzitter der Oudheidkundige Commissie . 

Artikel 11 en 12. 

Vereschen geen toelichting. Ten aanzien van artikel I I zij in verband met 
hetgeen terzake in de algemeene toelichting is opgenomen , nog vermeld dat hier 
in het bijzonde r aan een regeling is gedacht nopens de verplichtingen van eigenaren 
en beheerders van monumenten met betrekking tot het dagelijksch on derhoud . 

Artikel 13. 

Strekt om een zoo daadwerkelijk mogelijke toepassing van de voorschriften 
der ordonnantie te waarborgen door de bevoegdverklaring van eenige groepen van 
personen om overtredingen op te sporen . De oudheden toch bevin den zich niet 
zelden in eenzame streken ver van de zetels der politie , zoodat he t raadzaam moet 
worden geacht he t mogelijk te maken, dat ambteneren, die mabtshalve vaak op 
dergelijke afgelegen plaatsen hebben te vertoeven , de behulpzame hand bieden. 
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Staatsblad van Nederlandsch lndie 1931 No. 238, 

Rechtswezen Monumenten 

Establishment of a Monuments Ordinance 

Io the name of the Queen 

The Governor General of the Netherlands Indies 

To all who will see or hear, salute announces . 

That he deeming it necessary to take measures for the protection of properties 
which have to be considered of great importance for the prehistory, hisfory , art 
or palaeoanthropology. 

Having Heard the Raad van Nederlandsch lndie and in compliance with the volks­
raad . 

Has aproved and understood. 

Firstly : 

Article 528 of the Criminal Code for the Netherlands In die is de lated. 

Secondly : 

To decide the following provisions regarding the protection of properties to be 
considered of great importance for the prehistory, history , art or palaeoanthro­
pology. 

Article 1. 

(I) In this ordinance are regarded as monuments : 

a). immovable or movable made by human hand; parts or groups of pro­
perties or their remains , which are mainly older than 50 years in age 
or belong to a period of style of at least 50 years old and which are 
considered of great importance for the prehistory, history or art. 

b). objects considered og great importance from the point of view of palaeo­
anthropology. 

c). sites, with enough indications of containing !)roperties as meant under 
an and b, as for as they are provisionally or permanentlly registered in 
the public. Central Monuments Register started and maintained through 
the efforts of the Head of the Archeological Service. 

(2) Considered equel with the properties meant in previous paragraph sub a and 
consequently simultaneously registered are the movable or immovable pro­
perties which belong to them by thier original or persent destination, as well 
as sites , the vegetation, cultivation or general condition of which is of imme­
diate interest or can become for the properties meant under a) in previous 
paragraph. 
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Article 2. 

( !) About intended registration of properties be longing to the State or auto­
nomous comn •. .mities or those which are under thier administration, deli­
berations are made by the Director of Education an d Religious Affairs with 
the authority these properties under his administration. 

(2) Registration of properties, belonging to private persons may be made with 
or without thier request. In the latter case announcement is made by the 
Director of Education and Religious Affairs by re gistered Service Mail, or if 
necessary by wire, or through the Regent concerned as far it is in Java and 
Madura and also where through the local Civil Administration of the intention 
to register, against which the person concerned can make a protest with above­
mentioned head of Departement within three months after the date of an­
nouncement . If the owner or rightful claiman t is not in posession of a known 
address in the Netherlands Indies and has no manda tes or if he is unknown 
the announcement is made by a calJ in the Javasche Couran t and in one 0 ; 

more news paper if possible in the province where the property is located. 
This calJ happens twice with an intennediate period of at least one month. 
Protest has in this case to be filed within three months after the date of pla ­
cement of final call. 

(3 ) If within the fixed period a protest is field, advice is won by the Director 
of education and Religious Affairs, of the Chairman of the Archaeological 
Comminittee , whose advice is submitted to the Government of the decission 
in first instance or after appeal rests with the Government. 

(4) Similar advice is also asked and similarly submmitted to the Government if 
the Head of the Archaeological Service as well as the Director of Education 
and Religious Affairs does not see any reason to comply with a request for 
registration . 

(5) If, according to the opinion of the Director of l:ducation and Religious 
Affairs during the time that a proposal or request for registration is under 
consideration there might be danger that the condi tion of the property 
concerned will considerably worsen, he can give order for a provisional regis­
tration in the Public Central Monuments Register This is valid for a term 
of 3 months, which term can be extended twice with an equal length of time. 
Immediate notification of the provisional regist ration and of extension of 
term is given to the authority which has the property under its administration 
or to the owner or rightful claimant. 

(6) Permanent registration is carried out by order of the Governor General as 
far as immovable properties are concerned with every thing which is considere 
to belong to and further by order of the Director of Education and Religious 
Affairs. Permanent registration is immediately announced in the J avasche 
Courant; besides it is announced to the authority having the property under 
its administration, or to the owner or rightful claimant. 

(7) The owner or rightful claimant can within a one years period make as request 
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for cancellation of a decission made by the Director of Education and Reli­
gious Affairs on the ground of the provisions of this article, addressed to the 
Governor General. 

(8) A permanent registration if there is a Proprietor's Act is recorded on the 
minute and if possible also in general free of charge by the recorder or the 
officer in charge of keeping the minutes meant here, receiving announcement 
of every registration from the Head of the Archaeological Service. 

Article 3 . 

(I) Delection of a provisional or permanent registration in the Public Central 
Monuments Register happens by order of the Director of Educarion and 
Religious Affairs if it had been ordered by him and otherwise by order of the 
Governor General . 

(2) As regards the detection are applicable according provisions under (2), (3), 
( 4 ), ( 6 ), (7), and (8) of previous article. 

Article 4. 

(I) Damage suffered by the owner or rightful claimant directly by reason of the 
registration of a property in the Public Central Monuments Register shall be 
compensated by the State . 

(2) The Governor General has immediately after registration compensation offered 
to the party concerned if by the owner or rightful claimant damage has been 
suffered as meant in previous paragraph. 

If this offe r has not been made within three months, or the perty concerned 
is not satisfied with the offer, the compensation will be assesed by three 
experts : one appointed by one of the parties concerned which together 
will appoint the third one . 

Article S. 

(I) The owner or administrator of a monument is obliged to maintain it in good 
condition. 

(2) In case of dereliction of duty he can notified by the Direction of Education 
and Religious Affairs to cary out the operations deemed necessary for its 
maintenance; within a period to be fixed by the Head of Department, he 
shall there by follow the directions given by or on behalf of the Head of the 
Archaeological Service. 

(.3) If the owner or administrator fails to cary out the operations men tioned in 
part (2), they can be carried out by the State where after the expenses ~II 
be entirely or partly nettle with the owner ar administrator. 
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(4) If the des tination of a monument brings damage on or presents for the mo­
nument it can be confiscated in the name of the state even without any 

previous explanation that public interest demands confiscation. 

(5) The Head of the Archaeological can in that case order immediate confiscation 
of the m onument, upon which he makes as soon as possible a proposal to 
confisc ati on to the Governor General. 

(6) The Gobernor orders or refuses confiscation after consul ting the Director 

of Education and Religious Affairs. 

(7) If confiscation is ordered, the Governor General has compensation offered 
to the owner or rightful. If this offer has not been made within a period 
of three months or if the party concerned is not satisfied with the offer. 
compensation is assesed by three experts . on appoin ted by one of the parties 
which toge ther will appointed the third one. 

(8) If confiscation is refused, the monument shall be immedia tely put again at 
the disposal of the owner or rightful claimant who is com pensated for the 

direct lossed suffered by him as a consequence of confiscation of the monu­
ment. 
The provision regarding offer and assesment of com pensa tion shall be applied 
accordingly . 

Article 6 . 

(I) It is forbidden to export without permission of the Head of the Archaeolo­
gical Service from the Netherlands Indies : objec ts which hav~ been pro­
visionally or permanently registered in the Public Central Monuments Regi ster. 

or which in consequence of art. 8 par. (2) are con sidered to be provisionally 
registered as well as objects dating from the pre-M oslem period. even if they 
have not been regis tered in above mentioned registe r 

(2) It is forbidden without the, pem1ission of the Head of the Archaeological 
Service to restore, to destroy a monument or to al ter its appearance. from 
or destination. to romove immovable properties from a mon ument or to 
transfer to another place movable properties belonging to a monument as 
movable p roperties which cons titute a monument. 

(3) Conditions can be attached to this permission by above men tioned Head 
of Service . 

( 4) Surveillance over the acttv1t1es to which permission is given re sts with the 
Archaeological Service. 

(5) At the wri tten or telegraphic request of the Head o f the Archaeological Service 
order is given by the Assistant Resident concerned as far as rega rds Java and 
Madura an d also where by the Head of the local administration that if deemed 
necessary at the expanse of the viclators shall be rem oved, prevented or cairied 
out that which has been done under taken or neglected without permission 
of the Head of the Service or contrary to in par. (3) made con diti on . 
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(6) The Head of the Archaeological Service is entitled to order that monuments 
which contrary to contant of par. (1) and (2) of his article are or will be 
moved to another place shall be detained and returned to their place of origin. 

(7) To the Head of the Archaeological Service the officers of his Service appoin­
ted by him as well as to other persons provided with a written mandate from 
the Head if the Service, admittance to a monument shall be give"n by the 
owner or administrator or rightful claimant. It this may be refused after 
written request the partu concerned can have himself admitted by the Assis­
tant Resident concerned except to those parts the admittance of which is 
forbudden according to religious regulations or publicly recognized religious 
conceptions. 

(8) At the request of or on behalf of the Srchaeological Service the owner or 
administrator or rightful claimant to a monument shall give his cooperation 
to have it measured, drwan, described and photographed, in case of refusal 
the help of the police can be called in to make the desired activities possible. 

Article 7. 

(1) In case of transfer of a monument the owner or rightful claimant shall notify 
the Head of the Archaeological Service at least fourteen days in advance 
of the intention to transfer. 

(2) Any person who loses or obtains ownership of a monument is obliged to 
inform the Head of the Archaeological Service with or without the help of a 
Civil Administrator within the in par. (I) mentioned period, in case of lose 
under noties of the circumstances in which the loss took place. 

(3) All the changes in ownership of a monument as well as its loss are recorded 
in the Public Central Monuments Register. 

Article 8. 

(I) The finder of a treasure in the sense of article 5 87 of the Civil code which 
can be reasonably suspected to be movable property as meant in part. (1) 
sub a or b par. (2) of article 1 of this Ordonance is obliged to immediately 
notify the Regent if it concerned Java and Madura and alsewhere the head 
of local Administration in whose territory the finder is residing; the official 
concerned informs about this notification in importance cases by wire the 
Head of the Archaeological Service mentioning the particulars which have 
come to this knowledge . 

(2) Found objects as meant in previous paragraph as well as the finding places 
with its bounderies indicated by the regent concerned as it concerns Java 
and Madura and elsewhere by the Head of local Administration are by reason 
of the find itself considered as having been registered in the Public Central 
Monuments Register The provisions of article· 2, par. 5. shall thus be applied 
accordingly. 
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(3) The Head of the Archaeological Service can for the permanent registration at 
the expance and risk of the State order mailing of found objects to this address 
in Batavia. 

(4) The in fi rst par. meant treasures can be confiscate d in the name of the state 
even without previous explanation that Public Interest demands cinfiscation, 
to this confiscation is applicable the prevision of article 5, par. (5) till (8). 

Article 9 . 

It is fo rbidden to cary out excavations of objects as descoribed in the first par. of 
article I of this Ordinance sub a and b without the written permit of the Head 
of the Archaeological Service. 

Conditions can be attached to this permit neglect of this permit can result in cancel­
lation of permit. 

Article I 0 . 

Protest can be filled with the Director of Education an d Religious Affairs within 
four months after mailing of the letter concerned by above mentioned Head of 
Service against decisions taken by the Head of the Archaeologis;al Service, concern­
ing artocle 6, par. ( 1) and (2) and article 9 , against the conditions made by him 
according to article 6, par. (3 ) and di rections in art. 5, par. (2). The Direc tor concer­
ned decided after consul ting the chairman of the Archaeological Committee. 

Article 11. 

For the implemention of this Ordinance further directive shall be given by Govern­
mental Regulation for owner of rightful claimants to, an d administrato rs of monu­
ments to insure maintenance of those monuments as well as with regard to the 
Public Monuments Register. 

Article 12. 

(1 ) Violation of provision in article 6, par. (I) or (2 ) of art. 9 , neglect of the 
obligation as put in article 7, par. (I) or (2) or article 8 par. ( I) as well as 
neglect of the conditions made in -accordance with article 6 par. (8) or article 
9, shall be punished with prison penalty of max imum three mon ths or a fme 
of maximum hundred guilders. 

(2) If a deed punishable by abovementioned paragraph has been committed by 
or on behalf of a juridical person, persecution will be carried' ou t and convicti­
on will be passed against the administrators or rep resentatives in the Nether­
lands Indies. 

(3 ) The objects meant by article 6 par. (I), art . 7 par. (1) and (2), art. 8 , par. 
(l) and ar t. 9 can if they belong to the convicted be confiscated . 

(4) The punishaole deeds mentioned in par. (I) can be considered as violations. 
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Article 13 . 

Except those persons who are in general charged with the tracing of punishable 
acts are also charged with the tracing of violation of the provisions of this 
ordonance : 

a). the Head and the officers of the Archaeological Service . 

b ). the personnel of the forestry office the rank of Surveyer. 

c) . the officers of the Public Works in charge of the local surveillance of the 
execution of works . 

Article 14 . 

This Ordinance can be reffered to by the title of "Monuments Ordonance". 

Thirdly: 
This Ordinance will be in force a starting with the thirtiest day after its announ­
cement. 

In order that nobody pretends ita ignorance, it will be published in the staatsblac 
van Nefe rlandsh - lndie . 

Issued June 30, 1931 

The Secretary General 

P.J. GERKE 

(Decision of the Governor General of 

June 13, 1931 : no. 19). 

Done at Tiioanas, June 13 , 1931 
DE GRAEFF 

Secretary General 

P.J. Gerke 

Terjemahan dari: LEMBAGA PURBAKALA DAN PENINGGALAN NASIONAL. 
Jin . Kimia No . 12, Jakarta. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI OAERAH 

JAKARTA. 

Pem. 65/1/7. 
Kepada 

I. Para Gube mur. 

Tanggal: 5 Pebruari 1960. 2. Kepala Daeral1 lstimewa Yogyakarta. 
Pelanggaran-pelanggaran 3. Kepala Biro Pemerin tal1 Umum Pusat 
terhadap Monumen ten Kota Praia Jakarta Raya. 

Ordonan tie , Stbld. 1931 
No. 238 

Lampiran : 

INSTRUKSI. 

1.Menurut Keterangan Saudara Kepala Dinas Purbakala dalam su ratnya tanggal 
14 Agustus 1959 No. 1925/C.3 , sering t enar terjadi bal1wa pendudu k mem­
bongkar peninggalan-peninggalan purb akala di luar pengetahuan Dinas Pu rbakala. 

2. Ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan sejarah Tanal1 Air kita kejadian-kej~dian 
semacam itu sungguh sangat merugikan , karena baik yang ber tujuan "mem­
perbaiki" maupun yang hendak mencari keuntungan bagi diri sendiri, sem uanya 
menghancurkan bukti-bukti sejarah yang tak dapat digantikan lagi . 

3. Dari segi hukum kejadian-kejadian itu me ru pakan pelanggaran terhadap Monu­
menten Ordonanntie,Stbld. 1931 No. 238 art. 6 ayat 2, art. 8 ayat I dan art. 9. 

4 . Dinas Purbakala telal1 sering minta bantuan kepada para Bupati untuk mencegah 
j angan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran semacam itu , te tapi hingga saat 
ini masih saja ada penduduk yang tidak menginsyafi betapa pen tingnya peninggal­
an-peninggalan purbakala itu dan tidak mengin syafi ten tang adanya undang­
undang yang mengatur dan melindungi peninggalan tersebut. 

5. Berhubung dengan itu, maka kami mengharap ban tuan Saudara untu k meng­
am bil langkal1-langkah kebijaksanaan sehingga apa yang terse but di bawah ini 
mendapat perhatian baik oleh pejabat-pejabat pemerintah, mau pun oleh rakyat 
pada um umnya. 

a. Berdasarkan ketentuan dalam Monumen ten Ordonanntie te rsebut di atas, 
jika tidak seizin Kepala Dinas Purbakala, maka dilarang memperbaiki, meng­
hancurkan , merobal1 bentuk/peruntukkan sesuatu penin ggalan purbakala , 
memisal1kan benda-benda tak bergerak/memindahkan benda-benda bergerak 
yang merupakan sebagian/termasuk dalam sesuatu peninggalan purbakala. 

b. Barang siapa yang menemukan benda yan g dapat diduga merupakan sebagian 
dari sesuatu peninggalan purbakala harus mel aporkan ke pada Kepal a Daerah 
di man a mereka bertempat tinggal , yang selanju tnya akan me laporkan tentang 
benda yang ditemukan itu kepada Dinas Pu rbakala . 
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c. Dilarang mengadakan penggalian atas benda-benda, sebagian atau sekelompok 
yang berumur 50 tahun atau lebih yang merupakan bukti-bukti sejarah dan 
benda-benda yang pen ting ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan sejarah 
Tanah Air kita. 

6. Selan ju tnya kami min ta agar Saudara beserta segenap Pamong Praja di daerah 
Saudara memberi bantuan seperlunya kepada Dinas Purbakala dalan1 usaha 
melindungi peninggalan-peninggalan purbakala dari bahaya pengrusakan oleh 
siapapun juga. 

TEMBUSAN KEP ADA : 

Departemen Pen didikan Pengajaran & 
Kebudayaan (Dinas Purbakala). 

An. Menteri Dalam Negeri/Otonomi Daerah. 

Sekretaris Jenderal 

ttd. 

R.M. SOEPARTO. 
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SEKRETARIAT NEGARA. 

Menimbang : 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

No . 372 TAHUN 1962 

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK IN DONESIA. 

bahwa agar supaya Koordinasi dan pengawasan terhadap tugas-tugas Kepolisian oleh 
alat-alat Kepolisian Khusus dari instansi/jawatan sipil dapat tetap terjamin, meskipun 
keac;laan bahaya di seluruh wilayah Indonesia dihapuskan dan menjadi keadaan biasa, 
perlu mernberikan tugas dan tanggung-jawab koordinasi dan pengawasan terhadap 
alat-alat Kepolisian Khusus dari instansj/jawatan sipil dalam rnenj alan kan tugas-tugas 
Kepolisian di bidangnya masing-masing kepada Kepolisian Negara : 

Mengingat : 

I. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar; 

2. Undang-undang No. 13 tahun 1961 (Tambahan Lembaran Nega ra tahun 1961 
No. 245 Tarn bahan Lernbaran Negara No. 2289) ; 

MEMUTUSKA N: 

Pasal I . 

Menetapkan : 

Yang dirnaksud dengan alat-alat Kepolisian KhL'sus dari Instansi/Jawatan sipil dalarn 
ke putusan ini, yang untuk selanjutnya disebut alat-alat atau badan-badan sipil Peme­
rin tah yang oleh atau atas kuasa undang-undang di beri wewenan g untuk melakukan 
tugas-tugas Kepolisian di bidangn ya masing-masing. 

Pasal 2. 

(I) Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian melakukan koordinasi dan pengawasan 
terhadap alat-alat Kepolisian Khusus yang dimaksud tugas-tugas Kepolisian 
di bidangnya rnasing-masing. 

(2) Di daerah-daerah Koordinasi dan penagawasan tersebu t dilakukan oleh Kepala 
Polisi Negara daerah setempat. 

Pasal 3. 

(1) Men teri/Panglirna Kepolisian menetapkan tata cara kerja ten tang pelaksanaan 
pelaksanaan koordinasi dan pengawasan tersebut, setelah men dengar pendapat 
dari alat-alat Kepolisian Klrnsus masing-rnasing 
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(2) Apabila dipandang perlu untuk menjamin dan melant:arkan pelaksanaan 
Koordinasi dan pengawasan terse but, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian 
dapat membentuk suatu Staf Koordinasi Kepolisian, yang anggauta-anggauta­
nya terdi1i dari wakil dari semua alat-alat Kepolisian Khusus tersebut. 

Pasal 4 . 

(I) Dala<n melaksanakan koordinasi dan pengawasan, Menteri/Panglima Angkatan 
Kepolisian, Kepala Kepolisian Dae rah a tau pejabat yang ditunjuk dapat mem­
berikan petunjuk-petunjuk teknis Kepolisian kepada alat-alat Kepolisian 
Khusus melipu ti pimpinan masing-masing yang harus diiku ti oleh alat-alat 
Kepolisian Khusus yang bersangkutan . 

(2) Pelaksanaan tugas Kepolisian di bidangnya masing-masing tetap dilakukan oleh 
alat-alat Kepolisian Khusus yang bersangkutan, kecuali apabila alat Kepolisian 
Khusus tersebut memerlukan bantuan dari Kepolisian Negara. 

Pasal 5. 

Pembiayaan yang diperlukan akibat dari adanya koordinasi pengawasan ini dibeban­
kan kepada Departemen Angkatan Kepolisian. 

Pasal 6 . 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta. 

Pada tanggal 15 Desember 1962 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 

t.t.d . 

SUKARNO 
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REPUBLIK INDONESIA 
DEPARTEMEN PERDAGANGAN 

PENJ ELASAN 
DEPARTEMEN PERDAGANGAN 

Mengenai 

Pasal 7 dan Pasal 8 

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 
MENTERIPERDAGANGAN, MENTERIKEUANGAN 

DAN GUBERNUR BANK SENTRAL 

No . 27 A/ Kpb/11/1 970 
No. KEP- 62/MK/111/2/1970 
No . KEP .JGBl/1970 

TENT ANG 

Pembawaan/Pengiriman barang-barang ke luar 
Daerah Pabean Indonesia secara bebas dari 

Keten tu an -ke teo tua n Devis a. 

Untuk menghindarkan salah penafsiran mengenai Pasal 7 sehubungan dengan 
Pasal 9 da ri Surat Kepu tusan Bersama tersebut di atas, maka perlu ditegaskan, 
bahwa Pasal 7 yang berbunyi : 

" Barang-barang purbakala (barang-barang kuno dan baran g-barang lain yang 
mengandung unsur-unsur sejarah) tidak diperkenankan untuk dikeluarkan 
dari Daerah Pabean Indonesia , baik secara Barang Pindahan/ Bawaan , maupun 
barang Penumpang, barang Kiriman (hadiah-hadiah dan/atau contoh-contoh), 
terkecuali dengan seizin Departemen Perdagangan atas rekomendasi dari 
Departemen P. dan K. cq. Direktorat Benda-benda Purbakala". 

tetap berlaku penuh dan berdiri sendiri, sehingga karenanya tidak tunduk pada 
Pasal 9 yang mem berikan pengecualian atas ketentuan-ketentuan lainnya dalam 
surat Keputusan Bersama tersebut. 

Demikianlah untuk dimaklumi adanya. 

TEMBUSAN: 

I. Dep . Ke uangan. 
2. Dep . P. dan K. 
3. Dep. Lu ar Negeri. 
4 . Bank Sent ral. 
5. B.L.L.D. 
6. Ditjen. Bea dan Cukai . 
7. Dit. Benda- benda Purbakala Dep. P. dan K. 

Dit. Ekspor Depdag. 
Bag. Humas Depdag. 

J akarta, 23 MARET 1970 
DEPARTEMEN PERDAGANGAN 

Sekre tari s Jen deral , 

tt d. 

Drs. MOH . SISMAN . 
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INSTRUKSI 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 
REPUBLIK INDONESIA 

No. 8/M/1972 

ten tang 

Pengamanan Benda-Benda Purbakala . 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , 

Kawat PANGKOPKAMTIB tanggal 8 Juli 1972 No. TR-406/KOPKAM/VII/72 . 

Menimbaog : 

a. bahwa benda-benda purbakala sangat berharga dalam memegang peranan dan 
fungsi penting dalam rangka pembinaan kebudayaan dan sejarah nasional 
serta merupakan bukti sejarah bagi dunia ilmu pengetahuan ; 

b. bahwa benda-benda purbakala tersebut merupakan milik nasional yang tidak 
ternilai; 

c. ba11wa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a dan sub b perlu ada 
pengamanan dari pada benda-benda purbakala di lndonesia. 

Mengingat : 

Keputusan Presiden Republik Indonesia : 

I. No. 183 tahun 1968 jo No. 64 Tahun 1971; 

2. No. 17/Mtahun 1968. 

Mengingat pula : 

Keputusan tv.~nteri Perdagangan tanggal 17 April I 970 No. 68/KP/IV/70. 

MENGINSTRUKSIKAN : 
kepada : 

Para Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, masing-masing 
dalam ling}rnngannya, untuk : 

Pertama : 

Turut mengaw(l$i ke-kuno-an benda-benda purbakala. 
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Kedua : 

Melarang penggalian benda-benda yang berumur SO (limapuluh) tahun atau lebih , 
sebagian ataupun kelompok, yang merupakan buktt-bukti sejarah dan benda-benda 
penting, ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan sejarah Tanah Air kita . 

Ketiga : 

Instruksi im mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal IS Agustus 1972. 

MENTER! PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN, 

a.n.b . 

Direktur Jenderal Kebudayaan, 

ttd . 

Prof. Dr. IDA BACUS MANTRA. 

SALINAN lnstruksi ini disampaikan kepada : 

1. Sekretaris Negara , 
2. Sekretariat Kabinet , 
3. Semu a Menteri Negara , 
4 . Semua Menteri, 
S. Sekre taris Jenderal Dep. P dan K, 
6. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Dep. P dan K. 
7. lnspektu r Jenderal Dep . P. dan K., 
8. Ketua Badan Pengembangan Pendidikan pada Dep . P. dan K. , 
9 . Semua Sekretaris Ditjen . dalam lingkungan Dep P. dan K., 

10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, lnspektorat dan P.N. dalam lingkungan 
Dep . P. dan K., 

11 . Semua Koordinator Perguruan Tinggi, 
12. Semua Universitas/Institut dalam lingkungan Dep. P. dan K. , 
13. Kantor Urusan Pegawai , 
14. Semua Gubernur/Kepala Daerah, 
1 S. BAPPENAS, 
16. L.I.P.1., 
17. PANGKOPKAMTIB., 
18. Biro Pusat Statistik. 
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INSTRUKSI 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 

REPUBLIK INDONESIA 

No . : Ol/A.l / 1973 

teotaog 

Kerjasama Kepala Perwakilao Departemeo Peodidikao 
dao Kebudayaao deogao Kepolisiao Negara R.l. dalam 

peogamaoao/peoyelamatao cagar budaya 
Nasiooal/Iodooesia . 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN, 

Meoimbaog : a. bahwa benda-benda cagar budaya sangat berharga bagi pembinaan 
kebudayaan dan sejarah Nasional serta merupakan bukti sejarah 
dalam bidang ilmu pengetahuan ; 

Meogiogat 

Meogiogat 
pula 

Kepada 

Pertama 

b. bal1wa benda-benda cagar budaya tersebut merupakan milik 
Nasional yang tidak temilai ; 

c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a dan sub b 
perlu diadakan koordinasi efektif antara instansi-instansi Peme­
rintah dalam mengamankan/menyelamatkan benda-benda cagar 
budaya Nasional/Indonesia. 

Keputusan Presiden Republik Indonesia : 

I. No. : 183 tahun 1968 jo . No .: 64 tahun 1971; 
2. No. : 17/M tahun 1968 . 

Pertemuan/pembicaraan Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan 
Kepolisian Negara R.I. 

MENGINSTRUKSIKAN : 

Para Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
bekerjasama dengan Kepolisian R.l. setempat untuk : 

Mengamankan/menyelamatkan benda-benda purbakala/cagar budaya 
berdasarkan : 

a. Monumenten Ordonanntie (S. 238 : 1931); 

b. lnstruksi Menteri Dalam Negeri No. : Pem. 65/1/7 tanggal 5 Pe­
bruari 1960; 

c. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan 
dan Gubernur Bank Sentral No.: 27A/Kpb/II/1970, No. KLP- 62/ 
MK/lll/2/1970, No.: KEP 3GBI/l 970 serta penjelasannya me­
ngenai pasal 7 dan 9 keputusan bersama tersebut. 

d. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8/M/1972 
tanggal I 5 Agustus 1972. 

e. Peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. 
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Kedua Melaksanakan instruksi ini denian sebaik-baiknya dan meneruskannya 
kepada Kantor-kantor i>embinaan Tingkat Kebupaten/Kotamadya 
dalam daerah wewenang masing-masing. 

Ketiga lnstruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta. 
pada tanggal 8 Januari 1973. 

MENTE RI PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 

A.n .b. 

Direktur Jende ral Kebudayaan. 

ttd 

Prof. Dr. IDA BAGUS MANTRA. 

SALlNAN Instruksi ini disan1paikan kepada : 

I. Sekretariat Negara , 
2. Sekretariat Kabinet , 
3. Semua Menteri Negara, 
4. Semua Menteri, 
5. Sekretaris Jenderal Dep. P. dan K. , 
6. Semua Direktur Jenderal dalam Iingkungan Dep. P dan K., 
7. lnspektur Jenderal Dep. P. dan K. , 
8. Ketua Badan Pengembangan Pendidikan pada Dep. P. dan K. 
9. Semua Sekretaris Dit. Jen . dalam lingkungan Dep . P. dan K., 

10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, Inspektorat dan P.N. dalam lingkungan 
Dep . P. dan K., 

11 . Semua Koordinator Perguruan Tinggi, 
12 . Semua Universitas/Institut dalam lingkungan Dep. P. dan K., 
13. Kantor Urusan Pegawai, 
14. Semua Gubernur/Kepala Daerah, 
15. BAPPENAS, 
16. L.I .P.I. , 
17 . PANGKOPKAMTIB., 
18. Biro Pusat Statistik, 
19. HANKAM., 
20. MABAK. 



42 

KOMANDO-OPERASI 

PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN . 

INSTRUKSI 

No.: INS-002/KOPKAM/I/ 197 3 

TENTANG 

PENGAMANAN CAGAR BUDAY A NASIONAL/INDONESIA. 

P ANGLIMA KOMANDO OPERASI 
PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN . 

MEMPERHA TI KAN : 

I. Surat Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . 
No. 429/ A. I/ 1972 tertanggal Jakarta, 1 Mei 1972, meningkatnya perdagangan 
benda-benda budaya/barang-barang kuno ke Luar Negeri yang memerlukan 
perhatian Pemerintah untuk penertiban dan pengamanannya bagi keselamatan 
dan pengan1anan Cagar Budaya Nasional/Indonesia. 

2. Bahwa Cagar Budaya Nasiona l/Indonesia merupakan suatu obyek/proyek Nasion al 
yang vitaa l yang perlu diamankan terhadap ancaman dan bahaya proses pemiskin­
an kebudayaan melalui berbagai cara dan bentuk sistim kesenjataan seperti dengan 
sistim senjata sosial (SISSOS) dalam abad dan perang modern dewasa ini . 

3. Bahwa partisipasi ABRI untuk turut serta memupuk kesadaran masyarakat 
(sense of belonging) dalam pengamanan dan keamanan Cagar Budaya Nasional/ 
Indonesia , akan dapat diti ngkatkan/dikembangkan sebagai suatu rasa tanggung 
jawab Nasional bagi kelangsungan hidup kehid upan kebudayaan Indonesia. 

MLN IMBANG: 

I. Bahwa peranan dari partisipasi ABRl dalam turut ser ta mengarnankan Cagar 
Budaya Nasional/Indonesia, perlu mendapatkan peningkatan dalam perwujudan­
nya demi keamanan dan ketertiban masyarakat pada umumnya dan bagi ke­
langsungan budaya pada khususnya. 

2. Bahwa perlu menyadarkan dan menginsyafkan seluruh anggauta ABRI beserta 
keluarganya un tuk iku t serta bertanggung jawab atas pengarnanan dan keselam at­
an Cagar Budaya Nasional/Indonesia terhadap proses perniskinan kebudayaan 
Nasional. 

MENGINGAT: 

l . Keputusan MPRS No. XXVIl / MPRS/ 1966, cq. Lampirannya ten tang kebudayaan . 

2. KEPP RES R.l. No. 19 Tahun 1969 jo KEPPRES R.J. No. 90 Tahun 1969 ten tang 
Tugas Pokok KOPKAMTIB. 

3. Monumenten Orclunanntie Stbl. No. 238, Tahun 1931. 

4. Keputusan Presiden No. 372/Tahun 1962 tentang Koordinasi Kepolisian Khusus. 
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5. Hasil rapat Direktorat Jendera l Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Ke­
budayaan. 

- Tan ggal 5 Mei 1972. 

- Tanggal 10 Mei 1972. di Jalan Cilacap 4 Jakart a. 

MENGJNSTRUKSI KAN : 
KEPADA 

l.KAPOLRI. 
"> PARA LAKSUSPENGKOPKAMTIBWILAYAll. 
3. PARA LAKSUS PANGKOPKAMTIB DAFRAH . 

UNTUK : 

Mengamankan <lan menyelaniatkan Cagar Budaya Nasional/ Indonesia sebagai berikut : 

I . Mencegah dan mengamankan mengalirnya benda-ben<la budaya dan barang-barang 
kuno dalam perdagangan ke Luar Negeri. yang mengakibatkan proses pemiskinan 
kchidupan budaya In donesia serta sangat merugikan bagi kehidupan budaya 
dan ilmu pengetahuan. 

2. Melindu ngi keselamatan obyek-obyek bersejarah yan g bernilai sebagai penin ggalan 
dan wa1isan leluhur. ser ta ikut membina dan menmgkatkan Mu seum-m use um 
yang berada dalam lingkungan daerahnya. 

3. Menyadarka.n dan mengin sya.fkan segenap slagorde ABRI beserta ke luarganya 
untuk menye lamatkan dan mengaman kan kehidupan budaya dari pada proses 
pemiskinan kebudayaan Nasional/ Indonesia. 

4 . Agar POL RI dapat meningkatkan sarana Koordin asi Kepolisian Khusus dalam 
menega kkan Peratu ran-Pe raturan yang berlaku sehubungan dengan pengamanan 
kesela.matan Ca.gar Budaya Nasional/ Indonesia. 

5. Membe rikan bantua.n sepenuhnya kepada Kepala Dinas Kepurbakalaan yang 
ada di daerah-daerah, cli dalam me la.ksanakan pengamanan da.n kesela111atan 
Cagar Bud aya Nasional/ In donesia. 

lnstruksi in i mulai be rla ku pada tanggal dikeluarkan untuk dil aksanakan sebaik· 
baiknya dengan penuh rasa ta.nggungjawab . 

TEMBUSAN : 

I . Men Ha.n kam/Pangab (se bagai laporan). 
"> Pangkopkam tip (sebagai laporan ). 
3. Men teri Pen didikan dan Ke budayaa.n . 
4. Menteri Perdagangan. 
5. Menteri Perhub ungan. 
6 . Men teri Keh akima.n . 
7. Para Kas Angkatan. 
8. Kabakiri. 
9 . .I aksa Agung R. I. 

10. Kashar I, II Kopkamti b. 

Dikelu arkan di: JAKARTA . 
Pada tanggal 27 Janua1i 1973. 

A.n . PANGLI MA KOMANDO 
OPE RAS! PEMULI HAN 

KEA MA NAN DAN KETE RTIBAN . 

WAP ANG, 

ttd . 

SOEM ITRO 
JENDE RA L TNI. 

11 . As. Inte l, As. Ter, As . Kan1tibmas Kopkamtib . 
12. Arsip. 
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MARKAS BESAR KEPOLISIAN R.I. 

PETUNJUK-PELAKSANAAN 
NO.: JUKLAK/LIT/01/IV/1973. 

ten tang 

PENGAMANAN DAN PENYELAMAT AN BENDA-BENDA PURBAKALA. 

I. PENDAHULUAN : 

1. Akhir-akhir ini sering terjadi gangguan terhadap benda-benda purbakala 
peninggalan sejarah tanah air yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi sekali 
khususnya bagi pengetahuan kepurbakalaan , kesejarahan, kesenian palaeoan­
thropologi dan umumnya bagi nation dan character building bangsa Indo­
nesia . 

2.- Diperkirakan bahwa gangguan terhadap benda-benda purbakala peninggal­
an sejarah tanah air itu , banyak dilakukan oleh orang-orang yang kurang 
kesadaran kebangsaannya yang untuk kepentingan pribadi atau golongannya 
melakukan penggalian, pengrusakan atau pencurian untuk dijual kepada 
wisatawan-wisatawan asing atau kepada pemburu benda-benda budaya 
secara sembunyi-sembunyi dengan harga yang sangat tinggi. 

3. Benda-benda purbakala peninggalan sejarah itu akan rusak , berkurang 
bahkan akan lenyap dari bumi Indonesia atau terkuras habis mengalir 
ke luar negeri bila ha! seperti tersebut di atas dibiarkan berlarut-larut. 
Karena itu benda-benda purbakala itu perlu mendapat perlindungan untuk 
mencegah rusak, berkurang atau lenyapnya dari wilayah Indonesia . 

4. Berdasarkan Peraturan tentang Perlindungan terhadap Benda-benda Budaya 
yang bemilai sejarah (Lembaran Negara Tahun 1931 No. 238) Kepolisian 
Republik Indonesia dan lnstansi-instansi Pemerintah/Pejabat-pejabat yang 
diberi wewenang Kepolisian Khusus dalam bidang ini, ditugaskan untuk 
melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang Perlindungan Benda-benda 
Budaya yang bernilai sejarah tersebut. Di dalam ha! ini Kepolisian R.I. 
menganggap perlu untuk segera mengambil langkah-langkah positif guna 
menjaga keamanan dan keselamatan benda-benda purbakala peninggalan 
sejaral1 tanah air itu baik dengan tindakan-tindakan preventif maupun 
represif yang tegas, dengan bekerja sama yang erat dengan Instansi-instansi 
Pemerintah/Pejabat-pejabat yang diberi wewe~ang Kepolisian Khusus 
dalam bidang ini. 

II. DASAR-DASAR KEBIJAKSANAAN : 

I. Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kepolisian Negara. 

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 372 tahun 1962. 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 tahun 1969 tentang Pe­
nyempumaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 132 tahun '67 . 
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4 . Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republi k Indonesia No. Pol. 113/ 

SK/KAPOLRI/70 tanggal 17 September 1970. 

5. " Monumenten Ordonantie" Stbl. 238 tahun 1931. 

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No . 65/ 1/7 tahun 1969. 

7 . Surat Keputusan bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan 
Gubernur Bank Sentral No. 27 A/Kbp/II/70, No. KEP/62/MK/lll/2/ 1970. 
No. KEP/3GBI/1970 serta penjelasannya mengenai pasal 7 dan 9 Ke­
putusan bersama tersebut. 

8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu dayaan R.I. No. 60/1971 . 

9. lnstruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 8/ 1972. 

10. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No . 01/A.1 /1 973 . 

III. MAKSUD DAN TUJUAN : 

I. Maksud. 

Maksu d dikeluarkannya JUKLAK ini agar terdapat keseragaman tindak 
oleh semua kesatuan Kepolisian R.I . di selu ruh Indonesia dalam usaha 
pengamanan dan penyelamatan benda-benda purbakala peninggalan sejarah , 
mengingat bahwa organisasi maupun perorangan yang me~gganggu , merusak 
rnaupun memperdagangkan benda-benda purbakala banyak yang mem­
punyai hubungan dengan organisasi-organisasi yang tersebar di seluruh tanah 
air bahkan hubungan dengan penyelundupan ke luar negeri. 

2. Tujuan 

Tujuan pengamanan dan penyelamatan benda-ben da purbakala peninggalan 
sejarah , bagi POLRI adalah untuk turut se rta menjaga dan melindungi 
benda-benda penting peninggalan sejaral1, yang rnempunyai nilai-nilai 
yang sangat tinggi bagi pengetahuan kepurbakalaan , kesejarahan, kebudaya­
an , kesenian dan palaeoanthropologi di seluru h wilayah Indonesia khusus­
nya dan bagi nation maupun character building pada umumnya. 

IV . PENGERTIAN BENDA-BENDA PURBAKALA : 

Yang dimaksud dengan benda-benda purbakala peninggalan sejarah tan ah air 
adalah : 

I. Benda-benda hasil karya manusia. 

Benda-benda ini meliputi benda-benda berge rak dan benda- benda ti dak 
bergerak yang umurnya sudah 50 tahun atau lebih ditinjau dari su dut 
ilmu pengetahuan sejaral1 tanah air , serta mempunyai nilai-nil ai yang sangat 
tinggi bagi pengetahuan kepurbakalaan , kesejarahan , kebudayaan , kesenian 
dan palaeoanthropologi di seluruh Indonesia. 

Jenis-jenis Benda hasil karya rnanusia itu di antaranya: 
a. Alat-alat keperluan hidup manusia : 

Alat-alat ini ada yang dibuat dari kayu, batu , tulang, tan duk hewan 
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dan fogam seperti tembaga, perunggu. besi. mas dan perak, yang diper­
gunakan untuk membela diri. mengolah tanah, menangkap ikan dan 
untuk upacara-upacara. 

b. Piagam-piagam (Pertulisan-pertulisan). 

Piagam-piagarn atau pertulisan-pertulisan itu ada yang ditulis pada 
batu dan ada pula yang ditulis pada logam. 

c. Bangunan-bangunan . 

Bangunan-bangunan itu di antaranya makarn-makarn nenek moyang 
kita mesjid-mesjid. gereja-gereja, kelenteng, candi-candi, makam raja­
raja, makam tokoh-tokoh masyarakat/pahlawan-pahlawan dan bekas­
bekas keraton. 

d. Arca-area I Patung-patung. 

Di antaranya patung-patung nenek moyang, patung raja-raja dan patung­
patung pahlawan . 

e. Mata uang. 

Mata uang ini ada yang dibuat dari logam dan ada pula yang dibuat 
dari benda-benda lainnya. 
Jenis mata uang terpenting adalah mata uang yang pernah dipergunakan 
oleh bangsa Indonesia sebelum kedatangan orang Eropa dan jenis mata 
uang yang dipergunakan oleh orang Eropa di Indonesia sesudah tahun 
1500 Masehi seperti uang V.O.C., uang lnggeris, uang Belanda demikian 
pula uang Jepang dan uang Republik Indonesia sesudah proklaniasi ke­
merdekaan 17 Agustus 1945. 
(Un tuk keperluan mas a yang akan datang). 

f. Benda-benda keramik, seperti pi1ing, mangkuk, bejana dan cerek . 

.., Tanah L.apang, kebun , sawah, ladang, yang di dalamnya atau di atasnya 
terdapat petunjukpetunjuk yang nyata terdapat benda-benda purbakala 
seperti tersebut di atas. 

3. Benda-benda yang dipandang mempunyai nilai yang sangat tinggi dari 
sudu t palaeoan thropologi (ilmu pengetahuan ten tang fossil-fossil) seperti 
peninggalan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang telah membantu 
tersimpan dan tertimbun di dalam tanah . 

V. RUANG LINGKUP. 

Petunjuk pelaksanaan ini memuat pokok-pokok tugas POLRI dalam pengaman­
an dan penyelamatan benda-benda purbakala peninggalan sejarah di seluruh 
wilayah Indonesia pada umumnya, dengan maksud untuk memperlancar tugas 
POL.RI dalam pengan1anan dan penyelamatan benda-benda purbakala pening­
galan sejarah tersebut khususnya dan dalam pemeliharaan kea.manan da,1 

ketertiban masyarakat pada umumnya. 
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VI. PELAKSAN AAN TU GAS . 

I. Tugas. 

Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk turu t serta me lin dungi meng­
amankan dan menyelanrn tkan benda-benda pu rbakala peninggalan sejarah 
tanah air bagi keperluan pembinaan sejarah, kebudayaan. ke senian dan 
palaeoanthropologi di seluruh wilayah Indonesia. 

2. Sumber-sumber gangguan . 

Gangguan terhadap benda-benda purbakala yang mengakibatkan rusakn ya 
atau leny apnya benda-benda purbakala peninggalan sejarah, umumnya <li­
sebabkan oleh : 

a. A 1 a m 
b. Perbua tan manusia sendiri . haik untuk mencari keuntungan bagi diri 

scndiri maupun un tu k kc pen tingan organisasi a tau kclompoknya. 

3. Bcntuk gangguan . 

Bentuk gangguan yang menyebabkan rusaknya atau hil angnya bcnda­
benda pu rbakala peninggalan sejarah adalah : 

a. Tindak pidana, scpcrti pencurian, penggc lapan . pengrusakan dan lain­
lain. 

b. Pemugaran dan penggalian yang tidak seizin Kepala Lcmbaga Purbakala 
dan Peninggalan Nasi onal cq. Kcpala Kantor Cabangnya. 

c. Penerangan . 

d. lnfiltrasi kebudayaan. 

e. Gangguan alam seperti banjir, gempa bumi, iklim. proses biokemis. 

4. Unsur-unsur pelaksana. 

Usaha pengamanan dan penyelamatan benda-benda purbakala itu, 
meskipun bukan hanya tanggung jawab POL RI saj a, melainkan juga menjadi 
tanggung jawab aparatur pemerintah lainnya, maka di dalam usaha untuk 
mengan1ankan dan menyelarnatkan benda-benda purbakala peninggalan 
sejarah itu , POLRI disamping harus bekerja sama yang baik dengan Lembaga 
Purbakala dan Peninggalan Nasional cq. Kanto r-kantor Cabangnya sudah 
seharusnya beke1ja sama yang baik pula dengan aparatur pemerintah lainnya 
yang dibe ri wewenang khusus <la.lam bidang in i di an taranya dengan Pamong 
Praja, Jawatan Kehutanan . Jawatan Pekerjaan Um um dan Bea Cukai. Kerja­
sama yang den1i kian selayaknya dilakukan juga dengan Hansip, Kamra 
da.n organ isasi keamanan rakyat lainnya. 

Koman dan dan Pengendalian atas tugas-tugas operasionil Kepolisian dalam 
bidang pengarnanan dan penyelematan benda-ben da tersebut oleh Ko­
mando- Komando dan Satuan-satuan bawal1an dalam daerah we wenang 
masing-masing dilaksanakan oleh KADAPOL. 
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5. Pola Pelaksanaan Tu gas. 

Dalam menanggulangi gangguan terhadap benda-benda purbakala peninggal­
an sejarah itu , terutama terhadap gangguan yang disebabkan oleh perbuatan 
manusia sendiri, maka POLRI sendiri atau dengan bekerjasama dengan 
instansi-instansi Pemerintah/Pejabat-pejabat yang diberi wewenang ke­
polisian khusus dalam bidang ini. melakukan tindakan-tindakan sebagai 
berikut : 

6. Tindakan Preventif : melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencegah rusak­
nya atau hilangnya benda-benda purbakala peninggalan sejarah tanah 
air itu. Usaha tersebut dilakukan melalui bidang-bidang : 

1) Bidang pembinaan dan pemeliharaan benda-benda. 

Dengan bekerja sama dengan Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasio­
nal cq. Kantor-kantor Cabangnya yakni : 

Kantor Cabang I Prambanan (JATENG), Kantor Cabang II di Mojokerto 
(JATIM), Kantor Cabang III di Gianyar(BALI), Kantor Cabang IV di 
Ujung Pandang (SULAWESI SELATAN) (masih dalam persiapan) dan 
unsur-unsur aparatur Pemerintah setempat seyogyanya melakukan 
kegiatan-kegiatan sebagai berilrnt · 

a). Turut serta mengusahakan lokalisasi tempat-tempat-tempat terdapat 
adanya benda-benda Purbakala itu, dengan jalan melakukan pemagar­
an terhadap tempat-tempat tersebut, agar supaya segala ancaman 
gangguan tidak meluas ke tempat lainnya. 

b ). Turut serta mengusahakan pengumpulan, pengelompokan dan pen­
daftaran terhadap benda-benda purbakala peninggalan sejarah ter­
sebut. 

c). Melarang setiap anggauta masyarakat yang hendak melakukan peng­
galian di tempat-tempat terdapatnya benda-benda purbakala pe­
ninggalan sejarah. 

d).Melarang setiap anggauta masyarakat yang hendak memindahkan 
atau melakukan pemugaran terhadap benda-benda purbakala pe­
ninggalan sejarah. 

e). Turut serta memberikan perlindungan kepada benda-benda purbakala 
berbentuk kecil (yang dapat diangkat dalam keadaan utuh) dari 
gangguan alam dengan jalan menyimpannya dalam suatu ruangan 
khusus agar terhindar dari gangguan kelembaban udara, gangguan 
jamur, gangguan serangga, kebocoran dan bahaya kebakaran. 

f). Turut serta dalam usaha pengawetan benda-benda purbakala ter­
sebut. 

2). Bidang Pendidikan . 

a). Turut serta melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan ke­
sadaran masyarakat, agar anggauta masyarakat terutama yang ber­
tempat tinggal berdekatan dengan tempat-tempat terdapat adanya 
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benda-benda purbakala tergugah hatinya untuk mencintai benda­
benda purbakala peninggalan seja rah di dae rah masing-masing yang 
sangat berguna bagi sejaral1 tanah ai r 

b). Tu rut serta melakukan usaha-usaha agar anggauta masyarakat, dengan 
kesadaran dan senang hati menjaga, melindungi dan memelihara 
benda-benda purbakala peninggalan sejarah di daerah masing-masing. 

c). Turut serta melakukan usaha-usah a yang bersifat mendidik, agar 
anggauta masyarakat tidak segan-segan un tuk melaporkan kepada 
polisi apabila terdapat pengrusakan, pemindahan atau pencurian 
terhadap benda-benda purbakala te rsebut. 

3 ). Bi dang Penerangan . 

a). Turut serta memberikan penerangan kepada masyarakat akan penting­
nya benda-benda purbakala peninggalan sejarah tanah air untuk 
keperluan sejarah, lrebudayaan , kesenian bangsa Indonesia umumnya 
melalui masa media (radio, televis1 ), ceramah-ceramal1 dan brosur­
brosur. 

b ). Tu rut serta mengusahakan terselenggaranya lokakarya (work shop) 
benda-benda purbakala pada waktu waktu tertentu . 

c). Turut serta mengusahakan terselenggaranya "current awanness service" 
yai tu memberikan laporan perkembangan me ngenai benda-benda 
purbakala peninggalan sejarah kep ada masyarakat terutama kepada 
peminat-peminat yang serius tanpa m enunggu adanya permintaan. 

4). Bidang pengamanan dan pengawasan. 

Melakukan kegiatan bersanrn dengan Pamong Praja, Lembaga Purbakala 
dan Peninggalan Nasional/Kantor-kan tor Cabang Lem baga Purbakala 
dan Peninggalan Nasional, Jawatan Kehu tanan, Jawatan Pekerjaan Umum 
dan Jawatan-Jawatan Pemerintah lainnya yang diberi wewenang Ke­
polisian khusus dalam bi dang ini, dengan Hansip serta Kamra, un tuk 
mengurangi atau mencegah timbulnya gangguan terhadap benda-benda 
purbakala itu. 

7. Tindakan Represif. 

Dengan bekerjasama dan koordinasi yang baik dengan semua instansi 
Pemerintah/Pejabat-pejabat yang diberi we wenang kep olisian khusus dalam 
bidang ini, melakukan segala usaha un tuk memberantas dan menindak 
segala gejala-gejala serta kegiatan-kegiatan lainnya, yang merupakan ganggu­
an terhadap benda-benda purbakala itu dengan jalan : 

I ).Melumpuhkan organisasi atau pelaku -pelaku yang melakukan gangguan 
terhadap benda-benda purbakala peninggalan sejarah tanah air. 

2) . Menanggulangi agar supaya gangguan terhadap benda-benda purbakala 
itu tidak terulang. 
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> l. Melakukan penyelidikan yang teliti terhadap pelaku-pelaku yang meng­
ganggu dan atau melakukan tindak pidana terhadap benda-benda purba­
kala. 

8. Rehabilitasi. 

Dengan beke1jasama yang baik dengan Lembaga Purbakala dan Peninggalan 
Nasional cq. Kantor-kantor Cabang Lembaga Purbakala dan Peninggalan 
Nasional setempat melakukan rehabilitasi di tempat terdapat adanya ganggu­
an terhadap benda-benda purbakala. dengan maksud untuk menyelamatkan 
dan memulihkan benda-benda purbakala itu untuk keperluan sejarah tanah 
air. 

PENUTUP . 

1. Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan dalam JUKLAK ini dengan tertib dan 
terkoordinasi dan menjamin tertolongnya benda-benda purbakala peninggal­
an sejarah dari beni.:ana kepunahannya dari bumi Indonesia . 

..., Adalah kewajiban moril POLRI untuk turut serta dalam memelihara dan 
meneli ti peninggalan masa lamp au demi kejayaan tan ah air Indonesia 
dimasa depan. 

Keµada : 

Distribusi " A" . 

Dikeluarkan di 

Pada tanggal 

JAKARTA. 

23 APRIL 1973 . 

A.n. KFPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 
KF.PALA LEMBAGA LITBANG, 

ttd . 

Ors. SUSANTO 
KBP. Nrp. '.U050002 
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MARKAS BESAR KEPOLISI AN R.I. 

BADAN KOORDINASI KEPOLISI AN KHUSUS 

No pol 
Lampirao 
Peri ha I 

Polsus / 17 /I /76. 
I (satu) berkas . 
Peogamaoan. Peoyelamatan dao 
Perlioduogao Beoda-beoda Cagar 
Budaya Nasional. 

U.P. KABAKORPOLSUSDAK . 

I. DASAR. 

I. Kep utusan Presiden Nomor 372 Tahun 1962 

2. MonumentenOrdonanntieStbl. I 93 I / No. 238 

3. lnst ru ksi Kopkamtib No. INS ./002/ Kopkam I 73. 

4. lnst ruksi Menteri P& K RI No. 01 / Al /73. 

Jakarta. 10- 1- 1976 

KEPADA 

PARA KADAPOL 

SE- INDONESIA. 

5. Juk lak Kapolri Nopol : JUKLAK/ LIT/01 IV/73 tanggal 23 Aptil 1973 
ten tang Pengan1anan dan Penyelam atan Ben da- benda Purbakala. 

6. Surat Direktur Reserse Ekonomi Mabak RI Nopol : RESEK /B/73 I I 
I X/7 5 tanggal 25-9 - I 97 5 ten tang "Pengamanan dan Penyelamatan Benda­
ben da Purbakala yang dilindungi oleh Undang-Undang Monumenten Ordo­
nan tie di dalam aspek-aspek tugas Reserse Ekonomi" . 

7. Ceram ah Kabakorpolsus Mabak - RI pada Raker Kepurbakalaan seluruh 
Indonesia tanggal 19 Desember 1975 di Jakarta. 

II. MAKSUD DAN TUJUAN . 

I . Dal am rangka peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan serta kemampuan 
para Petugas POLRI yang bergerak di bidang Koordinatif- Fungsionil 
Alat-Alat Kepolisian Khusus, maka perlu memahami Peraturan-Peraturan / 
lnstruksi-i nstruksi serta Pedoman-pedoman yang berh ub ungan dengan 
masaJah Kepurbakalaan. 

2. Peraturan-Peraturan / lnstruksi-instruksi dan Pedoman-pedoman dimaksud 
di atas kiranya dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan 
kerja-sama antara POLRI dan Alat-Alat Kepolisian Khusus lnstansi Kepurba­
kaJaan . 

Ill . MASA LAH YANG DIHADAPI. 

I . Bahwa benda-benda Budaya Nasional adaJah basil kebudayaan Nasional 
Indonesia yang bernilai historis yang tinggi. 

-, Cagar Budaya Nasional merupakan Proyek Nasional yang perlu diamankan , 
diselamatkan dan dilindungi dari perbuatan dan proses pemiskinan, ter-
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utama yang disebabkan oleh perbuatan oknum-oknum yang tidak ber­
tanggung jawab dengan melanggar Hukum/Perundang-undangan Kepurba­
kalaan . 

3. Pemiskinan Kebudayaan Nasional adalah sama bahayanya dengan bahaya 
Narkotik, karena menyangku t proses pewarisan generasi mendatang. 

IV. SARAN DAN TINDAKAN . 

I. Perlu meningkatkan pengetahuan , kemarnpuan dan ketrampilan petugas 
POLRI dalam rangka Penegakan Hukum/Perundang-undangan di bidang 
Kepurbii.kalaan . sehingga berdaya dan berhasil guna selaku Aparat Penegak 
Hukum . 

.., Mengadakan kerja sama dan serta pendekatan yang sebaik-baiknya dalarn 
rangka kegiatan dan operasionil dengan instansi Alat Kepolisian Khusus 
Kepurbakalaan di daerah , dengan mengetrapkan Sistim Koordinatif­
lntegratif Fungsionil dengan unsur-unsur POLRI lainnya sesuai fungsi 
tehnis masing-masing. 

3. Sesuai fungsi BINMAS- POLRI untuk ikut meningkatkan kesadaran hukum 
masyarakat yang merupakan aspek penunjang Stabilitas Kamtibmas serta 
suksesnya Pembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional. 

4. Dalam rangka tertib -administrasi dan Management Information System 
(M IS) di bi dang filling dan recording agar setiap terjadi peristiwa pelanggar­
an Hukum/Perundang-undangan Kepurbakalaan agar dilaporkan sesuai 
dcngan data-data dalam Kartu Pe1istiwa sebagaimana yang telah dikirirnkan 
dengan No. Po . : Polsus/730/Vll/ 1973 tanggal 14 Juli 1973 . 

Demikianlah untuk dilaksanakan dan perhatian seperlunya. 

A.N. KEPALA KEPOLISIAN R.l. 
KEPALA BADAN KOORDINASI KEPOLISIAN KHUSUS 

TEMBUSAN YTH: 

I . KAPOLRI 
2. DEPUTY KAPOLRI 
3. DANJEN KOSERSE. 
4. IRJEN POLRI. 

t. t. d. 

Drs. SOETOPO PARTOSADONO 

KOLONEL POLIS! 
Nrp. 30100001. 

) Sebagai Laporan. 
) 

5. ASISTEN-6/B!NMAS KAPOLRI. 
6. DIR RES KRIM. 
7. DIR RES EKONOMI. 
8. DIR SEJARAH KEPURBAKALAAN DEPT. P. & K. 
9. PUSAT PENELITIAN PURBAKALA DAN 

PENINGGALAN NASIONAL DEPARTEMEN P. & K. 
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KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 
KOMANDO RESERSE 

PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN BENDA-BENDA 
PURBAKALA YANG DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG 
MONUMENTEN ORDONNANTIE DI DALAM ASPE K-ASPEK 

TUGAS RESERSE EKONOMI. 

I. PENDAHULUAN. 

A. I . Di Indonesia terdapat banyak peninggalan purbakala baik benda 
peninggalan alam (fossil) maupun benda peninggalan dari hasil karya 
manusia yang bernilai sejarah yang tmggi tetapi karena kurangnya 
penelitian ke arah tersebut menyebab kan data-data yang terkumpul 
belum lengkap . 

2 BenC::1-benda tersebut diperdagangkan (dijual belikan) yang telah 
berlangsung sejak zaman Belanda baik oleh para al11i ataupun orang 
awam, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

3. Ada kalanya rakyat sendiri sering men ·embunyikan sumber pening­
galan purbakala tersebut dengan maksu c. tertentu yaitu mengharapkan 
keuntungan materiil dari hasil jual beli dengan orang-orang yang 
enggan naik turun gunung ke desa-desa mencari benda tersebut. 

4. Akhir-akhir ini disinyalir pula oleh Din as Purbakala adanya pencurian 
dengan sistem perkongsian serta pin tu gerbang penyelundu pan ialah 
daerah pantai Juwana (Pati) dan Keling Jepara. Semen tara itu ada 
pula usaha-usaha yang akan merusak mlai-nilai ilmiahnya seperti yang 
terjadi di Sangiran (Utara Solo ), Watu Alang (Timur Ngawi) , Baun 
dan Pasleo di Timur dengan cara mencu ri dan merusak. 

5. Kejadian-kejadian sementara ini sanga merugikan negara karena 
motif mencari untung dari orang-orang yang memperdagangkan 
benda-ben da tersebut tanpa memperh atikan akibatnya bagi negara 
dan Bangsa Indonesia yaitu hancumya dan hilangnya bukti-bukti 
sejarah yang tak dapat digan ti lagi . 

6. Justru karena itu Pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan 
pengamanan untuk menyelamatkan dan melindungi dari rusak dan 
hilangnya benda-benda bersejarah tersebut baik yang dibentuk mau ­
pun yang ditingkatkan alam (geologi). 

7. Berhubung dengan itu pihak Polri dengan beketja sama dengan lns­
tansi Pemerintah lainnya beri<ewajiban untuk mengamankan dan 
menyelamatkan benda-benda tersebut yang merupakan Cagar Budaya 
Nasional Indonesia serta menindak para pelakunya berdasarkan 
Undang-undang peraturan yang berlaku 
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B. Telahan star ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Polri. Khususnya 
Reserse L:konomi di dalam rangka pengamanan dan penyelamatan 
benda-benda p1~rbakala. baik peninggalan sejarah maupun peninggalan 
a lam / geologis. 

C. DASAR-DASAR. 

I. Monumenten Ordonnantie Stb/ 193 I No. 238 ten tang Perlindungan 
l3enda-benda yang harus dianggap mempunyai nilai penting bagi 
sejarah. kesenian a tau µalaeoan th ropologi. 

1 Surat Keµu tusan Presiden R.l. No. 3 7 2 Tahun I %2 ten tang alat-alat 
Kepolisian Khusus. 

3. Surat Keputusan bersama Menteri Perdagangan . Menteri Keuangan 
dan Gubernur l3a.nk Sentral : 

No. 27 A/Kµb/l I/ 1970: 
No. Keµ-62 /MK/1 11 /2/1970: 
No. Kep . 3/GBl/1971: 

tanggal 9 Februari 1970 tentang Pembawaan/pengiriman barang ke 
luar daerah Pabean Indonesia secara bebas dari ketentuan-ketentuan 
Devisa. 

4. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. (18/Kp/IY/70 tanggal 17 
Aµril 1970 ten tang penyempurnaan Peraturan Export. 

5. In st ru ksi Mente ri Pendidikan dan Kebudayaan Repu blik In donesia 
No. 8/M/ 1972 tanggal I 5 Agustus 1972 ten tang Pengamanan Benda­
benda Pu rbakala . 

6. lnstruksi Menteri Dalam Negeri/Otonomi Daerah No. Pem. 65/ l /7 
tanggal 5 Februari I 9(10 tentang Pelanggaran terhadap Monumenten 
Ordonnantie 1931 No. 238. 

7. lnstruksi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan clan 
Ketertiban No. : INS - 002/ KOPKAM / l/ 1973 tanggal 8 Januari 197:1 
ten tang Pengamanan C'agar Budaya Nasiona l/ Indonesia. 

8. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.JUKLAK/LIT/IY/1973 
Pengamanan Benda-benda Purbakala . 

II. PEMBAHASAN: 

A. Peogertian Beoda-beoda Purbakala . 

ten tang 

Menurut pasal I dari Monumenten Ordonnantie Stbl. No. 238 tahun 
1931 ialah benda-benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang 
umurnya 50 tahun atau lebih dan dianggap penting dan berguna bagi 
pengetahuan kepurbakalaan. kesejarahan, kebudayaan, kesenian dan 
palaeoanlhropologi di seluruh rndonesia. Jenis benda-benda purbakala 
tersebut dibagi pula atas: 
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I. Benda-benda basil karya manusia terd iri alas: 

Alat-alat keperluan hidup 111anus1,1. 
Alat-alat ini ada yang <libuat da n kayu . batu. tu Jang. tanduk hewan 
perunggu. besi. mas <lan perak. yang dipergunah.an untuk 111embel a 
diri. mengolah tanah. menangkap 1kan dan untu k upacara . 

Piagam ( tulisan-t ulisan). 
Piagam atau tulisan-tulisan itu ada yang ditu lis pada batu & ada 
pu la yang ditulis pada logam . 

Bangunan -bangunan . 
Ban gunan meliputi makam ne ne k moyang k1ta . 111esjid. gereja­
gereja. kelenteng dan candi-candi. makam raja. makam tokoh 
masyarakat /pahlawan dan bekas-be kas kera ton . 
Di an taranya patung nenek moyang. pa.tu ng raj a-raja dan patung­
patung pahlawan . 

Mata Uang 
Mata uang dibuat dari logam dan dari benda-ben<la lainnya jenis 
mata uang tersebut tclah pernah dipergu nakan oleh bangsa Indo­
nesia sebelum dan sesudah ke datangan orang-orang hopa sejak 
I SOO Masehi seperti uang VOC. uang lnggeris dan uang Belanda . 
Jepang dan uang R.I. sesu dah Prok lamasi Kemerdekaan 17.Agustus 
194S. 

Ben da-benda keramik . 
Seperti piring, mangkok, bejana <lan cerek . 

2. Benda-benda peninggalan alam/gc ologis yang mempunyai nilai yang 
sanga t tinggi dari sudut palaeoanth ropologi (ilmu penge tahuan ten tang 
fossi l-fossil ) seperti peninggalan tu mbuh-tumbuhan. hewan yang 
membatu dan tersimpan di dalam tanah. 

3. Tanah lapang, kebun . sawah, ladan g yang di dalamnya at au di atasnya 
terdapal petunjuk-petunjuk yang nyata ter<la pat benda-benda purba­
kala seperti tersebut di atas . 

B. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum/gangguan di dalam persoalan monl' ­
menten ( Benda-benda Purbakala ). 

I . Macam bentuk pelanggaran hukum yang dite nt ukan oleh Monumen ­
ten Ordonnantie Stb l. Tahun 1931 No. 238 yaitu berpangkal keµada 
terhadap: 

a. Adanya kewajiban melaµorkan /mendafta rkan kepada siaµa-siaµa 
yang kehilangan atau menem ukan bcnda-benda purbakala (pasal 7 
ayat (I), (2). dan (3) M.O. dan pasal 8 ayat (I ), (2) , (3) , dan (4) . 

b . Adanya usaha menghancurkannya unluk maksud ti<lak baik (pasal 
6 ayat (I) M.0.). 
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c. Adanya usaha untuk memperbaiki sehingga benda-benda tersebut 
berubah bentuk dan bernbah penggunaannya (pasal 6 ayat (2) 
M.O.). 

d. Adanya usaha mengambil/mencuri seluruh atau sebagian untuk 
kepentingan diri sendiri (pasal 6 ayat (2) M.O.). 

e. Adanya usaha melakukan penggalian benda-benda purbakala tanpa 
izin. 

f. Adanya usaha untuk membawa benda-benda tersebut ke luar 
negeri dengan tidak sah seperti usaha penyelundupan (pasal 6 ayat 
(I) M.O.). 

2. Bentuk-bentuk gangguan lainnya. 

Bentuk-bentuk gangguan lainnya yang menyebabkan rusak atau 
hilangnya benda-benda purbakala/peninggalan sejarah itu adalah : 

a. Adanya perang; 
b. Adanya infiltrasi kebudayaan; 
c. Adanya gangguan alam seperti: 

banjir; 
gempa bumi; 
iklim; 
proses bio kemis. 

Bentuk-bentuk pelanggaran hukum/gangguan di dalam 
monumenten (Benda-benda Purbakala). 

persoalan 

Di dalam rangk_a pengamanan dan penyelamatan benda-benda purbakala 
telah terjadi penangkapan dan penyitaan baik oleh Polri maupun oleh 
Instansi-instansi Pemerin tah lainnya. 
Dilihat dari kasus-kasus/peristiwa tersebut dapat diketahui bentuk­
ben tuk pelanggaran hukum yang terjadi sebagai berikut : 

l. Pencurian/penadahan. 

Pada tanggal 30 Juli 1971 di Yogyakarta telah ditangkap batu­
batu candi-candi di atas Combi No. Pol. B.7468-P yang akan 
dibawa ke Jakarta. Batu-batu tersebut diduga asalnya dari curian 
dan dibeli oleh pelakunya tersebut yang bernama Rudolf Krist, 
Lektor Fakultas Sastra U.I. Jakarta. 

Pada tanggal 4 Juni 1972 di desa Sembung Kecamatan Kepung 
Para telah di tangkap 10 orang sebagai pelaku dan disi ta 2 bu ah 
patung area Budha, barang tersebut sebagai hasil curian dengan 
kekerasan terhadap Han sip yang menjaganya. 

Pada tanggal 20 Jenuari 1974 di daerah Istimewa Yogyakarta telah 
hilang 2 buah area purbakala yang tersimpan di gudang pekerjaan 
penggalian candi Sambisari Kalasan Yogyakarta. Arca tersebut 
terbuat dari batu masing-masing tingginya 50 cm berupa Dewa 
Mahakala dan Nandiswara. 
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Komdak X/Jawa Timur. 
Pada tanggal 20 Januari 1973 di daerah Malang telah disita sebuah 
patung GEN EC A dan berasal dari basil pencurian dari Pos Hansip 
Truen Malang sewaktu dititipkan pada Manangsong/Sie Sioh Hin 
y ang bertempat tinggal di Jakarta . 

2. Penggalian / penem uan . 

Komdak IX/ Jawa Tengal1 . 

Pada tanggal 21 April 1972 di Kabupaten Kendal telah diketem u­
kan area Hindu lam bang Dewa C'iwa. 

Pada tanggal 21 Juli 1973 di Kabupaten Magelang oleh Polri telah 
menyita area berukuran I 0 - 15 cm dan perunggu yang didapat 
oleh Sdr. Pono Wongsojo ketika mengangkat tanah di desa Pakis 
Tegalrejo . 

Komdak XVIII/Sulawesi Tenggara. 

Pada bu Ian Mei I 973 di desa Kan1pung Batua telah terjadi peng­
galian barang-barang an tik oleh seorang laki-laki dari Ujung 
Pandang bernama RACHMAN D.G. Sidja . 

Pada bulan Oktober 1973 di Kabupaten/Kecamatan Bonta Suku 
yu di desa Sarapan Selayar telah terjadi penggalian barang-barang 

antik/Cagar Budaya oleh Abdul Hamid serta 25 orang kawannya . 
Pe rkaranya sudah diajukan ke Pangdilan Negeri Selayar. 

3 . Penyelundupan . 

Komdak VII/Metro Jaya . 

Pada tanggal 14 Mei 1973 Bea Cukai Pasar lkan telah menyita 17 
buah meriarn kuno yang berasal dari pedalarnan Sungai Penyuh 
(Kalimantan Barat) dari Sulaiman yang beralarnat di Kelurahan 
Harapan Mulya Kemayoran Kecil Jakarta. Barang tersebut akan 
dikirim ke luar negeri. 

Komdak XIV/Kalimantan Timur. 

Pol ri Tarakan telah menyita barang-barang antik Porselen yang 
berasal dari pedalan1an Kalim antan Timur dari seorang karyawan 
asing yang bem arna Alberto Plunas karyawan P.T. Gompu. Barang 
tersebut akan dibawa ke Philipina. 

Polri Tarakan telah menyita barang-barang antik be rupa sebuah 
piring besar dan dua buah guci kecil terbuat dari porselen dari 
seorang WNI Cina bemarna S. Wirputa dari P.T. Masalabi Unit V 
Karang Bugis Tarakan . Barang tersebut diduga akan dijual kepada 
orang asing. 

Komdak XX/Maluku. 

Team Operasi Siaga Jaya telah menyita 5 buah guci/tempayan 
kuno, bertulisan nama di terminal bus Kodya Ambon dari seorang 
WNI. Barang terse but akan dijual, dikirim ke luar daerah Maluku. 



58 

Pada tanggal 6 Mei 1974 Polri telah nenyita pula pmng kuno 
ukuran 45 cm di pelabuhan Ambon asal dari Dobo dari seorang 
Mahasiswa Akademi Technologi Industri Ujung Pandang. Harang 
terse but un tuk dijual kepada orang asing melalui penadah-penadah­
nya. 

D. Aspek-aspek tugas Reserse Ekooomi di dalam kasus-kasus beoda Kepur­
bakalaao (Mooumeoteo). 

I . Tren ke arah perbuatan pidana. 

a. Benda-benda purbakala banyak tersebar di seluruh pelosok tanah 
air lndoe11sia sebagai tanda bukti atas betapa tingginya nilai-nilai 
peradaban manusia pada zaman dulu yang sekarang ini harus 
dijunjung tinggi dan dipelihara oleh rakyat Indonesia sebagai 
pertanda negara yang mempunyai kebudayaan yang tinggi kemudi­
an hari. 

b. Justru karena itu dikeluarkan pada tahun 1931 oleh Pemerintah 
Hindia Belanda (waktu itu) Undang-undang tentang benda-benda 
kepurbakalaan ini yang disebut Monumenten Ordonnantie pada 
tahun I Q,11 yang dimaksudnya untuk menjaga agar supa¥a benda­
benda tersebut terjaga dan terpelihara sebagaimana semula. 

c. Banyak orang-orang yang senang mengumpulkan benda-benda 
purbakala tersebut untuk bahan koleksi di rumah/di sekolah atau 
bahan penyelidikan di lembaga-lembaga penyelidikan untuk keper­
luan ilmiah . Sekarang benda-benda purbakala tersebut banyak 
tersimpan di koleksi Pemerin tab maupun perorangan di luar negeri 
seperti di Denmark, Belgia, German, Belanda, Amerika Serikat 
dan Jepang. 

d. Asal benda tersebut semula dari daerah terpencil jauh di desa-desa 
lalu diambil da1i tempatnya oleh rakyat dengan cara mencuri 
sebab kebanyakan tidak ada izin dan adakalanya merusak keadaan 
di sekitar monumen dan mengambil barang-barang yang penting 
saja . Kemudian barang-barang terse but diangku t ke kota dan 
dijual kepada para kolektor a tau pengumpul barang-barang keseni­
an di kota dengan harga yang mu rah. 

e. Oleh para kolektor dibeli pula barang kesenian itu dengan cara 
bekerJanya disinyalir merupakan suatu sind1kat dalam mencari 
mengumpulkan benda-benda purbakala tersebut dan menjualnya 
kepada orang-orang asing yang datang ke Indonesia. Orang-orang 
asing membeli benda-benda purbakala yang disenanginya itu tidak 
segan-segan dengan harga yang tinggi seperti barang-barang ke­
ramik (porselen) yang ditemui di Sulawesi Selatan yang berasal dari 
kerajaan Ming Tiongkok bisa terjual Rp. 200.000,- sebuah. 



59 

f. Sebetulnya kepada siapa menemukan yang juga mengandung 
maksud menyimpan benda-benda purbakala harus dilaporkan / 
didaftarkan untuk diinventariskan oleh Kepala Lembaga Kepu rba­
kalaan dan Peninggalan Nasional c/q KepaJa Kantor dan Cabang­
cabangnya. Hal ini berarti barang: barang tersebut tidak boleh 
lagi dipindah tangankan kepada o~ang lain tanpa seizin Lembaga 
Kepurbakalaan . Terhadap pelanggar ini dapat dikenakan pasal 12 
M.O. Stbl. 1931 . 

2. Perbuatan ke arah tindak pidana penyelundupan . 

a. Benda-benda purbakala kita yang ada di luar nege ri baik yang 
disimpan di rumah perorangan (person) maupun tersimpan di 
museum Pemerintah adalah dibawa dari Indonesia oleh orang-orang 
asing yang datang ke Indonesia maupun oleh orang-orang Indonesia 
sendiri yang bepergian ke luar negeri . 

b . Benda-benda purbakala dibawa dari Indonesia ada yang secara 
legal dan secara tidak legal yang tidak legal yaitu melalui penye­
lundupan dan yang legal yaitu membawanya dengan ada izin dari 
Pemerintah yang terjadi pada zaman-zaman penjajahan dul u. 

c. Benda-benda purbakala yang diangkut secara tidak legal atau yang 
diselundupkan ke luar negeri tersebu t sudah jelas bertentangan 
dengan ketentuan larangan export tanpa izin dimuat di dal arn : 

O.M. Stbl. 1931pasal6 ayat ( 1). 
S.K. Mendagri Tahun 1960 yang rnenguatkan bahwa M .0 . 
tersebut belaku juga untuk luar Jawa dan Madura. 

S.K. Memperdag No. 68/Kp/l v/ 1970 tanggal 17 April 1970 . 

Instruksi bersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan 
Gubernur Bank Sentral tanggal 9 Pebruari I 970 di dalan1 pasal 
7 Bab . IV . 

lnstruksi Kopkamtib Tahun 1973. 

d . Modus operandi benda-benda purbakala yang dapat terjad i di 
Indonesia se bagai beriku t : 

Dibawa oleh tourist asing maup un Indonesia sebagai souvenir . 

dibawa oleh awak-awak kapal asing mau pun Nasional. 

Dikirim lewat pos sebagai barang kiriman. 

Dibawa oleh perahu-perahu atau perahu motor ke tengah laut 
dimana kapal-kapal asing sedang berlabuh . 

Dibawa oleh pekerja asing di pe rumahan penebangan-pene­
bangan hutan antara lain di Kalimantan Timu r. 

e . Pintu gerbang penyelundupan biasanya daerah-daerah pelabuhan 
(!au t/udara) ke luar negeri oleh orang-o rang asing seperti yang 
tertangkap di pelabuhan Pasar lkan Jakarta , di Maluku (Ambon), 
dan daerah-daerah pantai yang sepi dan rawan untu k penyelun-
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dupan. Akhir-akhir ini disinyalir daerah pan tai Ju wan a (Pati) dan 
pantai Keling (Jepara) sebagai pintu gerbang penyelundupan ter­
sebut. Para pembeli telah menanti di kapal-kapal yang berlabuh di 
tengah dan penjual bertongkang dan bersampan ke kapal tersebut. 

f. Makin berkembangnya kegiatan kepariwtsataan dan banyak orang­
orang asing yang datang di dalam rangka penanaman Modal Asing 
dan penanaman Modal Dalam Negeri ke Indonesia disinyalir 
tempat penampungan barang-barang kesenian ialah kolektor­
kolektor benda-benda kesenian, art shop yang selalu berhubungan 

dengan tourist-tourist/orang asing yang sekaligus ikut menyalurkan 
benda-benda purbakala ke Juar negeri . Apabila untuk membedakan 
barang-barang kesenian dengan benda-benda purbakala terse but 
tidak mudah begitu saja dibedakan dan perlu keahlian. 

E. Inventarisasi benda-benda purbakala . 

l. Begitu banyaknya benda-benda purbakala yang tersebar di seluruh 
Kepulauan Indonesia pemilik/ penemu ada yang sudah melaporkan/ 
mendaftarkan dan ada yang belum, guna inventarisasi oleh Pemerin­
tah. Bagi yang sudah menginventarisasikan kepada Lembaga Kepurba­
kalaan dan Peninggalan Nasional c.q. Kepala Kantor dan Cabang­
Cabangnya di seluruh Indonesia berarti benda-benda purbakala ter­
sebu t telah menjadi pengawasan Pemerintah sehingga sipemilik/ 
sipenemu tidak boleh melakukan. pemindahan hak milik terhadap 
benda-benda purbakala tersebut tanpa seizin/sepengetahuan Peme­
rintah. 

2. Berdasarkan inven tarisasi yang dilakukan Belanda tahun I 914 dan 
1915 benda-benda purbakala di Indonesia te rcatat 20.000· buah, 
untuk Jawa dan Madura saja tercatat 2189 buah, termasuk candi-candi 
dan ben teng-benteng dan sebagainya. Pada tahun 1923 inventarisasi 
dilanjutkan tetapi hasilnya tak dibukukan. Pada zaman Merdeka 
tahun 1972/ 1973 dan 1973/1974 telal1 dtinventarisasikan pula benda­
benda purbakala tetapijumlahnya belum diketahui. 

3. Dikarenakan wajib lapor/daftar merupakan kewajiban bagi sipemilik/ 
penemu benda-benda purbakala dan jika tidak melakukannya berarti 
melanggar k.etentuan M.O. Tahun 1931 dan dapat dituntut hukuman. 

4. Sebetulnya hasil inventarisasi yang telah dilakukan tersebut diper­
kirakan jumlahnya masih sedikit sehingga masih banyak yang belum 
dilapor kan/didaftarkan. 

Hal m1 dikarenakan sulitnya tenaga ahli Archeoloo untuk 
bisa menentukan mana-mana yang termasuk benda-banda 

purbakala, sedangkan keahlian untuk dapat membedakan benda­
benda purbakala dengan benda-benda kerajinan tangan dari keramik , 
Jogam, besi, mas, kuningan yang dibuat pada periode 20 dan 30 
tahun yang lampau belum cukup. Disan1ping itu belum terdapat kerja 
sama yang baik, antara sipemilik/sipenemu dengan Pemerintah di-
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karenakan kesadaran Nasionalnya belum tinggi. 

5. Kolektor-kolektor barang kesenian dimana sebagian besar juga barang 
koleksinya terdin benda-benda purbakala ada di antaranya secara 
spontan menyerahkan dan menyumbangkan benda-benda yang ber­
nilai tinggi tersebut kepada Pemerintah, un tuk kepentingan penyeli­
di kan sejarah aan kebudayaan bangsa kita dan sebagian Jagi ada yang 
menjualnya kepada orang Jain dengan harga yang tinggi. 

F. Sanksi-sanksi . 

I. Di dalam pas;il 12 M.O. Stbl. 1931 telah menyebutkan sa.nksi-sanksi 
terhadap pelanggar-pelanggar sebagai beriku t : 

a. Pelanggar-pelanggar dari apa yang ditetapkan : 

pasal 6 ayat (I) dan (2) yaitu mengenai larangan membawa 
benda-benda purbakala ke Luar Nege ri, merusak/menghancur­
kan, memperbaiki sehingga berubah bentuk/ujud, dan pengguna­
annya tanpa izin, mencuri sebagian/sel uruhnya. 

tidak dipenuhinya syarat-syarat yang diajukaJl menuru t pasal 6 
ayat (3) dan pasal 9 yaitu mengenai tidak memenuhi ketentuan 
izin yang dikeluarkan Pemerintah , tidak dilaksanakannya ke­
wajiban-kewajiban yang diberikan den gan pasal 7 ayat (1) atau 
(2) atau pasal 8 ayat (I) rnengenai wajib lapor/daftar bagi yang 
kehilangan/menemukan benda-benda purbakala. 

- pasal 9 mengenai penggalian benda-benda purbakala tanpa izin. 

Dapat dihukum dengan tahanan sebany ak-banyaknya 3 bulan atau 
denda uang setinggi-tingginya 500 gulden 

b. Jika druam hal ini tindakan yang dmyatakan rnengakibatkan 
hukuman menuru t ayat-ayat terse bu t di atas oleh a tau karena 
suatu badan hukum, maka tuntutan haknya diadakan danfa1kum­
an itu diucapkan terhadap anggauta-anggau ta pengurusnya a tau 

wakil-wakilnya di Hindia Belanda (In donesia menurut art i se­

karang). 

c. Benda-benda dimaksudkan pada pasal 6 ayat (I), pasal 7 ayat (I) 
dan (2), pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 yang dimiliki terhufum di­

nyatakan disita. 

d. Hal-hal yang dianggap kena pidana dalam ayat (I ) dianggap se­

bagai pelanggaran. 

2. Begitu pula terhadap orang-orang membawa benda-benda purbakala 
ke Luar Negeri tanpa izin Kepala Dinas Pu rbakala (P & K) dan ber­
tentangan dengan ketentuan seperti di bawah ini : 



62 

a. M.O.Stbl. 1931 pasal6ayat(I). 

b. S.K. Mend~ri Tahun 1960 dimana Iarangan export itu dikuatkan 
dan berlaku juga untuk Luar Jawa dan Madura. 

c. S.K. Memperdag No. 68/Kp/IV/1960 tanggal 17 April 1970. 

d. Instruksi Kopkamtib Tahun 1973. 

e. Instruksi aersama Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan 
Gubemur Bank Sentral tanggal 9 Februari 1970 pasal 7 Bab IV, 
-dapat dikenakan pasal-pasal yang tercantum dalam Rechten Ordo­
nanntie . 

G. Badan-badan pengaman/penyelamat benda-benda purbakala. 

J. Polisi Khusus (Polsus) yang dibentuk berdasarkan Keppres R.I. No. 
372 Tahun I 962 dimana dalam pasal 2 berbunyi Kapolri beserta 
eselon-eselon bawahannya ditunjuk sebagai koordinasi dan pengawas­
an terhadap alat-alat Kepolisian Khusus tersebut. Kemudian ber­
dasarkan Instruksi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No. Ins. 
002/Kopkam/ 1/1973 tanggal 8 Januari 1973 yang menyebutkan 
sebagai berikut : 

Agar Polri dapat meningkatkan sarana Koordinasi Kepolisian Khusus 
dalam mengadakan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan 
dengan pengamanan keselamatan Cagar Budaya Nasional/Indonesia. 

2. Disamping itu yang harus diikut sertakan ialah : 

Dep . P.O. & K. c/q Lembaga Kepurbakalaan dan Peninggalan 
Nasional dan Dit. Museum. 
Dep. Keuangan c/q. Dit. Jen . Bea & Cukai. 
Dep. Kehakiman c/q. Dit. Jen. Imigrasi. 
Dep. Dalam Negeri. 
Dep . Perdagangan . 
Dep. Perindustrian. 
Dep . Perhubungan. 
Badan-badan Khusus yang dibentuk dengan Keputusan Pemerintah. 

3. Untuk terlaksananya tugas Polri dengan baik diperlukan adanya 
kerjasan13 dan koordinasi yang baik dengan Departemen-Departemen 
tersebut di atas terutama dalam mengatasi dan menanggulangi per­
soalan-persoalan yang menyangkut benda-benda kepurbakalaan. 

H. Pola Pengamanan . 

Mengamankan dan menyelamatkan Cagar Budaya Nasional/Indonesia 
antara Iain sebaai berikut : 

I. Mencegah dan mengamankan menyalurnya benda-benda purbakala 
ke luar negeri dalam bentuk penyelundupan yang mengakibatkan 
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proses pemiskinan budaya dan ilmu pengetahu an. 

2. Melindungi keselamatan obyek-obyek bersejarah yang bemilai sebagai 
peninggalan dan warisan dari kehancuran se rta ikut membina dan 
meningkatkan musium-musium yan g berada dalam lingkungan 
dae rahnya. 

3. Penyelidikan , penindakan dan penyelidikan terhadap penyel undupan 
ke luar nege ri ben da-benda tersebut , termasuk di sini masalah-masalah 
kecepatan berita-berita tentang te rjadinya pencurian yang diduga 
akan diselundupkan ke Juar negeri dan diketemukannya benda-be nda 
tersebut dengan cepat. 

III. KESIMPULAN. 

A. Benda-benda purbakala/ kuno Indonesia banyak dibawa oleh orang-orang 
asing sejak zaman dulu hingga sekarang dan t!dak segan-segan membeli 
dengan harga yang tinggi guna melengkap i ko leksi benda-be nda kunonya 
di Luar Negeri. 

B. Kasus-kasus yang te rjadi terhadap benda-benda purb~ka la mula-mula 
cende rung ke arah perbuatan pidana seperti perbuatan merusak, mencuri 
dan penadahan dan lain-Jain yang dilaku kan oleh rakyat dan be kerjasan1a 
dengan para pengumpul benda-benda pu rbakal a dan kemudian cende rung 
ke arah perbuatan penyelundupan . 

C. Modus operandi penyel un dupan benda-ben da purbakala antara lain 
diangkut malam hari dengan tongkang/perah u ke kapal yang berlabuh 
di tengah laut dan kepada orang-orang kapal (orang asing) yang akan ber­
angkat ke Luar Nege ri. 

D. Benda-benda purbakala/ kun o yang bemilai ke budayaan yang tersebu t 
dalam lampiran I Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 68/ Kp/ IV/ 
1970 tan ggal 17 April 1970 yang termasuk dilarang untuk diexport, 
tidak jelas menyebutkan umumya, sedangkan dalam M.O. Stb l. 238. 
1931 jelas disebu tkan benda-benda yan g telah be rumur 50 tahun sebe lum 
Undang-Undang tersebut diperlukan. 

E. Ben da-benda purbakala/ kuno yang bernilai kebudayaan tersebut secara 
sepin tas lalu sulit membedakannya dengan barang-barang kerajinan 
rakyat yang boleh diexport sebagaimana yan g tercantum dalam lampiran 
II Surat Keputusan Memperdag No. 68/Kp/I V /1970 tanggal 17 April 
1970. 

Barang-barang hasil kerajinan rakyat yan g boleh diexport tersebu t ialah : 
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I. Barang=barang ukiran kayu. 
2. Barang-barang antik (Sarung, Kain, Se!endang). 

3 . Barang:barang batik lainnya. 
4. Barang-barang dibuat sebagian/seluruhnya dari sutera. 
5. Kain tenun tangan lainnya. 
6 . Barang-barang dibuat dari bambu. 
7. Barang-barang anyam-anyaman . 
8: Barang-barang emas dan perak. 
9 . Barang-barang besi . 

JO. Barang-barang timah putih . 
11. Harang-barang logam Jamnya. 
12. Barang-barang rotan/kulit rotan. 
13 . Barang-barang tulang/tanduk. 

F. Kepolisian Khusus sangat penting artinya untuk memberi bantuan/ 
membantu tugas-tugas Polri dalam menangani kasus-kasus benda-benda 
purbakala , karena ha! ini memerlukan keahlian khusus mengenai ke­

purbakalaan . 

G. Kerja sama yang baik antara Polri dengan lnstansi tersebut di atas untuk 
mengadakan pengawasan dengan ketat atas benda-benda purbakala dalam 
rangka pencegahan hilangnya, rusaknya , musnahnya benda-benda purba­
kala tersebut. 

IV . SARAN-SARAN. 

A. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang belum jelas seperti yang di­
sebutkan di atas maka Polri dalam tindakan pencegahan/pengamanannya 
terhadap benda-benda purbakala tersebut , mengadakan kerja sama 
dengan pihak-pihak Departemen P & K dan Departemen Perdagangan 
serta Instansi-lnstansi yang berwenang lainnya. 

B. Perlu lebih ditingkatkan pengawasan terhadap tern pat-tern pat yang me­
rupakan pintu-pintu gerbang/daerah-daerah rawan bagi penyelundupan. 

JAKARTA, 23 September 1975 
DINAS INTEL EKONOMI 

DIREKTORAT RESERSE EKONOMI 



Kepada Yth 

Dari 

Peri ha! 

Tanggal 
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MENTERINEGARA 

PENERTIBAN APARATUR NEGARA 

MEMORANDUM 

I. Sdr. Menteri Perhu bungan. 
2. Sdr. Menteri P. dan K. 

MENPAN/Wakil Ketua Bappenas. 

Proyek Pengembangan/Pembinaan Kebudayaan dan Proyek Pro­
mosi Pariwisata. 

17 Nopember 1973. 

I. Dalam Repelita ternyata terdapat kesimpangsi uran anta ra tugas-tugas pengem­
bangan/pembinaan kebudayaan dan promosi pariwisata sehingga akhirnya dapat 
membahayakan pembinaan kebudayaan itu sendiri. 

2. Pengem bangan pariwisata seharusnya tidak menJa lankan kegiatan-kegiatan mem­
bangun atau merehabilitir obyek-obyek yang dapa t dijadikan unsur- unsur promosi 
patiwisata. Akan tetapi kegiatan promosi pariwisata harus memanfaatkan pem­
bangunan dan rehabilitasi obyek-obyek seperti peninggalan-peninggalan sejarah. 

3. Demi pengam anan program pengambangan dan pembinaan kebudayaan maka 
mulai tahun 1974/197 5 segala proyek-proye k pem bangunan dan rehabili tasi 
obyek-obyek peninggalan sejarah seperti pemugaran kraton , candi-candi , museum 
dan sebagainya atau pendirian museum agar dil aksanakan dan di bawah pembina­
an Departemen P. dan K. 

4. Dalam hubungan dengan angka 3 di atas, maka program pengembangan pariwisata 
yang dilakukan oleh Departemen Perhubungan hanya akan diba tasi antara lain 
pada pendirian/ pembangunan pusat-pusat informasi Pariwisata (Tourist Informa­
tion Service Centre ) saja. 

5. Dalam pelaksanaan angka 3 dan 4 di atas , perlu diusahakan koordinasi serta 
sinkronisasi yang serasi antara Departemen P. dan K. cq. Di t. Jen. Kebudayaan 
dan Departemen Perhubungan cq. Dit. Jen. Pariw1sata. 

Tembusan . 

I. Sdr. Di r. Jen. Kebudayaan . 

2. Sdr. Dir. Jen. Pariwisata . 
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MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Jakarta, IO Maret 1980 . 

Kepada Yth . 

Semua Kepala Kantor Wilayah De­
partemeo Peodidikao d'lo Kebudaya­
ao di Propinsi . 

Selusuh Indonesia . 

SURAT - EDARAN 

No. 87 /MPK/80. 

Sebagai tindak lanjut perlindungan terhadap benda Cagar Budaya, perlu 
Saudara perhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut : 

I . di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan perlu 
Saudara bentuk suatu tim yang susunan keanggctaannya merupakan gabungan 
unsur pelindung dan terdiri dari : 

I. unsur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; 
2. unsur Departemen Dalarn Negeri; 
3. unsur Departemen Kehakiman ; 
4 . unsur Departemen Keuangan ; 
5. unsur Departemen Perdagangan dan Koperasi; 
6. unsur Kejaksanaan ; 
7. unsur Kepolisian ; 

yang akan bertindak bersama secara koordinatif, baik dalam melaksanakan 
usaha preventif maupun dalam menyelesaikan persoalan represif; 

2. perubahan status mengenai benda Cagar Budaya yang pengurusan dan peng­
awasannya berada di bawah suatu museum, termasuk pengalihan ke tempat 
lain walaupun masih dalarn lingkungannya sepanjang tidak merobah pengurus­
an dan penguasaan yang bersangkutan, harus mendapat izin tertulis dari Direk­
torat Perlindungan dan Pembinaan Perlindungan Sejarah dan Purbakala ber­
dasarkan usu] dari museum yang bersangkutan melalui Direktorat Permuseum­
an. 

3. Setiap perbuatan apapun yang dimaksudkan mengalihkan atau memindah 
tempatkan benda Cagar Budaya keluar negeri, tetap tidak dibenarkan, kecuali 
setelah mendapat izin tertulis dari Direktorat Perlindungan dan Pembinaan 
Peninggalan Sejarah dan Purbakala melalui suatu prosedur tersendiri; 

4. Menganjurkan, mendorong dan mengusahakan terciptanya peningkatan peng­
hayatan penghargaan nilai sejarah dan budaya terhadap benda Cagar Budaya, 
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5 . agar senantiasa terpelihara ketertiban dalam peninjauan/kunju ngan terhadap 
lokasi benda Cagar Budaya , perlu ditugaskan beberapa pramuria tetap pacla 
setiap lokasi dan pemasangan papan pctunjuk-pengaman yang jelas dan mudah 
difahami , atau setidak-tidaknya terlebih dulu d iberikan pengarahan terutama 
kepada pelaja r yang akan mengunjungi tempat terse but pada angka 4 ; 

6 . wajib menyampaikan laporan tertulis berkala tentang peristiwa yang terjadi 
mengenai perlindungan benda Cagar Budaya, dan laporan tertulis mengenai pe­
ristiwa/kasus dalam waktu paling lambat 3 (t iga hari) setelah perlstiwa/kasus ter­
sebut terjadi; laporan tersebut disampaikan ke pada Direktorat Perli~dimgan dan 
Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala dengan tembusan antara lain ke­
pada tim tersebu t pada angka I dan Direktorat Permuseuman. 

Mente ri Pendidikan dan Kebudayaan, 

cap/t td. 

Dr. Daoed Yoesoef. 
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DEPARTEMEN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 

K e p a cl a 

Yth. Sdr. Gubernur KOH Tingkat I 

di 

Seluruh Indonesia.-

Nomor 43 2.21 /9040/SJ Tgl., I I Oesember 1979. Lamp.: 

Peri ha! 

Tembusan: 

Per.ggunaan candi sebagai tem­
pat u pacara dalam rangka peng­

hayatan kepercayaan . 

Memperhatikan Surat Oepartemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Oirektorat Jenderal Kebudayaan tanggal 20 Nopember 1979 Nomor 

2702/ A. I /1979 perihal penggunaan candi-candi sebagai tempat upacara 
dalam rangka penghayatan kepercayaan, maka diberitahukan kepada 

Saudara hal-hal sebagai berikut : 

I. Sehubungan dengan akhir-akhir ini banyaknya permohoHan darL 
kelompok-kelompok masyarakat yang ingin menggunakan candi 
sebagai tempat upacara dalam rangka penghayata() kepercayaanny::r. 

2. Bahwa candi-candi adalah sebagai peninggalan kuno yan~ terlindung 
oleh momentum ordonantie 1931. 

3. Maka untuk menjamin keamanan, pemeliharaan dan kelestarinnnya 
serta mengingat keadaan dan kepentingan candi-candi scbagai pe­
ninggalan kuno bangsa Indonesia , diharapkan agar Saudara Gubernur 
KOH Tk. I tidak memberikan izin terhadap maksud-maksud tersebut 
di atas. 

Oemikian untuk mendapatkan perhatian dan pelaksanaannya. 

MENTER! OALAM NEGERI, 

AMIRMACHMUO 

I. Yth. Sdr. Menteri P & K RI ; 
2. Yth. Sdr. Menteri Agama RI ; 
3. Te '1.m Penyelamat, Pelestarian dan Pemeliharaan 

Benda/Bangunan Berscjarah. -



DIREKTORAT JENDERAL 
KEBUDAYAAN 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN 
DAN KEBUDA Y AAN 

NO. : 326/ A.1 /79. 
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DIREKTORAT JENDERAL 
PARIWISATA DEPARTEMEN 
PERHUBUNGAN 

NO. SK. 03/U/III /1979 

NASKAH KERJAS AMA 

DIREKTORAT JENDERAL KEB UDA Y AAN 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

DENGAN 

DIREKTORAT JENDERAL PARIWISATA 
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 

Pada hari ini Jum'at tanggal sembilan Maret tahun Se n bu sembilan ratus tujuh puluh 
sembilan, yang bertanda tangan di bawah ini : 

I. PROF . DR. HARYATI SOEBADIO - Direktur Jenderal Keb udayaan Depar-

II. ACTIMAD TIRTOOUDIRO 

temen Pe ndidikan dan Kebudayaan 
bcrkedudukan di Jakarta; yang dalam 
hal ini bcrtindak untuk dan atas nama 
Direktorat Jenderal Kebudayaan , se­
lanjutnya dalam pe rjanjian ini dise but 
PIH AK KESA TU; 

- Direktur Jenderal Pariwisata Depar­
temen Perhubungan, berkedudukan di 
Jakarta; vang dalam hal ini bertindak 
untuk dan atas nama Direktorat Jen­
deral Panwisata, selanjutnya dalam 
perjanjian ini disebut PJHAK KEDUA; 

M ENIMBANG : 

Bahwa : I. Baik bidang kebudayaan maupun bidang kepariwisataan mempuny 
kepentingan yang sama dalam menyelamatkan dan melesta rikan warisan 
budaya. 

2. Kerjasama antara instansi-instansi yang menangani dan me mbidangi 
kebudayaan dan kepariwisataan perlu dit mgkatkan , agar pembinaan dan 
pemhangunan kedua bidang tersebut da pat dise lenggarakan dengan 
terpadu untuk mencapai daya guna dan hasil guna setinggi-tingginya. 

3. Kerjsama instansionil antara Direktora t Jenderak Keb udayaan dan 
Dnektorat Jenderal Pariwisata perlu lebih dikon kritkan clengan me-
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nuangkannya di dalam suatu Perjanj ian Kerjasama yang akan melandasi 
usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan bersama di dalam pembinaan serta 
pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan. 

MENGINGAT : 

I. Keput11san Presiden R.I . Nomor 30 tahun 1969; 

2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 dan 45 tahun 1974; 

3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 237/M Tahun 1978 ; 

4 . Instruksi Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1969; 

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km/415/U/Phb- 75; 

6. Keputusan Men tcri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 079 /0 Tahun 1975 ; 

7. Monumen Or<lonantic Stbl. 238 Tahun 1931. 

MENGINGA T PULA : 

Memorandum Menteri Negara Penertiban Aparatur/Wakil Ketua Bap pcnas tanggal 
17 Nopcmber 1973 ; 

MAKA DENGAN INI KEDUA BELAH PIHAK MENYATAKAN PERSETUJUAN 
TERHADAP PASAL-PASAL DIDALAM PERJANJIAN KERJASAMA INI SE­
BAGAI BERIKUT : 

BAB : I 

TUJUAN 

Pasal l 

Kerjasama antara PIHAK PERT AMA clan PIHAK KEDUA bertujuan untuk : 

1. meningkatkan claya guna dan hasil guna pemb inaan serta pengembangan ke­
budayaan dan kepariwisataan dengan menyelenggarakan usaha-usaha dan 
kegiatan-kegiatan yang menyangkut. kedua bidang secara sinkron dan terpadu. 

2. saling membantu di dalam pengadaan dart pemanfaatan tenaga, dana serta 
sarana bagi perencanaan , pembinaan clan pengembangan kedua bidang untuk 
meningkatkan clan memperluas pemanfaatan obyek-obyek kebudayaan bagi 
pengembangan kepariwisataan clan hasil-hasil pengembangan kepariwisataan 
bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan . 

3. meningkatkan clan memperluas koordinasi antara instansi yang lingkup tugas­
nya berkaitan dengan pembinaan clan pengembanga n kebudayaan dan ke­
pariwisataan. 

BAB : II 

LINGKUP TUGAS , WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 

Pasal 2 

Kerjasama ini meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan clan peilgc ;11bangan 
khasanah budaya sebagai obyck pariwisata dengan memperhatikan penyelamatan 
dan pelestariannya serta peningkatan kesejahteraan seniman. 
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Pasal 3 

Secara fu ngsional, tugas, wewenang dan tanggungjawab pembinaan dan pengembang­
an khasanah budaya dalam ar t i se luas-luasnya adalah tugas, wewenang dan tangg ung 
jawab PIH AK PERT AM A, sedangkan pembinaan dan penge mbangan segi kepari­
wisataannya adalah tugas , wewenang dan tanggung Ja wab PIHAK KEDUA. 

B AB: III 

POKOK-POKOK KERJASAMA 

Pasal 4 

I. peningkatan penge tahuan, ketrampilan dan s1kap tenaga pembina dan pengem­
bang keb udayaan serta kepariwisataan didasari oleh kebijakan te hnis pembina­
an dan pengembangan kebudayaan serta ke bijakan te hnis pembinaan dan 
pengembangan kepariwisataan. 

2. Pengembangan dan penyajian obyek par iw1sata beru pa peninggalan budaya, 
upacara adat, kesenian dan lain-lainnya diat ur bersama tanpa men imbulkan 
masalah-masalah sosial, budaya dan keagamaan. 

3. Publikasi dan dokumentasi yang mempergunakan med ia cetak, film dan elek­
tronika mengenai obyek wisata budaya me ngutamakan sumbe r-sumber infor­
masi dari Direktora t Jenderal Kebudayaan . 

4. Peningkatan partisipasi masyarakat pada pengembanga~ kepariwisataan diarah­
kan pula pada partisipasi masyarakat dal ampeningkatanpenghayatan kebudaya­
an bangsa. 

B AB: IV 

PELAKSANAAN KERJASAMA 

Pasal 5 

I . Unt uk mensinkro nisasikan dan mcmadukan pelaksanaan kerjasama diben tuk 
suatu badan yang anggota-anggotanya terd iri dari unsur-unsu r kedua belah 
pihak. 

2. Unt uk memecahkan masalah-masalah yang t11nbul serta menuangkan program­
program pelaksanaan diadakan pertemuan-pcrtemuan berkala antara kcdua 
be lah pihak. 

3. Alas persetujuan kedua belah pihak dapat di adakan ko nsultasi dengan instansi­
instansi lain yang dipandang perlu dalam menyelesaikan masalah-masalah 
yang dihadap i bcrsama . 

B AB: V 

P E NU T U P 

Pasal 6 

Hal-ha! yang belum te rcakup dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan di­
musyawarahkan oleh kedua be lah pihak . 
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Pasal 7 

Pe rjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda-tangani o leh kedua 
belah pihak . 

PIHAK KEDUA , PIHAK PERT AMA , 

(ACHMAD TIRTOSUDIRO) (PROF. DR. HARYATI SOEBADIO) 
DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA DIREKTUR JENDERAL KEBUDA YAAN 
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DIREKTORAT JENDERAL 
KEBUDAYAAN 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN 
DAN KEBUDAYAAN 

DIREKTORAT JENDERAL PARIWISATA 
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 

NO. 019/A.l/1979 No. : Kep- 08/U/X/79 

KEPUTUSAN BERSAMA 

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA DEPARTEMEN PERHUBUNG AN 

DAN 

Membaca 

Meoimbaog 

DIREKTUR JENDERAL KEBUDA Y AAN 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBU DAYAAN 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN KOMISI KERJASAMA PEM BINAAN DAN 
PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA 

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA 
DAN 

DIREKTUR JENDERAL KE'BUDA Y AAN, 

Naskah kerjasama Direktorat Jenderal Kebudayaan Departcmen 
Pendidikan dan Kebudayaan dengan Direktorat Jenderal Pari· 
wisata Departemen Perhubungan tanggal Yogyakarta 9 Maret 
1979. 

a. bahwa pembinaan dan pengembangan pa riwisata dituj ukan 
untuk meningkatkan penerimaan devisa, mem pe rluas lapang· 
an kerja dan memperkenalkan buday a bangsa; 

b. bahwa memperkenalkan budaya bangsa tersebut di atas 
dilakukan dengan tetap berlandasan dan mem perhatikan 
terpeliharanya kebudayaan serta ke pribadian nasional; 

c. bahwa oleh karena itu pengembangan kebudayaan dan pari· 
wisata perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang terarah 
dan terpadu antara pelbagai pihak yang mempunyai ke­
wenangan karena fungsi dan tugasnya, 

d. bahwa mengingat hal-hal tersebut d1 atas, maka perlu meng­
adakan kerjasama di bidang pembinaan dan pengembangan 
wisata budaya; 

e. bahwa untuk itu dalam rangka pengaturan kerjasarna perlu 
membentuk Komisi Ke rjasama Pembinaan dan Pengembang­
an Wisata budaya dalarn suatu Keputusan Be rsama yang 
dijiwai oleh Naskah Kerj asama tersebut di atas. 
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l . Ketetapall' MPR- RI Nomor : IV /MPR/1978; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; 

3 . Staa tsblad Nomor 238 Tahun 1931; 

4. Keputusan Presiden R.I.: 
a. Nomor 30 Tahun 1969; 
b. Nomor 44 dan 45 Tahun 1974; 
c. Nomor 83/M Tahun 1977; 
d . Nomor 237/M Tahun 1978; 

5; Instruksi Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1969; 

6. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 2 September 
1975 Nomor: Km/415/U/Phb-75; 

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km/147/01.202 
/Phb- 77 tanggal 31 Desember 1977; 

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 
079/0/1975 tanggal 17 April 1975. 

Memorandum Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/ 
Wakil Ketua Bappenas tanggal Yogyakarta 17 Nopember 1973 . 

MEMUTUSKAN: 

Membentuk KOMIS! KERJASAMA PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA, dengan ketcntuan 
sebagai berikut : 

BAB : I 

KEDUDUKAN 

Pasal : 1 

Tanpa mengurangi kewenangan, tugas, wewenang dan tanggung 
jawab pembinaan dan pengembangan secara fungsional masing­
masing pihak, maka Komisi Kerjasama Pembinaan dan Pengem­
bangan Wisata Budaya atau· KKPP Wisata Budaya berkedudukan 
selaku pembantu dan bertanggung jawab kepada Direktur Jen­
deral Pariwisata dan Direktur Jenderal Kebudayaan dalam 
membina dan mengembangkan wisata hudaya. 

BAB : II 

TUGASPOKOK 

Pasal : 2 

KKPP Wisata Budaya bertugas mensinkronisasikan dan me­
madukan pengembangan serta pemanfaatan obyek wisata 
budaya. 



75 

BAB : III 

FU NGS I 
Pasal : 3 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 2, maka 
KKPP Wisata Budaya berfungsi menyusun konsep : 

I . pola perencanaan pembinaan dan pengembangan Wisata 
Buday a yang sistimatis, terarah dan terpadu ; 

2. pola pemanfaatan obyek wisata b udaya dengan te tap mem­
perhatikan penyelamatannya dan pelestarian lingkungan­
nya, serta meningkatkan kesejahteraan seniman dan pamong 
budaya; 

3. strategi peningkatan dayaguna dan hasil guna pembinaan 
serta pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan dengan 
usaha-usaha yang nyata, terarah dan terpadu; 

4. pola pembinaan dan pengembangan wisata budaya di bidang 
pengadaan serta pemanfaatan tenaga, dana dan sarana . 

BAB: IV 

STRUKT UR 
Pasal : 4 

Susunan KKPP Wisata Budaya diatur sebagai berikut 

I. seorang Ketua; 

2. seorang Wakil Ketua ; 

3. seorang Sekre tar is; 

4 . seorang Wakil Sekretaris; 

5. dan dibantu oleh beberapa anggota yang secara fu ngsional 
membidangi : 
5. 1. pendidikan. 
5.2. informasi dan dokumentasi ; 
5.3. pengembangan dan penye lematan obyek wisata 

budaya; 
5 .4. pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat ; 
5 .5. pengadaan dan pemanfaatan tenaga , dana serta sarana. 

BAB : V 

TATA KERJA 
Pasal : S 

I. KKPP Wisata Budaya wajib mengadakan rapat berkala. 

2. KKPP Wisata Budaya dapat mengadakan rapat konsu ltasi 
dengan lain-lain instansi yang dipandang perlu. 

3. Segala hasil perumusan Pasal 3, yang merupakan pe laksanaan 



Kedu:i 

76 

kerjasama ini diperlukan persetujuan dari masing-masing 
pejabat :l'llng mempunyai otoritas untuk itu sesuai dengan 
jenjang struktur yang berlaku. 

4. KKPP Wisata Budaya wajib menaympaikan laporan berkala 
kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan . 

BAB : VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal : 6 

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan sebagai 
akibat dari kerjasama ini diatur dalam anggaran rutin dan 
pembangunan masing-masing Direktorat Jenderal dari mana 
anggaran yang selaras dengan itu . 

BAB: VII 

A TURAN KHUSUS 

Pasal : 7 

Tindak lanjut Keputusan Bersama ini dijabarkan lebih lanjut 
uleh KKPP Wisata Budaya berpedoman pada Pegangan Kerja 
sebagai terlampir. 

BAB: VIII 

PENUTUP 

Pasal: 8 

Hal ha! yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan 
diatur dalam keputusan tersendiri setelah memperoleh per­
sct ujuan dari kedua belah pihak. 

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

DIREKTUR JENDERAL 

PAR!WISATA 

DITETAPKAN DI JAKARTA 
PADA TANGGAL 6 OKTOBER 1979 

DIREKTUR JENDERAL 
KEBUDAYAAN 

ACHMAD TIRTOSUDIRO Prof. Dr. HARYAT! SOEBADIO 
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La mpiran .: Ke putusan Bersama Direk tur Jenderal Pa riwisata 
Departemen Perhubuogan dan Direk tur Jenderal 
Kebudayaan Departemen Peodidikan dan Kebudaya­
an No . : KEP - 08/U/X/79 da n No . : 01 9/A.1 / 1979 
tanggal 6 Oktober 1979 Tentang Pembentukan Ko­
misi Kerjasama Pembinaan da n Peogembangan Wis:i ta 
Budaya . 

PEGANGAN KERJA PELAKSANAAN KERJASAMA 
PEM BINAAN DAN PENGEMBANGAN WISATA BUDA YA 

DIREKTORAT JENDERAL PARIWISATA 
DAN 

DIREKTORAT JENDERALKE BUDAY AAN 

I. PENDAHULUAN 

Sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 7, Keputusan Bersama Direk tur Jenderal 
Pariwisata Departemen Perhubungan dan Direktu r Jenderal Kebudayaan 
Dcpartemen Pendidikan dan Kebuda yaan No. Kep . 08/U/X /79 dan No . : 
019/A.1/1979 tanggal 6 Oktober 1979 , tentang Pembentukan Kom isi Kerja­
sama Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya, maka tindak lanjut Ke ­
putusan Bersama tersebut dijabarkan lebih lanjut ole h KKPP Wisata Budaya 
berpedoman pada Pcgangan Kerja Pelaksanaan Kcrj asama ini . 

Pegangan Kerja ini disusun dengan dijiwai ole h Naskah Kerjasa ma Direk­
torat Jendcral Kebudayaan Departeme n Pendidikan dan Kebudayaan dc ngan 
Direktorat Jenderal Pariwisa ta Departemen Pe rhub ungan yang telah dita nda­
tangani di Yogyakarta pacla tanggal 9 Maret 1979. 

Bab I. pasal 1, Naskah Kerjasama tcrseb ut menvatakan : 

Meningkatkan daya guna dan basil guna pem b1 naan serta penge mbangan 
ke budayaan dan kepariwisataan dengan menye lcnggara kan usa ha-u sa ha 
clan kegiatan yang menyangkut kedua bidang secara sinkron dan terpaclu. 

Saling membantu di dalam pengadaan dan pem an faatan tenaga. dana scrta 
sarana bagi perencanaan , pembinaan dan pe ngembangan kedua hi da11g 
untuk meningkatkan dan memperluas pemanfaa tan ubyek-obyek kehudaya­
dan bagi penge mbangan kepariwisat aan dan ha-, i!-hasil pengembangan kc­
pariwisa taan bagi pemb inaan Jan pengembangan ke budayaan . 

- Meningkatkan dan memperluas koordinasi anta ra instansi yang lingkup 
tugasnya berkai tan dengan pembinaan dan pe ngem bangan ke hudayaan 
dan kepariwisataan. 

Bab Ill. Pasal 4 . Naskah Kerjasama tersehu t menyata kan ba hwa hasil-
hasil ya ng akan dicapai meli pu ti : 

Peningkatan pengetahuan . kctrampilan clan sik ap tenaga pcmbina clan 
pengembang kebudayaan scrta kepariwisataan didasari uleh kcbijakan 
teknis pcmbinaan clan pengembangun kebuda) J.an sc rt a ke bijaku n tekni '> 
')embinaan dan pengembangan kepariwisat aan. 
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Pengembangan dan penyajian obyek pariwisata, berupa peninggalan budaya, 
upacara adat, kesenian dan lain-lainnya diatur bersama tanpa menimbulkan 
masalah-masalah sosial, budaya dan keagamaan. 

- . Publikasi dan dokumentasi yang mempergunakan media cetak, film dan 
elektronika mengenai obyek-obyek wisata budaya mengutamakan sumber 
sumber informasi dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. 

Peningkatan partisipasi masyarakat pada pengembangan kepariwisataan 
diarahkan pula pada partisipasi masyarakat dalam peningkatan penghayatan 
kebudayaan bangsa. 

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pembinaan dan 
pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan secara terkoordinasi dan 
terpadu, maka Pegangan Kerja ini menjadi pedoman KKPP Wisata Budaya di 
dalam menjalankan fungsinya menyusun konsep pola perencanaan pembinaan 
dan pengembangan wisata budaya, pola pemanfaatan obyek wisata budaya, 
strategi peningkatan daya guna dan hasil guna pembinaan serta pengemhang'an 
kebudayaan dan kepariwisataan, pola pembinaan dan pengembangan wisata 
budaya di hidang pengadaan serta pemanfaatan tenaga, dana dan sarana. 

Pola-pola tersebut di atas secara nyata akan dikenakan pada bidang­
bidang garapan sebagai berikut : 

pendidikan; 

informasi dan dokumentasi ; 

·- pengembangan dan penyelamatan obyek wisata budaya serta pelestarian 
lingkungannya; 

pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; 

pengadaan dan pemanfaatan tenaga, dana serta sarana. 

Sistematika Pegangan Kerja dalam menangani bidang-bidang garapan 
terse but di atas adalah : 

permasalahan; 

langkah-langkah: 

Tiap-tfap bagian sistematika mencakup : 

perencanaan ; 

pengembangan ; 

pemanfaatan . 

II . PERMASALAHAN. 

A. PERMASALAHAN PENDIDIKAN 

l. Perencanaan. 

Belum ada rencana yang terpadu untuk : 

a. menyelenggarakan kelembagaan dan forum yang dapat menangani 
pendidikan, atau latihan tenaga pembina dan pengembang wisata 
budaya; 
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b; menyusun sistim pendidikan atau latihan yang menghasilkan tenaga 
pembina dan pengembang wisata budaya; 

c. menyusun kurikulum atau bahan pelaj aran dan latihan beserta sistim 
evaluasinya bagi pendidikan atau latihan te rmaksud ; 

d. Menentukan kwalifikasi pengajar dan peserta pendidikan atau latihan 
berdasarkan jenjang yang relevan dengan wewenang dan jangkauan 
tugas pembina dan pengembang wisata budaya yang bersangkutan; 

e. menangani masalah pembiayaan dan pengendalian pendidikan . 

2. Peogembaogao. 

a. Belum ada inventarisasi , klasifikasi berdasarkan deskripsi yang jelas 
tentang pendidikan tenaga pembina dan pengembang wisata budaya 
berdasarkan kriteria kepentingan pembinaan dan pengembangan 

• kebudayaan nasional maupun kepentingan pembinaan dan pengem­
bangan kepariwisataan. 

b. Belum ada pengembangan pendidikan wisata budaya yang terarah 
dan terpadu secara kwantitatip dan kwali tatip untuk mencukupi 
kebutuhan tenaga pembina dan pengembang wisata budaya yang 
sinkron dengan rencana pembinaan dan pengembangan kebudayaan 
nasional dan kepariwisataan . 

3 . Pemaofaatao . 

Masih kurangnya pemanfaatan jalur pendidikan yang telah ada , baik 
fonnal maupun non-formal , diluar bidang kebudayaan dalam arti sempit 
dan kepariwisataan , untuk menanamkan sikap sadar wisata yang tepat 
dan secara tidak langsung menunjang program pembinaan dan pengem­
bangan wisata budaya. 

8 . PERMASALAHAN INFORMASI DAN OOKUMENTASI 

1. Pereocaoaao . 

Belum ada rencana yang terpadu untuk : 

a. menghasilkan pustaka wisata budaya yang informatif, edukatip 
dan mencerminkan aspirasi bangsa Indonesia dalam bidang kebudaya­
an untuk berbagai jenis wisatawan . 

b. mengembangkan sumber data dan informasi yang khusus untuk 
kegunaan penulisan berbagai jenis dan ragam pustaka wisata budaya. 

c. menyusun pola penerbitan dan distribusi pustaka wisata budaya. 

d. mengendalikan pola penulisan dan gaya penulisan pustaka wisata 
budaya dalam hubungan dengan butir {a). 

2 . Peogembaogao. 

a. · Belum ada studi yang tuntas dan terpadu untuk menyusun inventari­
sasi jalur media massa yang dapat digunakan untuk penyebaran infor­
masi mengenai wisata buday,a qan lingkungan jangkauannya ditinjau 
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dari kepentingan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional 
c.ian kepariwisataan. 

b. Adanya masalah biaya dalam menghasilkan media informasi wisata 
budaya, khususnya yang bersifat bahan tulisan dan lukisan, sehingga 
hasilnya belum terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. 

c. Adanya kecenderungan pada petugas maupun masyarakat untuk 
mengabaikan informasi tertulis yang tepat dan teliti dalam melaku­
kan wisata budaya. 

3. Pemanfaatan . 

Belum sepenuhnya dimanfaatkan: 

a. fasilitas atau forum penyebaran informasi sepcrti forum penataran 
dilingkungan instansi pemerintah, konvensi , terminal lalu lintas 
darat, Jaut maupun udara dan sebagainya. 

b. sumber-sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

C. MASALAH PENGEMBANGAN DAN PENYELEMATAN OBYEK WISATA 
BUDAY A SERT A PELESTARIAN LINGKUNGANNY A. 

I . Perencanaao. 

a. Perencanaan obyek wisata budaya belum menjangkau sebagian besar 
obyek wisata budaya secara tuntas. 

b . Khusus obyek wisata budaya yang masih berfunsgi dan masyarakat 
lingkungannya, masih perlu perencanaan yang Jebih integral yang me­
lipu ti penyelamatan obyek wisata budaya serta pelestarian lingkungan­
nya, dan kesejahteraan lahiriah maupun batiniah masyarakatnya. 

c. Masih perlu pendekatan interdisipliner dalam penyusunan rencana 
penyelematan obyek wisata budaya dan pelestarian lingkungannya. 

d. Kurang terpadunya tahap studi kelayakan yang mendahului pe­
rencanaan penyelamatan obyek wisata budaya dan pelestarian 
lingkungannya. 

e. Masih kurang terpadunya perencanaan prasarana pisik maupun non 
pisik di bidang wisata budaya. 

2. Peogembaogao. 

a. Pengembangan obyek wisata budaya yang telh berfungsi belum 
berdasarkan pola terpadu yang mantap, sehingga banyak timbul 
masalah yang akibatnya merugikan. 

b . Tidak selalu adanya pola terpadu yang mantap dapat mengundang 
timbulnya masalah yang disebabkan .. oleh sikap berbagai petugas 
dan anggota masyarakat yang sering menyuarakan kepentingan 
yang tidak serasi dengan tujuan pembinaan dan pengembangan ke­
budayaan nasional dan kepariwisataan. 
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bangan kebudayaan nasional dan kepariwisataan . 

c. Pengadaan dan pemanfaatan tenaga , dana serta sarana yang terarah 
dan terpadu antara kedua instansi belu m dikembangkan. 

3. Pemanfaatan. 

a. Pemanfaatan potensi tenaga yang te lah ada di bidang kebudayaan 
maupun kepariwisataan untuk memantapkan pelaksanaan program 
wisata budaya masih kurang terarah , 

b. Pemanfaatan tenaga, dana serta sarana yang ada pada kedua instansi 
untuk pembinaan <lan pengcmbangan wisata hudaya, belum dilakukan 
secara terarah dan terpadu . 

III. LANGKAH-LANGKAH. 

A. LANGKAH-LANGKAH PENDIDIKAN. 

l . Perencanaan. 

a. Merencanakan pemantapan kc lcmbagaan agar dapat menghasilkan 
tenaga-tenega berbagai tingkat yang diperlukan untuk membina, 
mengembangkan dan mengkelola wisata budaya dengan mu tu profesi­
onalisme yang tinggi. 

b. Merencanakan suatu sistim yang te rpadu untuk mcndidik , melatih 
dan menatar melalui jalur non-formal, tenaga berbagai tingkat yang 
diperlukan untuk membina, mengembangkan dan mengkelola wisata 
budaya dengan keterampilan dan motivasi yang memadai. 

c. Merencanakan suatu pola yang te rpadu untuk menghasilkan kuri­
kulum bahan pelajaran dan latihan tenaga pembina, pengembang <lan 
pengkelola wisata budaya beserta cara evaluasinya yang disesuaikan 
dengan tingkat dan bobot pengetahuan yang diperlukan. 

d. Merencanakan pengadaan dan pengembangan tenaga pengajar, pelatih 
dan penatar di bidang wisata budaya menurut kebutuhan. 

e. Menyusun rencana yang terpadu untuk menjamin kelestarian dan 
daya guna kelembagaan yang mendidik, melatih, atau menatar tenaga 
pembina dan pengembang wisata budaya termasuk masalah pem­
biayaan dan pengendaliannya. 

2 . Pengembangan. 

a. Mengembangkan studi terpadu yang cukup dalam dan luas untuk 
menghasilkan inventarisasi dan klasifikasi yang mencerminkan per­
paduan kriteria berdasarkan kepentingan pembinaan dan pengem­
bangan kebudayaan nasional, pelestarian warisan budaya , dan ke­
pentingan pengembangan kepariwisataan. 

b. Mengembangkan tenaga pembina, pengembang dan pengkelola wisata 
budaya secara kwantitatip maupun kwalitatip berdasarkan realita 
yang sesuai dengan taraf kemajuan pembinaan dan pengembangan 
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c. Kegiatan terhadap obyek wisata budaya yang bertitik singgung dan 
tumpang tindih antara bidang kebudayaan dan kepariwisataan belum 
diidentifikasikan dan diformulasikan secara tuntas untuk memungkin· 
kan penanganan secara terpadu . 

3. Pemanfaatan . 

a. Belum sepenuhnya dikembangkan pemanfaatan obyek-obyek wisata 
budaya. 

b. D<tlam memanfaatkan obyek-obyek wisata budaya belum sepenuhnya 
memperhatikan penyeleamatan dan pelestarian lingkungan . 

D. MASALAH PARTISIPASI MASYARAKAT. 

1. Perencanaan. 

Belum ada studi pendahuluan maupun studi kelayakan yang tuntas untuk 
dasar rencana partisipasi masyarakat , khususnya dalam aspek budaya 
dari wisata budaya. 

2. Pengembangan 

Partisipasi masyarakat pada pengembangan kepariwisataan dan pe­
ningkatan penghayatan kebudayaan bangsa belum terarah, belum mantap 
dan belum terpad u. 

3. Pemaofaatan. 

a. Pemanfaatan berbagai potensi dalam masyarakat untuk pembinaan 
dan pengembangan wisata budaya belum terlaksana berdasarkan 
pola yang serasi . 

b. Pemanfaatan berbagai potensi struktural organik di bidang kebudaya­
an yang mempunyai jangkauan di masyarakat belum terpadu. 

E. MASALAH PENGADAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA DANA 
SERTA SARANA. 

I . Perencanaan. 

Belum ada perencanaan yang terpadu mengenai pengadaan dan peman­
faatan tenaga , dana serta sarana untuk pembinaan dan pengembangan 
wisata budaya. 

2 . Pengembangan. 

a. Belum ada inventarisasi, klasifikasi berdasarkan deskripsi yang jelas 
tentang tenaga pembina dan pengembang wisata budaya berdasarkan 
kriteria kepentingan pembinaan dan pengembangan kebudayaan 
nasional maupun kepentingan pembinaan dan pengembangan ke­
pariwisataan , 

b. Belum ada pengembangan yang terarah dan terpadu secara kwantitatip 
dan kwalitatip dari kebutuhan tenaga pembina dan pengembang 
wisata budaya yang sinkron dehgan rencana pembinaan dan pengem-
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wisata budaya melalui jalur formal m aupun non-formal. 

c. Mengembangkan penggarapan generas1 muda secara terarah dan ter­
padu agar sikap sadar wisata budaya yang tepat segera mereka miliki 
dan menjadikan mcreka tenaga wisata budaya yang po tensial. 

3. Pemanfaatan . 

a. Memanfaatkan secara terarah dan terpadu para peminat , ahli serta 
pelaku kebudayaan dan ahli kepanwisataan di lingkungan instansi 
pemerintah maupun masyarakat untuk menunjang pengadaan tenaga 
pembina, pengembang dan pengkelola wisata budaya . 

b. Memanfaatkan jalur pendidikan formal maupun non-formal diluar 
bidang kebudayaan dan kepariwisataan untuk menciptakan sadar 
wisata budaya dan tenaga non-fo rmal pembina dan pengembang 
wisata budaya. 

(Misalnya pendidikan tenaga pemer111tah daerah , pendidikan tata 
kota, pendidikan pelestarian lingkungan , kelompok pencinta alam 
pramuka dan lain-lain sebagainya yang dinilai ada kaitannya dengan 
usaha pembinaan dan pengembangan wisata budaya). 

c. Memanfaatkan kegiatan wisata remaJ a sebagai wahana pendidikan 
sadar wisata budaya. 

B. LANG KAH-LANGKAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

I . Pereocanaan . 

a. Merencanakan pola dasar pustaka w1sata budaya yang mengandung 
pokok-pokok : 

informasi yang tepat dan teliti; 

nilai edukatip , karena m-e-ncerm111kan aspirasi bangsa Indonesia 
dalam bidang kebudayaan , baik pembinaan , pengembangannya 
mau pun pelestarian warisan buday any a; 

pengarahan tentang sikap be rwisata budaya yang tepat dan serasi 
dengan tata nilai dan tata susila masyarakat. 

b. Merencanakan pola dasar berbaga1 buku petunjuk wisata budaya 
berdasarkan sifat khusus berbagai jenis obyek wisata budaya . 

c. Merencanakan suatu Pusat Data yang khusus menjadi sumber infor­
masi untuk penyebaran keterangan atau promosi wisata budaya , 
baik melalui bahan cetak , gambar mau pun film dan radio, atau media 
elektronik yang lain. 

d. Merencanakan suatu pola pengawasan/penilaian beserta pelaksanaan­
nya atas mutu out put bahan info rmasi dan promosi wisa ta budaya 
secara terpadu. 

e. Merencanakan secara terpadu po la produksi dan distribusi bahan 
informasi dan promosi wisata budaya 
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2. Pe11gemba11ga11. 

a. Mengembangkan suatu studi yang terpadu dan tuntas mengenai 
jalur media massa dan tcnaga pengasuhnya , yang dapat digunakan 
untuk mcnyebarkan pcngertian dan informasi mengenai wisata 
budaya, baik ditinjau dari kepentingan pembinaan , dan pcngembangan 
kebudayaan nasional maupun pelestarian warisan budaya dan ke­
pariwisalaar. . 

b. Mengembangkan keahlian menulis kepustakaan untuk informasi 
ma~pun promosi wisata budaya melalui berbagai cara , hingga ber­
bentuk profesionalismc dalam bidang tersebut di kalangan penulis 
Indonesia khususnya , masyarakat pada umumnya. 

c. Mengembangkan kwantitas dan kwalitas kepustakaan wisata budaya 
khususnya yang dapat dijangkau daya beli masyarakat Indonesia , 
clisamping yang clit ujukan pada wisatawan asing . 

d. Menerbitkan bulletin ticlak berkala se<.:ara terpadu yang berisi per­
aturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang kebudayaan 
dan kcpariwisataan scbagai pegangan para petugas yang berhubungan 
se<.:ara langsung a tau tidak langsung dengan pcmbinaan. pengembang­
an dan pengkelola~.n wisata budaya. 

e. Mengembangkan apresiasi yang tepat dikalangan masyarakat , petugas 
dan wisatawan terhadap pustaka wisata budaya . 

3 . Pema11faata11 . 

;; . Memanfaatkan secara maksimal semua kesempatan dan tempat 
yang sesuai untuk menyebar 1uaskan pustaka wisata budaya . 

b . Memanfaatkan secara maksimal berbagai sumber untuk mengumpul­
kan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dcngan wisata 
budaya, agar dapat digunakan sebagai umpan balik untuk melengkapi 
Pusat Data Wisata Budaya , baik sumber di dalam negeri maupun di 
luar negeri. 

c. Memanfaatkan pustaka wisata budaya negara lain sebagai bahan 
perbandingan. 

d. Memanfaatkan segala jenis media massa untuk pembinaan dan 
pengembangan wisata budaya. 

C. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN DAN PENYELAMATAN 
OBYEK WISATA BUDA YA SERTA PELESTARIAN LINGKUNGANNYA . 

I . Pere11ca11aa11. 

a. Menyusun pola perencanaan pengembangan obyck wisata budaya 
secara antar bidang dan interdisipliner untuk memperoleh hasil 
studi kelayakan yang tuntas dan terpadu, dengan mempertimbangkan 
urutan prioritas pengembangan Daerah Tujuan Wisata dan urutan 
prioritas pengembangan bidang kebudayaan scrta usaha penyelcmatan 
warisan budaya dan pelestarian lingkungannya. 
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h. Menyusun po la pe rencanaan khusus untu k pc ngem bangan obyek 
wisata budaya yang bernpa monu me n yang masih berfungsi, pe­
mukiman/lingkungan masyarakat trad iswnal dan sejenisnya, secara 
antar bidang dan inter<lisipliner un tu k mcm pcro leh hasil studi ke­

layakan yang tuntas dan terpadu dengan me mpertimbangkan pcm­
binaan masyara kat yang bersangkutan, baik dari scgi sosial , ekonomi 
maupu n bu<laya dan keagamaan. 

c. Menyusun konsep pnla kebijakan 1mum yang terpadu dan antar 
hidang untuk menghasilkan peraturan yang terpad u mengenai pem­
binaan dan pengembangan berhaga1 obyek wisata budaya untuk 
pegangan para petugas lapangan. 

2 . Pe11gemba11g:rn . 

a. Mengadakan evaluasi sccara tcr padu da n tuntas pe ngembangan obyek 
wisat a budaya yang telah berfungsi untuk pcngembangan selanjutnya 
sch ingga bcrjalan dengan serasi dan menjamin ke lestariannya. 

b. Menyempurnakan dan memantapkan ke lembagaan /forum yang mcng­
ke lola obyek wisat a budaya , hik di daerah maupun di pusat. 

c, Memadukan pengembangan pusat-pusat pembinaan kebudayaan 

dan pusat-pusat kegiatan wisata buday a sehingga kcgiatannya saling 
menunjang dan membawa manfaat sosial, ckonomi dan budaya 

pada masyarakat. 

d. Khusus mengenai pengembangan ob ye k peningkatan sejarah dan ke­
purbakalaan perlu diperhatikan kasus de mi kasus. 

3 . Pemaofaatan . 

a. Memanfaatkan hasil pembinaan dan pengem bangan kesenian yang 
telah diseleksi sebagai obyek wisata b udaya . 

b. Memanfaatkan usaha pelestarian wari san buday a yang telah diseleksi 
se bagai obyek wisata budaya, khusus untuk mem perlihatkan peng­
hargaan dan tanggung jawab terhadap warisan budaya bangsa . 

c. Memanfaatkan aspek-aspek khusus kebudayaan suatu daerah sebagai 
unsur pcmberi suasana khas pada wisata budaya secara selektip . 

d. Meningkatkan usaha pcnyelamatan dalam pemanfaa tan obyek wisata 
budaya. 

D. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT. 

l. Perencanaao . 

a. Perlu mengadakan stu di antar bidang interdisipliner yang tc rpadu 
dan tuntas untuk merencanakan pola kebijaksanaan tentang jcnis 
partisipasi, bidang partisipasi dan jangkauan partisipasi masyarakat, 
baik sebagai kelompok maupun pe ro rangan. 
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b. Selanjutnya perlu direncanakan usaha memasyarakatkan pengertian 
yang benar mengenai kepariwisataan pada umumnya dan wisata 
budaya pada khususnya. 

c. Perlu direncanakan pola kebijakan khusus yang mengarahkan parti­
pasi masyarakat dalam kegiatan wisata budaya, agar tidak berakibat 
negatif terhadap usaha pembinaan dan pengembangan Kebudayaan 
Nasional dan usaha pelestarian warisan budaya. 

2. Pengembangan. 

a. Pengembangan partisipasi masyarakat harus dilaksanakan secara 
berhati-hati , langkah demi langkah, tahap demi tahap sesuai dengan 
kondisi daerah dan masyarakat yang bersangkutan. 

b. Pengembangan partisipasi masyarakat harus disertai dengan penge m­
bangan motivasi yang serasi dan seimbang antara motivasi kome rsial 
dan cita-cita non-komersial. 

c. Pengembangan partisipasi masyarakat jangan sampai menimbulkan 
ketimpangan dalam memperoleh penghasilan hingga menimbulkan 
keresahan sosial. 

3. Pemanfaatan. 

a. Pemanfaatan industri pariwisata dan penunjangnya untuk turut 
meningkatkan mu tu seni budaya dan pelestarian ohyek wisata budaya. 

b. Pemanfaatan kelompok-kelompok pencinta budaya untuk turut men­
jaga mu tu seni budaya dan µelestarian obyek wisata budaya. 

c. Pemanfaatan tokoh-tokoh kebudayaan untuk turut menjelaskan 
hakekat wisata budaya . 

d. Pemanfaatan masyarakat pengrajin dan para pembinanya untuk tetap 
menjaga mutu seni kriya dan menjamin pembagian penghasilan 
yang adil dari hasil industri pariwisata. 

e. Dal am pemanfaatan partisipasi para seniman agar selalu terjaga mu tu 
penyajiannya dan taraf penghasilannya. 

f. Pemanfaatan hubungan antara instansi resmi bidang kebudayaan 
maupun kepariwisataan dengan masyarakat, sebagai jalu r umpan 
balik untuk memonitor perkembangan partisipasi masyarakat. 

g. Pemanfaatan kelompok sosial budaya dan lembaga sosial tertentu 
lainnya sebagai wadah umpan balik perkembangan partisipasi masya­
rakat. 

E. LANGKAH-LANGKAH PENGADAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA, 
DANA SERT A SARANA 

1. Perencanaan. 

Perlu merencanakan konsep pola kebijakan yang terpadu tentang peng-
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adaan dan pernanfaatan tenaga, dana serta sarana yang dirniliki oleh ke­
dua instansi, guna pernbin<W'l dan pengernbangan wisata budaya. 

2. Pengembangan. 

Pengadaan dan pemanfaatan tenaga, dana serta sarana untuk pernbinaan 
serta pengernbangan wisata budaya, perlu dikembangkan secara terpadu 
diantara kedua instansi dengan rnenentukan bersarna ke butuhan dan 
persyaratan . te rmaksud. 

3. Pemanfaatan . 

Pemanfaatan secara terpadu atas tenaga, dana se rta serana yang dimiliki 
oleh kedua instansi untuk keperlu an pernbinaan dan pengembangan 
wisata budaya perlu dikembangkan . 

IV. PE NU TUP. 

Pegangan kerja ini merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan 
Bersama Direk tur Jenderal Pariwisata Departe rnen Perhubungan dan Direktur 
Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. Kep-
08/U/X/79 dan No. : 01 9/A.1/1979 tanggal 6 Oktober 1979, tentang Pem­
bentukan KKPP Wisata Budaya . 

DIREKTUR JENDERAL 

PARIWISATA 

AC HMAD TIRTOSUDIRO 

DIREKTUR JENDERAL 
KEBUDAYAAN 

Prof. Dr. HARYATI SOEBADIO 
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DIREKTORA T JENDERAL KEBUDA Y AAN 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN 

DIREKTORAT JENDERAL 
PARIWISATA 

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN. 

NO.: 020/A.l/1979 No. : Kep . 09/U/X/79 

KEPUTUSAN BERSAMA 

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 

DAN 

Membaca 

DIREKTUR JENDERAL KEBU~ Y AAN 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 

TENTANG 

PENGANGKAT AN KEANGGOT AAN KOMISI KERJASAMA 
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA 

DIREKTUR JENDERAL P ARIWISAT A DAN 
DIREKTUR JENDERAL KEBUDA Y AAN 

Naskah kerjasama Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan dengan Direktorat Jenderal Pari­
wisata Departemen Perhubungan tanggal 9 Maret 1979. 

Menimbang a. bahwa telah ditanda tangani Keputusan Bersama Direktur 
Jenderal Pariwisata Departemen Perhubungan dan Direktur 
Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Ke­
budayaan pada tanggal 6 Oktober 1979 Nomor Kep- 08/ 
U/X/79 dan Nomor : 019/A.1/1979; 

Memperha tikan 

Mengingat 

b . bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Bersama 
tersebut sub a, khususnya pasal 4 Bab IV, maka dipandang 
perlu mengangkat keanggotaan Komisi Kerjasama Pembinaan 
dan Pengembangan Wisata Budaya. 

Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan 
Kerjasama Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pen­
didikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pariwisata 
Departernen Pe rhubungan di Solo tanggal 24 Juli 1979. 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974; 

2. Monumcnten Ordonnantie Staatsblad Nomor 238 Tahun 
1931 ; 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia: 

a. Nomor 30 Tahun 1969; 
b. Nomor 44 dan 45 Tahun 1974; 



Meoetapkao 

PERT AMA 

KEDUA 

KE TI GA 

KEEMPAT 

89 

c. Nomor 83/M Tahun 1977; 
d. Nomor 237/M Tahun 1978 ; 

4 . Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomo r 9 Tahun 1969: 

5. Keputusan Menteri Perhubungan : 

a. Tanggal 2 September 1975 , 
Nomor : Km /415/U/Phb- 75; 

b . Tanggal 31 Desember 1977 
Nomor: Km/147/01 /202/Phb - 77; 

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
079/0/1975 tanggal 17 April 1975 . 

7. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pariwisata Departe men 
Perhubungan dan Direktur Jenderal Kebudayaan Departe men 
Pendidikan dan Kebudayaan No mor : Kep - 08/U/X/79 dan 
Nomor: 019/A .1/1979 tangga l 6 Oktobe r 1979. 

MEMUTUSKAN : 

Mengangkat inereka yang nama-namanya te rcantum dalan1 
Lampiran Keputusan ini sebagai anggota Komisi Kerjasama 
Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya yang bertugas 
sebagaimana tersebut pada Keputusan Bersama Direktur Jen­
deral Pariwisata Departemen Pe rhub ungan dan Direktur Jen­
de ral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
tanggal 6 Oktober 1979 Nomor : Kep- 08 /U/X/79 dan Nomor: 
019/A.1/ 1979. 

Segala sesuatu yang be rhubungan dengan pembiayaan sebagai 
akibat dari Keputusan ini diatu r dalam anggaran rutin dan pem­
bangunan masing-masing Direktorat Jenderal dari mata anggaran 
yang selaras untuk itu. 

Hal-ha! yang belum diatur da lam Keputusan ini akan diatur 
dalam Keputusan tersendiri setelah memperoleh pe rsetujuan 
dari kedua belah pihak . 

Keputusan ini mulai berki.ku pada tanggal ditetapkan. 

DITETAPKAN DI JAKARTA 

PADA T ANGG AL 6 OKTOBER 1979 

DIRE.KTUR JENDERAL 
PARIWISATA 

DlREKTUR JENDERAL 

KEBUDA YAAN , 

ACHMAD TIRTOSUDIRO Prof. Dr. HARYATI SOEBA DI O 
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LAMPIRAN Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pariwisata 
Departemen Perhubungan dan Direktur Jenderal 
Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Ke­
budayaan. 

Nomor: Kep-09/U/X/79 dan 

Nomor: 020/A.1/1979 

Tanggal : 6 Oktober 1979 

SUSUNAN KEANGGOT AAN KKPP WISAT A BUDAY A 

1. Ors. Soekarsono 
Direktur Bina Pelayanan Wisata Direktorat 
Jendera/ Pariwisata. 

2. Ors. Bastomi Ervan 
Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan. 

3. Sutarso , S.H. 
Kepala Bagian Efisiensi Tatalaksana Direk­
torat Jendera/ Kebudayaan. 

4. Ors. Supangkat Broto 
Kepala Sub Direktorat Aneka Wisata Direk­
torat Bina Pelayanan Wisata. 
Direktorat Jenderal Pariwisata. 

5. Ors. Bambang Sumadio 
Direktur Museum Nasional dan 
Ors. Hanafi 
Kepala Pu sat Pendidikan dan f,atihan 
Pariwisata Jenderat .lenderal Pariwisata. 

6. Ors. P. Wayong 
Kepala Bidang Geografi Budaya Pusat 
Penelitian Sejarah dan Budaya Direktorat 
Jenderal Kebudayaan dan 
Ors. H. Supriadi 
Kepala Sub Direktorat Bimbingon Masya­
rakat, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat 
Bina Pemasaran Wisata, Dir- ]end Pariwisata. 

7. Ors. Uka Tjandrasasmita 
Direktur Direktorat Sejarah dan Purbakala, 
Direktorat .lenderal Kebuday aan dan 
Ora. Cri Murti Adhi 
Direktur Bina Pemasaran Wisata Direktorat 
Jcnderal Pariwisata. 

- sebagai Ketua ; 

sebagai Wakil Ketua; 

- sebagai Sekrctaris; 

- sebagai Wakil Sekretaris; 

sebagai anggota, yang 
membidangi bidang pen­
didikan; 

sebagai anggota, yang 
membidangi bidang in­
formasi dan dokumen­
tasi; 

sebagai anggota , yang 
membidangi bidang pem­
binaan dan pengembang­
an dan pcnyelamatan 
obyek wisata 1.Judaya: 
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8. Ors . Suwandono 
Direktur Direktorat Pembinaan Kesenian 
Direktorat Jenderal Kebudayaan dan 
Ors. Baginda 0 . Sinurat 
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Pariwisata, Direktorat Jenderal Pariwisata. 

9. E. Sudiardjo, S.H. 
Kepala Bagian Tata Usaha Direktorat 
Pengembangan Kesenian Direktorat Jenderal 
Kebudayaan dan 
Ors. Andi Mappisammeng 
Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jen­
deral Pariwisata. 

DIREKTUR JENDERAL 
PARIWISATA 

ACHMAD TIRTOSUDIRO 

- sebagai anggota, yang 
- membidangi bidang pem-

binaan dan pengembang­
an partisipasi masyara­
kat ; 

scbagai anggota, yang 
membidangi bidang peng­
adaan dan pemanfaatan 
tenaga, dana serta sa­
rana. 

DITETAPKAN DI JAKARTA 

PADA T ANGGAL 6 Oktober I979 

DIREKTUR JENDERAL 
KE BUDAY AAN, 

Prof. Dr . HARYATI SOEBADIO 
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KEPUTUSAN BERSAMA 

DIREKTUR JE~DERAL KEBUDAY AAN 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

DAN 

DIREKTUR JENDERAL RADIO- TELEVISI- FILM 
DEPARTEMENPENERANGAN 

NOMOR: 015/A.1/ 1981 

NOMOR : 010/KEP/DIRJEN/RTF/ 1981 

TENTANG 

PENGANGKATAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PEMBINAAN , 
PENGEMBANGAN DAN PENYEBARLUASAN KEBUDAY AAN NASIONA 

MELALUI SARANA RADIO , TELEVISI DAN FILM 

DIREKTUR JENDERAL KEBUDA Y AAN 
DEP ARTEMEN PEN DID I KAN DAN KEBUDA Y AAN 

DAN 

DIREKTUR JENDERAL RADIO- TELEVISI- FILM 
DEPARTEMENPENERANGAN 

Membaca : Naskah Kerjasama Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan dengan Direktorat Jenderal Radio -­
Televisi Film , Departemen Penerangan, tanggal 14 Oktober 1979 . 

Meoimb'lng : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal 
Kebudayaan , Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Di ­
rek tur Jenderal Radio - Televisi - Film, Departemen Penerangan 
tanggal 14 Desember 1979 , Nomor : 029 / A.I / 1979 dan Nomor: 
I 8 / KEP/ DIRJEN/RTF/1979, ten tang Pembentukan Tim Koordi­
nasi Pembinaan , Pengembangan dan Penyebarl uasan Kebudayaan 
Nasional melalui sarana Radio , Televisi dan Film bescrta perubah­
annya; 

b. bahwa sebagai pelaksanaan \ebih lanj ut Keputusan Bersama tcr­
sebut pada sub a di atas , maka dipandang perlu mengangkat Ke ­
anggotaan Tim Koordinasi Pembinaan_, Pengembangan dan Pe­
nyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui sarana Radio , Telcvisi 
dan Film . 

Meogingat : I. Keputusan Prcsidcn Republik Indonesia : 

a. Nomor 44 dan 45 Tahun 1974; 
b. Nomor 27 /M Tahun 1975: 
c. Nomor 237/M Tahun 1978. 
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2. Keputusan Menteri Penerangan tanggal 20 Mei 1975 Nomor 
55 A/ KEP/MENPEN/ 1975 dan Nomor . 55 B/KEP/MENPE / 
1975: 

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Ke hudayaan tanggal 11 Sep­
te mber I 980 Nomor : 0222 e/0/1980: 

4. Keputusan Be rsama Direktu r Jenderal Kebudayaan Departemcn 
Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Rad io Televisi 

Film, Departemen Penerangan : 

Nomor : 028 /A.1 / 1979 
a. 

Nomor: 17/KEP/DIRJEN/RTF/ I 979 

Nomor: 029 /A.1/ 1979 

b. Nomor : 18/KEP/DIRJEN/RTF / 1979 
dengan perubahannya; 

Nomor: 014/A.l/I 979 c. ~~~~--'-~-'--~~~~~~-
Nomor : 09 /KEP/DIRJEN/RTF /198 1 

MEMUTUSK AN : 

PERTAMA : Mengangkat pejabat-pcjabat yang tercant u'n dalam lampiran Surat 
Keputusan ini scbagai anggota Tim Koordmasi Pembinaan, Pengem­
bangan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional mela lui sarana 
Ra dio, Televisi dan Film yang selanjutnya dalam Surat Keputusan 
Be rsama ini disebut "Tim Kerjasama" . 

KEDUA : Tugas pokok Tim Kerjasama adalah melaksanakan Pasal 3 Bab llL 
Su ra t Keputusan Bersama Direktur Jendcral Kebudayaan , Departemcn 
Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio Televisi 
Film, Departemen Penerangan Nomor : 029/A.l /I 979 dan Nomor : 
18/KEP/DIRJEN/RTF I 1979 . 

KETIGA : Un tuk dapat melaksanakan Tugas Pukok te rsebut Pasal " KEDUA " 
bila dianggap perlu Tim Kerjasama dapat membentuk Panitia/Sub 
Tim/Bidang Teknis Khusus . 

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerj asama berpedoman kepada 
Pokok-pokok Pcdoman Kerja Tim Koordmasi Pembinaan, Pengcrn ­
bangan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui sarana 
Radio, Televisi dan Film, scbagaimana terlampir da lam Keputusan 
Be rsama Direktur Jenderal Kebudayaan dan Direktur Jendcral Radio 
Tele visi - Film Numor : 029 / A.I / 1979 dan No mor: 18/KEP/DI RJ EN/ 
RTF/ 1979 tanggal 14 Descmber 1979 terse but. 

KE LIM A : Tim Kerjasama diwajibkan untuk memberikJn laporan ter tu lis ten tang 
hasil perkembangan usahanya setiap tahun sekali , atau sewaktu-waktu 
apab ila diminta kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dan Direk tur 
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Jenderal Radio - Televisi - Film . 

KEENAM : Pembiayaan sebagai akibat dari Keputusan Bersama ini dibebankan 
kepada anggaran masing-masing Direktorat Jenderal. 

KETUJUH : Hal-ha! yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur 
dalam keputusan tersendiri setelah memperoleh persetujuan dari 
kedua belah pihak. 

KEOELA-
PAN : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

DIREKTUR JENDERAL 
RADIO- TELEVISI- FILM 

DEPARTEMEN PENERANGAN 

DRS. SUM AD I 

Ditetapkan di : JAKARTA 

Pada tanggal : 13 APRIL 1981 

DIREKTUR JENDERAL KEBUDA Y AAN 

, DEP ARTEMEN 

PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 

PROF.DR.HARYATISOEBADIO 
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LAMPIRAN: Surat Keputusao Bersama Di rektur Jeode ral 
Kebudayaan , Departemeo Peodid ikan dan 
Kebudayaan d:Jo Direktur Jeodera l Radio-­
Televisi - Film , Departemeo Peoerangao . 

Nomor: 
0 15/A.I . 1981 

0 10/KEP/ DIRJEN/ RTF/ l 981 

Taoggal : 13 APRIL 1981 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDIN ASI PEMB INAAN, 
PENGEM BANGAN DAN PENYEBARLUASAN KEB UDAYAAN NASIONAL 

MELALU I SARANA RADIO , TELEVJSI DAN FILM 

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Radio­
Televisi - Film. 

2. Sekretaris Direktorat Jendera l Kebudaya­
an. 

3 . Ketua Harian Tim Koordinasi Siaran 
Direktora t Jeoderal Kebudayaao 

4 . Kepala Sub Direktorat Siarao Direktorat 
Televisi 

S. Dlrektur Radio 

b . Dircktur Televisi 

7 . Direktur Pusa t Produksi Film Negara 

8 . Oirektur Pembioaao Film 

9 . Oirektur Sejarah da o Nilai Tradisiooal 

10 . Direktur Keseoiao 

11 . Direktur Permuseuma o 

12. Direktur Perlinduogan dan Pembinaan 
Penioggalao Sejarah dao Purbakala 

13 . Direktur Pembioaan Penghayat Keper­
cayaao Terhadap Tuhan Yang Ma ha Esa . 

14 . Ke pa la Pu sat Peoelitian Arkeo logi 

Nasional. 

I S. Kepala Pusat Pembinaan dan Pengem­
banga n Bahasa 

16 . · Kepala Pusat Pembinaan Perpustakaan 

17. Direktur Peneraoga n Rakyat Departemen 

Penera ogao 

18 . Kepala Biro Hukum dan Hu bungao 
Masya rakat, Dep. P dao K 

se bagai Ketu a I merang­
kJ p anggo ta ; 

sebagai Ketua II me­
rJngkap anggota: 

st• bagai Sekretans 
rncrangkap anggo ta ; 

Sebaga1 Sek retaris II 
11erangkap anggo ta. 

se bagai anggota ; 

- s ·bagai anggota ; 

- se bagai anggota·: 

s,• bagai anggota : 

s bagai anggota. 

- st• bagai anggota . 

- se bagai anggota : 

;e bagai anggota : 

se bagai anggota : 

se bagai anggota , 

sebagai anggota ; 

se bagai anggota : 

- se bagai anggota , 

- sebagai anggota ; 



19. Kepala Stasiun Televisi RI Jakarta 

20. Kepala Stasiun RRI Jakarta 

21 . Pemimpin Proyek Media Kebudayaan 
Jakarta 

22 . Kepala Bagian Perencanaan , Direktorat 
Jenderal Kebudayaan 

23. Kepala Sub Direktorat Siaran Dalam 
Negeri, Direktorat Radio 

24 . Kepala Bidang Produksi Pusat Produksi 
Film Negara 

25 . Kepala Bagian Penyusu~an Program dan 
Laporan, Direktorat Jenderal Radio­
Televisi - Film. 

sebagai anggota; 

sebagai anggota; 

sebagai anggota; 

sebagai anggota; 

sebagaianggota: 

sebagai anggota; 

sebagai anggota; 

DIREKTUR JENDERAL 

RADIO- TELEVISJ- FILM 
DEPARTEMEN PENERANGAN 

DIREKTUR JENDERAL KEBUDA Y AAN 

DEPARTEMEN 

PENDIDIKAN DAN .KEBUDA Y AAN 

DRS. SUM AD I PROF. DR. flARYATI SOEBADIO 
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KEPUTUSAN BERSAMA 

DIREKTURJENDERALKEBUDAYAAN 
DEP ARTEMEN PENDIDIKAN DAN KE BUDAY AAN 

DAN 

DIREKTUR JENDERAL RADIO- TELEVISl-FILM 
DEPARTEMENPENERANGAN 

Nomor : 014/A.l/ 1981 

Nomor : 09/KEP/DIRJEN/ RTF/198 1 

TENT ANG 

MENAM BAH JUMLAH ANGGOTA TIM KOORDINASI PEMBINAAN . 
PENGEMBANGAN DAN PENYEBARLUASAN KE BUDAY AAN NASIONAL 

MELALUI SARANA RADIO , TELEVISI DAN FILM 

Membaca 

DIREKTUR JENDERAL KE BUDAY AAN 
DEPARTEMt:N PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN 

DAN 

DIREKTUR JENDERAL RADIO- TELEVISI- FILM 
DEPARTEMEN PENERANGAN 

: Naskah Kc rjasama Direktorat Jend ral Kebu<layaan. Departcmen 
Pendidikan dan Kcbudayaan dengan Direktorat Jenderal Radio 
Televisi - Fil m, Departemen Penerangan. tanggal 14 Oktober 1979. 

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal 
Kebudayaan, Departemen Pendid 1kan dan Kebudayaan dan Di­
rekt ur Jenderal Radio Te levisi fi lm , Departemen Pene rangan 
ta nggal 14 Desember I 979. Nomo : 029 /A.I /1979 dan Nomor : 
18/KEP/DIRJEN/RTF/1979, ten tJng Pembentukan Tim Koor ­
di nasi Pe mbinaan, Pengembangan Jan Penycbarluasan Kebudaya­
an Nasional melalui sarana Radio , T~ levisi dan Film; 

b. bahwa ketentuan Bab IV Pasal 6 Surat Keputusan Bersama ter­
sebut pada sub a di atas secara tek nis fungsio nal kura ng memcnuhf 
kebutuhan , sehingga perlu ditamb ah dari 21 (duapu luh satu) orang 
menjadi 25 (duapu luh lima) orang. 

Mengiogat : 1. Keputusan Presiden Republik lndo1 csia : 

a. Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 ; 
b. Nomor 27/M Tahun 1975; 
c. Nomor 237/M Tahun 1978. 

2. Keputusan Menteri Penerangan tanggal 20 Mei 1975 Nomor : 
55 A/ KEP/MENPEN/ 1975 dan Non or: 55B/KEP/MENPEN/ 1975; 

3. Keputusan Menteri Pendidikan clan Kebudayaan tanggal 11 
September 1980 Nomor : 0222e/O 1980; 
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4. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jen<leral Radio­
Televisi- Film , Departcmen Penerangan; 

Nomor : 028/ A.I/1979 
a. ~~~~~~~~~~~~~ 

Nomor : 17/KEP/DTRJEN/ RTF/ 1979 

Nomor : 029/A.I/1979 
b. ~~~~~~~~~~~~-

Nomor: 18/KEP/DIRJEN/ RTF/1979 

Memperhatikan: Hasil Rapat Kerjasama para petugas teknis antara Direktorat 
Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
dan Direktorat Jendcral Radio- Televisi - Film, Departemen Pe­
nerangan , pada tanggal 15 Juli 1980 dan tanggal 31 Maret 1981. 

Meoetapkan 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL KEBUDA YA­
AN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN 
DIREKTUR JENDERAL RADIO - TELEVISI-FILM DEP AR­
TEMEN PENERANGAN TENTANG MENAMBAH JUMLAH 
ANGGOTA TIM KOORDINASI PEMBINAAN, PENGEMBANG­
AN DAN PENYEBARLUASAN KE BUDAY AAN NASIONAL 
MELALUI SARANA RADIO , TELEVISI DAN FILM. 

Pasal I 

Menambah jumlah anggota Tim Koordinasi Pembinaan , Pengem­
bangan dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui sarana 
Radio , Televisi dan Film yang dibentuk dengan Keputusan Bersama 
Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Ke­
budayaan dan Direktur Jenderal Radio-Televisi- Film, Departemen 
Penerangan Nomor : 029/A.I/1979 dan Nomor : 18/KEP/DIRJEN/ 
RTF/1979, khususnya Pasal 6 Bab IV, menjadi 25 (duapuluh lima) 
orang. 

Pasal 2 

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di : JAKARTA 

Pada tanggal : 13 APRIL 1981 

DIREKTUR JENDERAL 
RADIO- TELEVISI- FILM 

DEPARTEMENPENERANGAN 

DIREKTUR JENDERAL KEBUDA Y AAN 

DEPARTEMEN 

PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 

DRS. SUM AD I PROF. DR. HARYATI SOEBADK> 
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PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BE RSAMA 
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDA YAAN 

DAN 

DIREKTORAT JENDERAL RADIO TELEVISI-FILM 

Tanggal : 4 Februari l 978 

Nomor : 02/A.1/1978 

Nomor : 06/ KEP/DIRJEN/ RTF/ 1978 

TENTANG 

KERJASAMA PENGEMBANGAN KE BUDAY AAN NASIONAL MELALUI 
SARANA RADIO , TELEVISI, DAN FILM 

Agar sesuai dengan perkembangan keadaan , perlu diadakan penyempurnaan Keputus­
an Bersama tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut : 

KEPUTUSAN BERSAM A 

DIREKTUR JENDERAL KE BU DA Y AAN 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

DAN 

DIREKTUR JENDERAL RADIO-TELEVISI-FILM 
DEPARTEMENPENERANGAN 

Nomor : 028/ A.I./ 1979 

Nomor ; 17/ KEP/DIRJEN/RTF/ 1979 

TENTANG 

KERJASAMA PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENYEBARLUASAN 
KEBUDA Y AAN NASIONAL MELALUI SARANA RADIO, TELEVISI DAN FILM 

Menimbang 

DIREKTUR JENDERAL KE BUDAY AAN 
DEP ARTEMEN PENDIDIKAN DAN KE BUDAY AAN 

DAN 

DIREKTUR JENDERAL RADIO-TELEVISI-FILM 
DEPARTEMENPENERANGAN 

a . bahwa kebudayaan bangsa Indonesia yang telah berkembang 
sepanjang sejarah bangsa adalah modal dasar bagi pem­
bangunan nasional, maka kebudayaan tersebut perlu di­
kembangkan terus dan ditangani secara . lebih mantap dem i 
berhasilnya pembangunan nasional secara keseluruhan ; 

b. bahwa untuk meningkatkan serta mengembangkan peng­
hayatan nilai-nilai budaya bangsa di kalangan masyarakat , 
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Memperhatikan 

Menetapkan 
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Dircktorat Jenderal Kebudayaan , Departemen Pendidikan 
Jan Kebudayaan berkewajiban mcmbina dan mengemhang­
kan kebudayaan nasional melalui berbagai usaha dan sarana; 

c. bahwa dalam usaha pembinaan dan pengembangan kebudaya­
an nasional, Direktorat Jenderal Radio-Tclevisi- Film ber­
kewajiban menunjang penyebarluasan kebudayaan Nasional 
melalui sarana radio, televisi , dan fi lm ; 

d. bahwa bcrdasarkan µcrtimbangan terscbut pada sub a, b dan 
c, dipandang µerlu mcngatur dan menyelenggarakan kerja­
sama dalam pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan 
kebudayaan nasional antara Direktorat Jenderal Kebudayaan, 
Departcmen Pendidikan Jan Kebudayaan dengan Direktorat 
Jenderal Radio - Televisi - Film, Departemen Penerangan. 

I. Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan MPR - RI Nomor: fV/MPR/ 1978: 

3. Keputusan Presiden Republik JnJonesia ;. 

a. Nomor 44 Tahun 1974: 
b . Nomor 45 Tahun 1974: 
c. Nomor 27/M Tahun 1975: 
d. Nomor 237/M Tahun 1978: 
e. Nomor 27 Tahun 1978 jo. Nomor 40 Tahun 1978. 

4. Surat Keµutusan Menteri Penerangan tanggal 20 Mei 1975 
Nomor : 55A/KEP/MENPEN/1975 jo. Nomor 558/KEP/ 
MENPEN/ 1975. 

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 
April 1975 Nomor: 079 /0 /Tahun 1975; 

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 
Juni 1979 Nomor: 0145/0/1979. 

Hasil Rapat Kerjasama Pengembangan Kebudayaan Nasional 
melalui Radio, Televisi, dan Film, yang diselenggarakan pada 
tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober 1979, di Yogyakarta. 

MEMUTUSKAN-

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL KE­
BUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KE­
BUDA Y AAN DAN DIREKTUR JENDERAL RADIO- TELE­
VISI- FILM , DEPARTEMEN PENERANGAN TENTANG 
KERJASAMA PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PE­
NYEBARLUASAN KE BUDAY AAN NASIONAL MELALUI 
SARANA RADIO , TELEVISI DAN FILM , sebagai berikut : 

Pasal I 

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan , selanjutnya dalam Keputusan Bersama ini disebut 
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PrHAK PERT AMA , bersama-sama · Direktorat Jenderal Radio 
Televisi Film, Departcmen Pene rangan, selanjutnya dalam Ke­
putu san Bersama ini diseb u PIHAK KEDUA, bersepakat 
mengadakan ke1jasama un tu k meningka tkan pem bi naan . pe­
ngembangan , dan penyebarlua .an kebudayaan nasional melalui 
sarana radio , televisi dan film . 

Pasa l : 2 

PIHAK PERTAM A dan PIH AK KEDUA bertanggungjawab 
alas terselenggaranya pembinaan , pengcmbangan , dan penyebar­
luasan serta peningkatan penghJyatan kebuclayaan nasional yang 
bcrn ilai clan bcrmu tu. 

Pasal : 3 

PIHAK PERT AMA bertanggungja wab at as pcngaclaan materi 
kebudayaan yang diperlukan dan PIHAK KEDUA bcrtanggung­
jawab atas pcnyediaan unit-urn t produksi dan sarana penyiaran­
nya. 

Pa ~a l : 4 

(I) PIHAK PERT AMA dan PIHAK KE DUA akan rncmhentuk 
Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan dan Penyebar­
luasan Kebudayaan Nasio nal melalui sarana Radio, Tele­
visi, dan Film , yang su sunan keanggotaannya terdiri dari 
pejabat-pejabat Direktorat Jenderal Kebudayaan , Depar­
temen Pendidikan dan Kebudayaan dan pejabat-pejabat 
dalam lingkungan Direk to rat Jenderal Radio Televisi -
Film, Departemen Penerangan . 

(2) Pembentukan Tim Koordinasi tersebut pada ayat (I) abn 
dituangkan dalam Kepu tu san Bersama Direktur Jenderal 
Kcbudayaan , Departcmen Pendid ikan dan Kcbudayaan 
clan Direktu1 Jenderal Rad io Televisi Film, Departemen 
Pencrangan . 

(3) Tim Koordinasi senm:am mi, bila dipandang perlu, dapat 
dibentuk <li daerah-dae rah , yang pem hentukannya akan 
diatur kemudian . 

Pasal : S 

Tugas pokok Tim Koordinasi Pembinaan, Pengemhangan clan 
Penyebarluasan Ke budayaan Nasional melalui sarana Radio , 
Televisi , dan Film ada lah men gkoordinasikan , mensinkronisasi­
kan dan mcmadukan kegiatan J alam ra ngka pcningkatan pem­
binaan , pengcmbangan, dan pe 1yebarluasan kebudayaan nasio­

nal melalui sarana radio, televist dan film. 
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Pasal : 6 

Hal-ha! lain yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini 
akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal 
Radio - Televisi- Film , Departemen Penerangan dalam ketentuan 
tersendiri. 

Pasal : 7 

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan 
Bersama ini akan diadakan perubahan seperlunya. 

Pasal: 8 

Dengan ditetapkannya Keputusan Bersama ini, Keputusan Ber­
sama DirektoratJenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Radio - Televisi- Film , 
Departemen Penerangan tanggal 4 Februari 197 8: 

Nomor : 02 / A.I/ 1978 dinyatakan tidak berlaku 

Nomor : 06/ KEP/DIRJEN/ RTF/ 1978 

la.gi . 

Pasal : 9 

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

DITETAPKAN DI JAKARTA 

PADA TANGGAL: 14 DESEMBER 1979 

DIREKTUR JENDERAL KEBUDA Y AAN 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN 

DAN KEBUDA Y AAN 

PROF . DR. HARYATI SOEBADIO 

DIREKTURJENDERAL 

RADIO- TELEVISI-FILM 
DEPARTEMEN PENERANGAN, 

DRS. S 0 E M A D I 
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KEPUTUSAN BERSAMA 

DIREKTURJENDERALKEBUDAYAAN 
DEPARTEM EN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

DAN 

DIREKTUR JENDERAL RADIO-TELEVISl- FI LM 
DEPARTEMENPENERANGAN 

Nomor 

Nomor 

029 / A.1 / 1979 

18/ KEP/ DI RJE l\ / RTF /1979 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN, PENGEMBANGAN 
PENYEBARLUASAN KE BUDA YAAN NASIONAL MELALUI SARAN A 

RADIO , TELEVISI DAN FILM 

DIREKTUR JENDERAL KE BUDAY AAN 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

DAN 

DIREKTUR JENDERAL RADIO- TELEVISl-FILM 
DEPARTEMENPENERANGAN 

Me11imba11g I . bahwa dalam rangka Pembinaan , Pengembangan dan Penyebarluas-

Mengingat 

an Kebudayaan nasional melalui Radio, Televisi dan Film , perlu 
peningkatan Ko ordinasi antara ke dua Direktorat JenderaJ ; 

2. bahwa sebagai pelaksanaan peningkatan kerjasama tersebut angka 
I ; perlu dibentuk Tim Koordinas1 Pembinaan, Pengembangan dan 
Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui sarana Radio, 
Televisi, dan Film; 

3. bahwa pembentukan Tim Koordmasi Pembinaan, Pengembangan 
dan Penyebarluasan Kebudayaan Nasional melalui sarana Ra dio, 
Televisi dan Film tersebut angka 2, perlu ditu angkan <lalam Ke­
putusan Bersama Direktur Jende ral Kebudayaan, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan dan D1r~ktur Jenderal Radio - Televisi­
Film , Departemen Penerangan. 

I. Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Ketentuan MPR- RI Nomo r : IV/M PR/ 1978 ; 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia : 

a. Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 
b. Nomor 27/M Tahun 1975; 
c. Nomor 237/M Tahun 1978; 

4. Keputusan Menteri Penerangan tanggal 20 Mei 1975 Nomor: 55A/ 
KEP/MENPEN/1975 dan Nomor : 55 B/ KEP/MENPEN/1975: 
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5. Keputusan Mentcri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 
1975 Nomor : 079/0/Tahun 1975: 

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Juni 
1979 Nomor: 0145/0/1979 ; 

7. Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Kebudayaan , Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Radio- Tele­
visi Film. Departemen Penerangan tanggal 14 Desember 1979 
Nomor : 028 / A.1/1979 

Nomor : 17 / KEP/DIRJEN/RTF/1979 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYA-
AN . DEP ARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN DAN Dl­
DIREKTUR JENDERAL RADIO- TELEVISl - FILM DEPARTEMEN 
PENERANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI 
PEMBINAAN , PENGEMBANGAN. PENYEBARLUASAN KE­
BUDA Y AAN NASIONAL MELALU I SARAN A RADIO, TELEVISI. 
DAN FILM , sebagai berikut : 

BAB I 

PEMBENTUKAN 

Pasal : I 

Membcntuk Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan, dan Penye­
barluasan Kebudayaan Nasional melalui sarana Radio, Televisi , dan 
Film yang se lanjutnya dalam Keputusan Bersama ini disebut Tim 
Ke rj asa ma. 

BAB II 

KE DU DU KAN 

Pasal: 2 

Tim Kerjasama berkedudukan selaku pembantu dan bertanggungjawab 
kepada Direk tur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, dan Direktur Jenderal Radio- Televisi- Film , Depar: 
tcmen Penerangan tan pa mengurangi kewenangan, tanggungjawab , dan 
tugas-t ugas pembinaan secara fungsional kedua Direktorat Jenderal. 

BAB Ill 

TUGAS PO KOK DAN FUNGSI 

Pasa l : 3 

Tim Kerjasama bertugas pokok mengkoordinasikan; mensinkronkan, 
dan memadukan kegiatan dalam rangka peningkatan pembinaan, 
pengcmbangan, dan penycbarluasan kebudayaan Nasional melalui 
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sarana radio, televisi , dan film . 

Pasal: 4 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3, Tim Kerja ­
sama berfungsi : 

I . me nyusun pola pembinaan , pengembangan, dan penyebarluasan 
ke budayaan nasional melalu i sarana radio, televisi, dan film. 

2. menyusun rencana dan program operas1onal pembinaan, pengem­
bangan , dan penyebarluasan kebudayaan nasional mela lui sarana 
radio, televisi, dan film yang terarah dan terpadu ; 

3. mengadakan penilaian serta pengarahan dan pengendalian ter­
hadap kegiatan pembinaan , pengembangan , dan penyebarluasan 
kebudayaan nasional melalui sarana radio , televisi, dan film ; dan 

4. menampung pendapat umum mengenai pelaksanaan pembinaan, 
pengembangan , dan penyebarluasan kebudayaan nasional melalui 
sarana radio, televisi , dan film . 

Tim Kerjasama terdiri 

BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal : S 

1. Ketua I merangkap anggota; 

2. Ketua II merangkap anggota; 

3. Sekretaris I merangkap anggota; 

4 . Sekre taris II merangkap anggota ; 

5. Anggota-anggota yang mewakili unsur-unsur Direktorat Jenderal 
Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direk­
torat Jenderal Radio - Televisi- Film , Departemen Penerangan. 

Pasal : 6 

Penunjukan dan pengangkatan anggota Tim Kerjasama ditetapkan 
dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kebudayaan , Depar­
temen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio­
Televisi-Film, Departemen Penerangan sebanyak-banyaknya 21 
(duapuluh satu) orang. 

Pasal : 7 

Apabila dipandang perlu dan keadaan memungkinkan Tim Kerja­
sama dapat dibentuk di daerah-daerah. 

Pasal : 8 

}ll}mbentukan, Susunan Organisasi dan pengangkatan keanggotaan 
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Tim Kerjasarna di daerah-daerah akan ditetapkan kemudian oleh 
Direktur Jenderal Kebudayaan , Departemen Pendidikan dan Ke­
budayaan dan Direktur Jenderal Radio - Televisi- Film , Departemen 
Penerangan . 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal : 9 

(I) Tim Kerjasama wajib mengadakan rapat berkala , sekurang­
kurangny;; sebu lan sekali; 

(2) Tim Kerjasama dapat mengadakan rapat konsultasi dengan 
instansi lain yang dipandang perlu; 

(3) Tim Kerjasama wajib menyampaikan laporan triwulan, dan se­
waktu-waktu apabila dipandang perlu, kepada Direktur Jenderal 
Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan 
Direktur Jenderal Radio - Televisi - Film, Departemen Penerang­
an. 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal : 10 

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Bersama ini 
dibebankan pada Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan Direk­
torat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
dan Direktorat Jenderal Radio- Tclevisi - Film , Departemen Penerang­
an. 

BAB VII 

LAIN- LAIN 

Pasal : 11 

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerjasama berpeduman pada 
pokok-pokok Pedoman Kerja sebagaimana termaktub dalam lampiran 
Keputusan Bersama ini . 

BAB VIII 

PENUTUP 
Pasal : 12 

Hal-ha! lain yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan 
diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio - Televisi ­
Film , Departemen Penerangan dalam ketentuan tersendiri. 
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Pasal: 13 

Apabila dikemudiart hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputus­
an Bersama ini akan diadakan perbaikan/perubahan seperlunya . 

Pasal : 14 

Keputusan Ber~~'Tla ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

OJREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN 

DAN KEBUDA Y AAN 

PllOF. DR. HARY ATI SOEBADIO 

DITETAPKAN DI JAKARTA 

PADA TANGGAL: 14DESEMBER1979 

DIREKTUR JENDERAL 
RADI 0-TELEV ISi - Fl LM 

DEPARTEMENPENERANGAN 

DRS. S 0 E M A D I 

LAMPIRAN : KEPU'l\1SAN BERSAMA DIREKTUR JEN­
DERAL KEBODAYAAN DEPARTEMEN PEN­
DIDIKAN DAN KE BUDAY AAN DAN DIREK­
TUR JENDERAL RADIO- TE LEVISl- FILM 
DEPARTEMEN PEN ERANGAN 

Taoggal 14 DESEM BER 1979 

Norn or 029 /A.I /1979 

Nomor 18/KEP/DI RJEN/RTF/ 1979 

POKOK-POKOK PEDOMAN KERJA TIM KOORDINASI PEMBINAAN , 
PENGEMBANGAN , DAN PENYEBARLUASAN KE BU DAYAAN NASIONAL 

MELALUI SARANA RADIO , TELEVISI. DAN FI LM 

I. PENDAHULUAN 

Pada tanggal 14 Desember 1979 ditandatangani suatu Keputusan Ber­
sama oleh Direktur Jenderal Kebudayaan , Departemen Pendid ikan dan Ke­
budayaan dan Direktur Jenderal Radio - Televisi-Film , Departcmen Penerang­
an tentang Kerjasama Pembinaan , Pengembangan, dan Penyebarluasan Ke­
budayaan Nasional melalui sarana Radio , Televisi, dan Film . 



108 

Pelaksanaan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kebudayaan , De­
partemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio - Tele­
visi - Film , Departemen Penerangan belum seperti yang diharapkan oleh isi 
Keputusan Bersama tersebut yang antara lain menyangkut koordinasi kerja­
sama pen en tu an po la pemanfaatan , pol a perencanaan penilaian dan 
pcnelit ian . dan pengembangan . 

Untuk melaksanakan Keputusan Bersama perlu dibentuk sebuah wadah 
yang discbut Tim Koordinasi Pembinaan . Pengembangan , dan Penyebarluasan 
Kebudayaan Nasional (Tim Kerjasama). Tim ini beranggotakan pejabat-pejahat 
dalam lingkungan kedua Direktorat Jenderal. Dalam mengemban tugas yang 
dipercayakan kepadanya , Tim Kerjasama dilengkapi dengan pokok-pokok 
Pedoman Kerja. Pokok-pokok Pedornan Kerja ini rnemuat hal-hal yang me­
nyangkut landasan , tujuan, ruang lingkup, sasaran, serta usaha dan kegiatan . 

II. LANDASAN. 

Tim Kerjasama berlandaskan 

1. Keputusan Bersarna Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio - Televisi- Film , Departemen 
Penerangan , tanggal 14 Desember 79 Nomor: 028/A.1/1979 

Nomor: l 7/KEP/DIRJEN/RTF/ 1979 
tentang Kerjasama Pengembangan Kebudayaan Nasional melalui sarana 
Radio , Televisi , dan Film . 

1 Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemcn Pendidikan 
dan Kebuclayaan dan Direktur Jenderal Radio - Televisi- Film, Departemen 
Penerangan tanggal 14 Desember 1979 Nomor : 029/ A.1/1979 

Nomor: 18/KEP/DIRJEN/ RTF / 1979 
ten tang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan, Pengembangan Penyebar­
luasan Kebudayaan Nasional melalui sarana Radio , Televisi dan Film. 

III. TUJUAN 

Tim Kerjasama bertujuan membantu terwujudnya siaran kebudayaan 
yang mendukung pembinaan , pengembangan , dan penyebarluasan kebudayaan 
nasional melalui sarana Radio , televisi , dan Film. 

IV . RUANG LINGKUP . 

Kegiatan pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan 
nasional melalui sarana radio , tclevisi , dan film mempunyai ruang lingkup : 

I . produk-produk pembinaan , pengembangan dan penyebar luasan kebudayaan 
nasional yang memcnuhi persyaratan : 

a. peningkatan perighayatan terhadap nilai-nilai warisan budaya bangsa; 

b. pcningkatan sikap budaya sesuai dengan tuntutan masyarakat yang 
111akin maju ; 

c. mcnunjang stabilitas nasional , ketahanan nasional dan wawasan nusan­
tara; 
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d . mcncerminkan asas dan pelaksanaan politik uar negeri yang 111engabd1 
kepada kepentingan pcmbinaan, pengembangan. dan penycbarluasan 
kebudayaan nasional ; 

2. untuk dapat menghasilkan produk-produ k baru yang tcpat sasaran dipcrlu­
kan pemanfaatan umpan balik : 

3. tugas fungsional yang mcnyangkut pemb inaan manusia , matc ri. dan sarana 
media . 

V. SASA R AN 

Kegiatan pembinaan. pengembangan dan prnyebarluasan kcbuda; aan 
nasional melalui sarana radio. televisi , dan film mempunyai sasa ran : 

1. pembinaan dan pengembanga n meningkatnya mutu. isi. dan penyajian 
siaran kebudayaan serta penghayatan khalayak pendengar dan pen on ton: 

'J penyebarluasan dalam negeri dan luar nege ri ; 

VI. USAHA DAN KEGIATAN 

Mengingat landasan . tuj uan . ruang lingkup. dan sasaran te rscbut di atas. 
maka Tim Kerjasama perlu melaksanakan usaha dao kegiatan pcmbinaan. 
pengembanga n, dan penyebarluasan kebudayaan nasional melalui sarana 
rad io . televisi, dan film scbagai berikut : 

l. meningkatkan koordinasi kerjasama antara Direk torat Jendcral Keb udayaan. 
Departcmcn Pendidikan dan Kebudayaan dan Dircktorat Jendera l Radio 
Televisi Film, Departemen Penerangan serta p1hak -p ihak lain yang me­
mungkinkan terciptanya sia ran kebudayaan yang haik : 

2. meningkatkan pengadaan dan mu tu materi (isi) kebudayaan nasional: 

3. meningkat kan penyebarluasan dan frekwensi s1aran ke budayaan dalam 
rangka melestarikan nilai-nilai warisan budaya bangsa: 

4. meningkatkan daya guna media radio , televis1 dan film sebagai sarana 
pen ting siaran kebudayaan ; 

5. meningkatkan partisipasi dan apresiasi masyarakat dalam rangka pem­
binaa n, pengembangan, dan penyebar-luasan kebudayaan nasional; 

6. meningkatkan tenaga profesional yang berbobot ku ltural dengan pcrangkat 
peralatan yang memadai. yang menjamin terselenggaranya siaran kebudaya­
an nasional yang mantap. 

VII. PEN UT U P 

Pokok-pokok Pedoman Kerj a ini dalam pelaksanaan operasionalnya 
dijabarkan oleh Tim Kerjasama. 
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SARAN-SARAN UMUM RAPAT KERJASAMA PENGEMBANGAN 
KE BU DAY AAN NASIONAL 

TANGGAL 12S/D14OKTOBER 1979 DI YOGYAKARTA 

1. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Kebudaya­
an, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Radio-
T l · · F'l D p Nomor: 02/A.1 / 1978 

e ev1S1 - Im, epartemen enerangan Nomor: 06/KEP/DIRJEN/RTF/ 1978 

Tanggal 4 Februari 1978, seperti tercantum pada pasal 4, maka perlu diusaha­
kan membentuk Tim Koordinasi Pembinaan , Pengembangan dan Penyebarluas­
an Kebudayaan Nasional baik di Pusat maupun di Daerah. 

?.. Bahwa Tim Koordinasi tersebut berfungsi sebagai pembantu dan bertanggung­
jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dan Direktur Jenderal Radio­
Televisi - Film. Tim ini bertugas memajukan kegiatan-kegiatan pembinaan 
pengembangan, dan penyebarluasan kebudayaan nasional melalui radio , tele­
visi, dan film tanpa mengurangi tugas-tugas fungsional masing-masing Direk­
tora t Jenderal. 

3. Dalam mekanisme perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan baik di 
tingkat pusat maupun daerah melalui radio, televisi , dan film perlu adanya 
keterpaduan usaha dan sekaligus saling menunj ang sesuai dengan kemampuan 
dana, tenaga dan sarana yang dimiliki masing-masing Direktorat Jenderal. 

4. Program-program kegiatan pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan 
kebudayaan nasional melalui radio , televisi, dan fil m perlu disusun untuk 
jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan skala prioritas. 

5 . Bahan-bahan untuk kegiatan pembinaan, pengembangan, dan penyebarluasan 
kebudayaan nasional melalui radio , televisi dan fil m pe rlu diusahakan secara 
teknis kebudayaan dan teknis media massa dengan memperhatikan aspek­
aspek lain yang menunjang terwujudnya paket siaran kebudayaan. Pake t 
tersebut dapat mendorong terbentuknya manusia Pancasila yang mengamalkan 
budi pekerti luhur dan sanggup melaksanakan tugasnya sebagai manusia pem­
bangunan di segala bidang kehidupan material dan spir itual. 

6. Bahan-bahan kebudayaan yang perlu dikembangkan melalui sarana radio , 
televisi , dan film ialah bahan-bahan yang me ncakup berbagai aspek dan me­
ngandung nilai-nilai luhur serta positif yang diambil baik dari bah an-bahan ke­
budayaan tradisional maupun kontemporer. 

7. Agar kegiatart kedua Direktorat Jenderal dapat saling menunjang dan mencapai 
basil yang sebaik-baiknya, perlu dibuat rencana kegiatan khusus yang ada 
hubungannya dengan momentum nasional, untuk diketahui dan dimanfaatkan 
oleh masing-masing Direktorat Jenderal. 

8. Untuk membuat /memproduksi paket-paket bahan siaran kebudayaan yang 
bermutu, baik dari segi teknis produksi maupun nilai artistik kulturalnya 
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dapat dipertanggungjawabkan, lebih lanjut sarana radio, telev isi, dan film 
perlu dikembangkan agar dapat berfungsi sebagai pusat-pusat produksi dan 
transkripsi paket-paket bahan siaran kcbudayaan ba1k di tingkat pusat maupun 
daerah. 

9 . Kaset-kase t kebudayaan yang mengandung nilai-nil ai positip yang diambil dari 
berbagai aspek, baik yang tradisional mau pun konte mporer, perl u diproduksi 
dan discbarluaskan. Di samping itu kedua Direkto rat Jenderal perlu mem­
berikan pembinaan dan pengarahan ke pada pihak p ihak yang me ngusahakan 
produksi kaset. 

I 0 . Un tuk meningkatkan day a gun a dan hasil guna pembinaan, pengembangan, 
dan penyebarluasan kebudayaan melalui radio, te levisi, dan film perlu di­
selenggarakan latihan bersama bagi tenaga-tenaga kedua Direktorat Jenderal. 

11 . Teknologi med ia massa seyogianya dimanfaatkan sebagai salah sat u metoda 
dalam ha! membina , mengembangkan da n me1r~ ebarluasakan keb udayaan. 
Tenaga profesi di bidang teknis media massa pc rl u membekali diri den.11:;in 
pengetahuan sosial budaya sehingga dapat menghasilkan harga ku ltural edu­
katif yang bebobo t. 

12 . Agar kedua Direktorat Jenderal memelopo ri pemb uatan film besar (bem1utu) 
yang bersumber dari cerita rakyat, kesenian dan seja r~h dengan memanfaatkan 
sumber-sumbe r dana yang mungkin didapat bai k dari swasta maupun µe­
merintah . 

13 . Untuk le bih meningkatkan relevansi , effisiensi, mtensifikasi da n cfektivitas 
pembinaan , pengembangan dan penyeba rluasan kebudayaan melalui saran a 
ra dio, televisi. dan film maka kegiatan saye mbara \ ang berelicana dan tcrarah 
dapat dijadikan metoda pengembangan kreativitas Bagi para pe menang sayem­
bara terse but perlu diberikan penghargaan yang dapat menunjang pengembang­
an kreativitas yang bersangku tan. (Pemenang Bmtang-bintang Radio dan 
Te levisi, Prod user-produser film yang menghasilkan film-film ku ltural edu ka tif 
yang berbobot perlu diberikan perangsang yang dapat menunjang pengembang­
an profesinya di samping hadiah yang biasa dopero le hnya). 

14 . Penyelenggaraan pemilihan Bin tang Radio dan Tele visi perlu di tingkatkan. 

15 . Kedua Di rekto rat Jende ral hendaknya memegang peranan akt if dan positif 
dalam kegiatan pertukaran kebudayaan dengan luar nege ri . 

16. Pembinaan musik/orkes , kerawitan dan kesenian tradisional lainnya perlu 
di tingkatkan. 

17 . Kedua Di rektorat Jenderal perlu mempe1juangkan terwujudnya de ngan segera 
hak cipta dan hak penyiaran nasional. 

18 . Kedua Di rekto rat Jenderal supaya lebih be rperan aktif dalam memanfaa tkan 
ASEANCULTU RALFUNDS. 

19. Sambil menunggu hasil kerja Tim Kerjasama (T11 11 Koordinasi Pembinaan , 
Pengembangan, dan Penyebarluasan Ke budayaan Nasional) Direk to rat Jendcral 
Kebudayaan hendaknya segera mcnunjuk seorang pe tugas se bagai penghubung 
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dengan Direktorat Jenderal Radi9- Televisi- Film, sehingga kerjasama yang 
selama ini sudah berlangsung dapat lebih dimantapkan. Selain itu, kegiatan­
kegiatan kebudayaan yang mendesak untuk dikembangkan melalui radio , 
te levisi, dan film dapat dilaksanakan melalui hubungan langsung dengan pihak­
pihak yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Radio- Televisi­
Film . 

Yogyakarta , 14 Oktober 1979 . 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
DIREK TORA T JEN DERAL KEBU DAY AAN 

DIREKTORAT SEJARAH DAN PURBAKALA 

Jalan Cilacap No . 4 Jakarta Telp . 348272, 340371 Pesawat 34, 38 . 

KETENTUAN- KETENTUAN PERMOHONAN IZIN UNTUK 
MEM BAWA DAN MENINDAHKAN/MENGIRIMKAN BENDA-BENDA 

YANG DILINDUNGI MONUM ENTEN ORDONNANTIE 
Stbl. No. 238/1931 

A. KELUAR INDONESIA : 

Kepada Pemohon diwajibkan datang sendiri dengan, 

I. Mengisi formulir (A) Surat Permohonan yang telah disediakan oleh Direktorat 
Sejarah dan Purbakala. 

2. Mengisi formulir (B) Surat Pernyataan tentang asal /didapatnya benda disertai 
lampi ran kwitansi pembelian/surat warisan , hadiah atau lain-l ain yang diperlu­
kan , sebagai miliknya , di atas/disertai materai Rp. 25,-

3. Menyerahkan foto berwarna dengan ukuran kartupos , yang diambil dari dua 
arah yang berlawanan , masing-masing tiga helai. bagi setiap benda. 

4. Bagi : 

a. Warga Negara Asing berkewajiban melengkapi foto copy Paspor dan 
a, Visum , rangkap tiga. 

b. Warga Negara Indonesia berkewajiban melengkapi foto copy K.T.P. 
rangkap tiga. 

5. Membawa benda- benda dimaksud ke Kantor Direktorat Seja rah dan Purbakala 
Jin . Cilacap No. 4 Jakarta, untuk diadakan pemeriksaan dan penilaian terlebih 
dahulu oleh Petugas/Team yang ditunjuk oleh Direktorat Sejarah dan Purba­
kala . 

6. Dalam jangka waktu satu minggu setelah diadakan pemeriksaan dan penilaian , 
akan diputuskan/di tetapkan tentang diizinkannya dipindahkan ke luar Indo­
nesia. 

7. Selamba t-lambatnya dalam waktu tiga bulan sete lah sampai di tempa t tujuan , 
Pem ohon diwajibkan melapor kepada Direktorat Sejarah dan Purbakala 
Jin . Cilacap No. 4 Jakarta. 

B. ANTAR DAERAH TINGKAT I (PROPINSI) : 

I. Pemindahan atas benda-benda dimaksud an tar Daerah Tingkat [ (Propinsi) 
diwaj ibkan mendapatkan lzin dari Kanto r Wilayah Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan Propinsi/ Daerah Tingkat I SETEMPAT, c.q. : 
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- Kepala Kantor Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan. atau 
- Kepala Kantor Suaka Sejarah dan Purbakala. 

2. Menyerakkan : Foto copy K.T.P. rangkap dua , 

Foto berwarna ukuran kartupos yang diambil dali dua 
arah yang berlawanan masing-masing dua helai untuk 
setiap benda. 

3. Sesampai di tern pat tujuan pemohon benda dimaksud diwajibkan melapor 
kepaoa Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi/ 
Daerah Tingkat I SETEMPAT, c.q.: Kepala Bidang Permuseuman Sejarah 

dan Kepurbakalaan , atau 

Kepala Kantor Suaka Sejarah dan 
Purbakala. 

4. Untuk Daerah Khusus lbukota (D.K.I.) Jakarta Raya sebagai tcmpat tujuan, 
Pemohon diwajibkan melapor kepada Direktorat Sejarah dan Purbakala, 
Jln . Cilacap No. 4 Jakarta, selambat-lambatnya satu minggu sete lah sampainya/ 
ti ban ya. 

C. Bilamana dianggap perlu Direktorat l)erhak mendapatkan satu atau lebih benda 
yang dimintakan izin sebagai sampel/contoh, guna kepentingan umum sebagai 
koleksi Negara. 

Jakarta, 15 September 1977 . 

DIREKTORAT SEJARAH DAN PURBAKALA 

Direktur, 

u.b. 

Kepala Sub . Dit. Pemeliharaan dan Perlindungan 

t.t.d. 

Teguh Asmar, M.A. 
NIP. : 13024997. 



NAM A 

Name 

KEBANGSAAN 

Nationality 

PEKERJAAN 

Profession 
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SURAT PERMOH ON AN 
APPLI CA T I O N 

MODEL A 

ALAM AT PEKER.TAAN 

.Address 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . 

NO. K.T.P. DIKELUARKAN OLEH 

Identity card No .......... .issued by 

BERLAKU SAMPAI 

Valid until 

NO. PASPOR, DIKELUARKAN OLEH 

Passport no ...... ...... .... ......... issue d by 

BERLAKU SAMP AI 

Valid until 

NO. VlSUM, DIKELUARKAN OLEH 

Visum no . ................ ........ issued by 

BERLAKU SAMPAI 
Valid until 

ALAM A T 

Address 

DJMANA BERADA 

in Indonesia 

DILUAR NEGERI BERADA 
Abr o ad 

) 

MOHON UNTUK DI - IZINKAN MEMBAWA BARANG- BA RANG 

Applies for a permit to transport the following commodities : 

BER UP A 
1t c m 



JUM LAH 
Number 

KE ALAM AT 

Destination 

UNTUK KEPERLUAN 

Purpose 

I 16 

BERSAMA lNl PEMOHON LAMPIRKAN FOTO BERWARNA BENDA-
BENDA TE RSEBUT SEJUMLAH ............................ LEM BAR 

DAN PEM OHON BERSEDIA MENTAATI 
KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI PERIZINAN 

Enclosed herewith are colour photographs of commodities : .. . .. .. . . ... . 
. . .. .. . .... .................... I herewith state that I will respect the 
stipulations condi tioned to the issuance of the appoval. 

Jakarta, 

PEMOHON, 

Applicant 

( ............ ························ ...... ) 



... . · 

• I 

--... l ~ . . 

... - .... 

NAMA 

Name 

PEKERJAAN 

Profession 

ALAMA T 

Address 

B E RMAK SU D 

Purpose 
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SURAT PERNYATAAN 

STATEMENT 

MODEL B. 

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA BAHWA BENDA/BARANG . 

herewith confirms the truth that the following goods, 

BLRUJUD 

[ t em 

BA HAN 

Material 

CIIU-CIRI 

Characteristic 

ADALAH BFTUL-BETUL BLNDA/ BARANG MILIK DAN BCRASAL DARI , 

Are his personal belongings obtained by 

W A RI SAN 

Inheritance 

PEM BERl AN /HADIAH 

Present/Gift 



PEMBELI.Jl.N TOKO 
Procurement at 
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·····•0•0•••••0•••••0••••••••000000000• 

·········•00000000000••················ 

SURAT KETERAN<MN INI KAMI BUAT DENGllN SEBENA.RNYA 
This statement is made truthfully by 

Jakarta, 

' 

i-- - - - - -1 
I I 
I 

·- ~-~~, :~ C> 0 0., ••••• 0 0 0 0. • ) 

DI ISI OLEH STAF DIREK'IDRAT PERLINDUNGAN 
DAN PEMBINAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PUR 
BAKALA. -
To be filled by Staf of the Dir~ctorate 
of Protection and Maintenance on Histori­
cal and Archaeological Monument 

S.P. NO. : ········•••o•o••e••··········· 
TELAH DINILAI/DIPERIKSJ\. P.lillA T/i.NGGAL • 
Examined/controlled b'J • •• 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
JUMLAH SESUAI/TIDAK SESUAI DENGAN PERMO -
HONAN 
Number conform/not conform to application 

DI !ZINK.AN SEJUMLAH • 
Number approved • ••••••••••••••••••• 

TIDAK DI IZINKAN SFJUMLAH 
Number not approved ••••••••••••• 

Df.FTJ\.R BENDA NO 
Commodity List no 

DIKIRIM MEIJLLUI 
To be sent by 

1 PENGEP AKAN OLEH 
Packed by 

•...........••..•.... 

••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••• 

PEMERIKSAAN/PENELITI, 
Controller 

( .......•....•• ) 

KETERANGAN SINGKAT 
Brief apeccification 



Norn or 

Lamp . 
Encl. 
Ha I 
Subject 

MODEL: C 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUD AYAAN 
DIREKTORAT JENDERAL KE BUDAY AAN 

DIREKTO RAT PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN 
PENINGGALAN SEJA RAH DAN PURBAKALA 

DEPARTEMENT OF EDUCATION AND CULTURE 
DIRECTORAT E GENERAL OF CULTURE 

DIRECTORATE OF PROTECTION AND MAINTENANCE 
ON HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL MONUMENT 

.. ...... /C.7 /F.5/19 .... 

lzin membawa barang-barang 
an tar daerah/ lu ar negeri . 
Transport permi t of goods 
inland /abroad . 

I. a. Surat permohonan dari 
Application by 

b. Paspor nomor 
Passport no. 
K.T .P. nomor 
Identity no. 
be rlaku sampai 
valid un till 

c . Visa nomor 
Visum no. 
berlaku sampai 
valid un till 

d. Pe kerjaan 
Profession 

e. Alamat tetap 
Permanent address 
Alamat sementara 
Temp orary address 

2. Telah diperiksa/diteliti oleh 
Examined by 

3. Jumlah barang 
Number of goods 

4 . Untuk keperluan 
Purpose 

5. Ke alamat 
Destination 

6. Surat keterangan ini han ya berlaku satu kali antar daerah /ke luar negeri 
this permit is valid for one journey to. 



7. Pemegang surat keterangan ini selambat-lambatnya ..... .. ...... .. .. . 
setelah tiba di tempat tujuan, harus melapor ke Direktorat Perlindungan dan 

Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Jalan Cilacap No. 4 Jakarta. 

Applicant must report to the Directorate of Protection and Maintenance 
on Historical and after arrival at place of the destination. Archaeological 
Monument Jalan Cilacap No. 4 Jakarta at latest ........ . 

8. Lain-lain 
Other 

Dikeluarkan 
Issued by 

Pada tanggal 
D a t e 

di Jakarta 

............ 19 .... 

Dire kt u r, 
Director, 

Tembusan kepada Yth. : 
Copies to 

I. Dit. Jen. Kehudayaan , Dept. P & K 
Jalan Cilacap No. 4, Jakarta. 

.................. . ... . 

2. Direktorat Permuseuman , Dept. P & K 
Jalan H.A. Salim No. 60, Jakarta. 

3. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 
Jalan Cilacap No. 4, Jakarta . 

4. Dep. Perdag. & Koperasi Up . Dit. Export 
Jalan Abdul Muis No . 87, Jakarta . 

5. 

6. 



No. Jenis 

No. Item 

LAMPIRAN Ty ologi barang yang dibawa/dikirim antar Daerah/Keluar Negeri 
Typological list of transport goods inter Regional Abroad 

Jumlah Bah an Wama dasar 
(hiasan) 

Number Material Background 
colour 

Mengetahui , 
DIREKTORA T PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN 

PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA 
Direktur , 

( . .. . ......... .. NIP . : . . · · · · · · · .. ) 

Bentuk Halus/ Ukuran Diam 
Kasar x tinggi 

Type Fine/ Diam x height 
rough 

I 

Peri ode 

Period 

Surat tanggal 
Nomor 
Atas nama 

Diizinkan /tak 
Diizinkan 

Permi ted/not 
Permited 

Didokumen-
tasikan 

Documented 

Jakarta . . . . . . . . . . . . . ...... 19 .. 

Pelapor /Pencata t, 
Reporter . 

( . . . . ........ . ~ IP . . . . ... · · · · · · l 

Keterangan 

Spesi fica ti on 



Hal a 
man. 
73 

76 

77 
So 

81 

82 

84 
85 

90 

93 
107 
·108 

113 
116 
12-

"Baris ke 

3 dari atas 
13 dari bawah 
4 dari atas 

11 dari atas 
12 dari atas 
12 dari bawah 
20 dari bawah 
15 dari bawah 
8 dari bawah 

pertmna sampai 
terak.hir 

15 dari atas 
pertama sampai 

terakhir 
9 dari atas 
9 dari at as 

17 dari atas 
4 dn.ri bo.wah 

15 dari bnwnh 
5 ct~ri b<'.wah 

15 dari atas 
5 dari bawah 
5 dari atas 

4 dari atas 
5 dari bawah 
5 dari atas 

6 dari atas 

- 4 -

Tertulis 

DAN DAN 
berlandasan 
meneympaikan 
rnana 
dengan 
kebudayadan 
berfunsgi 
penyelernatan 
telh 

teimga-t enega 

penyeleamnt an 
berbentuk 
bik 
bidnng interdisip 
liner 
Jendero.t 
~embin~~n dnn pe­
ngembnngnn dnn pe 
nyelnm~'.tan obyek -
wisatn !Judaya 
1979 
1979 ditnnda t a -
perenco.::m penilai 
nn dan penelitian 
dan pengembangan 
340371 PESAWAT 34 
appeval 
nfter arrival at 
place of the desti 
nation. Archaeolo: 
gico.l 

Seharusnya 

DAN 
berlandaskan 
rnenyampaikan 
ma ta 
untuk 
kebudayaan 
berfungsi 
penyelamatan 
telah 
dihalaman 82 

tenaga-tenaga 
dihalaman 81 

penyelamatan 
terbentur 
baik 
bidang dan interdisipl~ 
ner 
Direktornt 
pengembnngan dan penye­
l amatan obyek wisnta bud.a 
ya 

1981 
1979 telah ditanda tangan~ 
perencanaan,pengendalian 
dan penilaian,penelitian 
dan pengembangan 
3~71 PESAWAT 13 
approval 
Archaeological Monument J 
lan Cilacap No$4 Jakarta 
at latest ••oooo~•ooo•o••• 

Monument jalan Ci- after arrival at place of 
l c.ccp No .4 Jakarta the destination. 
~t l o.t est ••••••• 

Hal a 
man 
Daf­
tar 
isi 
5 

8 

9 
10 

11 
13 
14 

15 

16 

Baris ke 

12 dnri ba wrlh 

1 dari bawah 
11 dari bawah 
6 de.ri atas 

9 dari atas 
12 dari atas 
17 ci.<J.ri atas 
18 dari at.as 
12 dari atas 
12 dari atas 
18 dari atas 
16 dari bawah 
19 dari atas 

2 dari bawah 
5 dari bawah 
2 dari bawah 
3 dari atns 

10 dari atas 
11 dari atas 

16 dari atas 
17 dari atas 
9 dari bawah 
5 ·dari bawah 
3 dari bawah 

4 dari atas 
8 dari a tas 

13 dari atas 
14 dari atas 
15 dari a tas 
20 dari bnwnh 

E R R A T A 

Tertulis 

No .JUKLAK/LIT/IV/1973 

pasal-pasal Ordonansi 
'1-1onurnen Ordonanntie" 
sejarah ataupun palae 
onnthropologi -
1'MONUMEN .TENRECHT" 
St ono. 298 tahun 1916 
intruksi 
(St no 442 tahun 1927) 
clmn 
daf tar 
porusahaan 
Pengusaha 
peraturan 
d8.lam 
gelijkgested 
te.rrienen 
toebeooarende 
l e de rs 
iJetrokkencle 
drie verzet kan komen 

tusschen tijd 
gevel 
verlengd,Van de 
zoovev 
inschrijving -:inmidde­
llijk 
General 
hoofd den 
is bevalen 
General 
veer schijten 
va~~ 

Seharusnya 

No.JUKLAK/LIT/61/IV/1973 

pasal 1 Ordonansi 
''Monurnenten Ordonnant ie" 
Sejarah ataupun Palaeoan 
thropologi -
''MONUMENTENRECHT" 
Stbl»no.298 tahun 1916 
instruksi 
(Stbl..no.41+2 t ahun 1927) 
tidak 
Daftar 
perusakan 
Penguasa # 

Peraturan 
dapat 
gelijkgesteld 
terr einen 
toebehoorende 
elders 
bctrokken(.; 
drie maanden na de dag­
teekening der keninisge­
ving bij genoemd depart e­
mentshoofd in verzet kan­
komen 
tussehentijd 
geval 
Verlang. Van de 
zoover 
inschrijving wordt oruni­
ddellijk 
Generaal 
hoofd van den 
is bevelen 
Generaal 
voorschriften 
van 
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